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BAB |. UMUM

A. Dokumen Tender ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan
dokumen penawaran

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Tender (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar datander(LDP)

C. Dalam dokumenini dipergunakan pengertian,istilah, dan singkatan sebagai
berikut:

- Tender adalah metodetender untuk mendapatkan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi
- Pekerjaan Keseluruhan atau sebagian kegiatan ya
Konstruksi meliputi pembangunan, pengoperasia
pemeliharaan, pembongkaran, da
penmbangunan kembali suatu bangunan.
- Kontrak adalah kontrak pengadaan barang/jasa ate
Lumsum penyelesaian seluruh pekerjaan dalam ba

Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

Harga Evaluasi
Akhir (HEA

Kerja Sama
Operasi (KSO)

Lembar Data
Tender(LDP

Pengguna
Anggaran (PA)

Kuasa Penggun:
Anggaran KPA

waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pa:
dan tetap, dan semua resiko yang mungk
terjadi dalam proses penyelesaian pekerje

sepenuhnya ditanggung oleh  penyed
barang/jasa
yang selanjutnya disingkat HPS adal

perkiraan harga barang/jasa yanglitetapkan
oleh PPK.

yang selanjutnya disingkat HEA adal
penyesuaian atau normalisasi harga terhad
harga penawaran dalam proses pengada
dimana unsur preferensi harga tela
diperhitungkan berdasarkan capaian TKD
dan status perusahaan.

yang selanjutnya disingkat KSO adal&lerja
sama usaha antar penyedia yang masir
masing pihak mempunyai hak, kewajiban de
tanggung jawab yang jelasberdasarkan
perjanjian tertulis.

yang selanjutnya disingkat LD&tdalah Lembat
Data Tender yang memuat ketentuan da
informasi yang spesifik sesuai dengan jel
pekerjaan antara lain meliputi penyiapar
penyampaian, pembukaan, kriteria dan ta
cara penilaian  dokumen  penawarar
pengumuman pemenang, asggahan, dan
sanggahan banding.

yang selanjutnya disingkat PA adalah pejal
pemegang kewenangan penggunaan anggal
Kementerian Negara/Lembaga;

yang selanjutnya disingkat KPA adalah peja
yang memperoleh kuasa dari PA untt
melaksanakan sebagian kewenangan ¢
tanggung jawab penggunaan anggaran pa
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Unit Kerja
Pengadaan
Barang Jasa
(UKPBJ)

Pokja Pemilihan

Pejabat Pembua
Komitmen (PPK)

Pelaku Usaha

Penyedia

Sub Penyedia

Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIB

Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/jasa
(SPPBJ)

Tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)

Surat Jaminan

Daftar Keluaran
dan Harga

Pekerjaan
Utama

Kementerian
bersangkutan;

Negara/Lembaga yar

yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah U
Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian/Lembaga yang menjadi pus
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa,

adalah sumber daya manusia yang ditetapk
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengeldl@nder
Penyedia

yang selanjutnya disingkat PPK adalah peja
yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA unt
mengambil keputusan dan/ atau melakuka
tindakan yang dapat  mengakibatka
pengeluaran anggaran belanja negara;

adalah setiap orang perorangan atau bad
usaha, baik yang berbentuk badan huku
maupun bukan badan hukum yang didirikai
dan berkedudukan atau melakukan kegiat:
dalam wilayah hukum negara Republi
Indonesia, baik sendiri maupubersamasama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiate
usaha dalam berbagai bidang ekonomi

adalah Pelaku Usaha yang menyediak
barang/jasa berdasarkan kontrak.

adalah penyedia yang mengadakan perjanji
kerja dengan penyedia penanggung jaw:
kontrak, untuk melaksanakan sebagic
pekerjaan (subkontrak).

adalah aparat yang melakukan pengawas
melalui audit, reviupemantauan, evaluasi, da
kegiatan pengawasan lain terhade
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerinte

yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah S
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kep:
penyedia barang/jasa untuk melaksanakal
pekerjaan

yang selanjutnya disingkat TKDN adalz
besarnya komponen dalam negeri pada bara
jasa, dan gabngan antara barang dengan jasi

adalah jaminantertulis yang dikeluarkan olefr
penerbit penjaminan

adalah daftar keluararyang telahkeluaran dan
jumlah biaya keseluruhannya yangerupakan
bagian dari penawaran.

adalah jenis pekerjaan yang secara langst

menunjang terwujudnya dan berfungsiny.
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yal

JDIH Kementerian PUPR



Mata
Pembayaran
Utama

Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)

Harga Satuan
Dasar (HSD)

Metode
Pelaksanaan
Pekerjaan

Persoel
Mangerial

Bagian
Pekerjaan yang
disubkontrakkan

Masa
Pelaksanaan
Pekerjaan
(Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaah

Keselamatan
Konstruksi

Keselamatan dai :

Kesehatan Kerja
(K3)

Sistem
Manajemen
Keselamatan
Konstruksi
(SMKK)

ditetapkan sebagaimana tercantum dals

DokumenTender

adalah mata pembayaran yang pokok d.
penting yang nilai bobot kumulatifnya minima
80% (delapan puluh per seratus) dari selurt
nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mate
pembayaan yang nilai bobotnya terbesar.

yang selanjutnya disingkat HSP adalah hai
satu jenis pekerjaan teentu per satu satuar
tertentu.

yang selanjutnya disingkat HSD adalah har

satuan komponen dari harga satuan pekerja

(HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:

a. Upah tenaga kerja (per jam, péxari)

b. Bahan (per m, per & per n®, per kg,
per ton)

c. Peralatan (per jam, per hari)

adalah metode yang menggambarki
penguasaan penyelesaian pekerjaan e
sistematis dari awal sampai akhir melipu
tahapan/urutan pekerjaan (utama) dar
uraian/cara kerja dari masingmasing jenis
kegiatan pekerjaan utama yang dap
dipertanggung jawabkan secara teknis.

adalah tenaga ahli atau tenaga teknis ya
ditempatkan sesuai penugasaada @ganisasi
pelaksanaan pekerjaan.

adalah bagian pekerjaan bukan pekerjai
utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetap}t
sebagaimana tercantum dalam Dokumt
Tender yang pelaksanaannya diserahk
kepada penyedia barang/jasa dan disetujui ol
Pejabat Pembuat Komitmen

adalah jangka waktu untuk melaksanake
pekerjaan dihitung berdasarkan SPMiampai
denganserah terima pertama pekerjaan.

adalah segala kegiatan keteknikan konstrul
dalam  mewujudkan  proses pekerjac
konstruksi yang handal, aman, dan rame
lingkungan.

yang selanjutnya disingkat K3 adalah seg:
kegiatan untuk menjamin dan melindung
keselamatan dan kesehatan tenaga ke
melalui upaya pencegahan kecelakad®rja
dan penyakit akibat kerja.

yangselanjutnya disingkat SMKK adalah bagi
dari sistem manajemen pekerjaan konstrul
dalam rangka penerapan keamana
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pi
setiap pekerjaan konstruksi.
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Rencana
Keselamatan
Konstruksi

(RKK)

Sistem Nilai

Layanan
Pengadaan
Secaara
Elektronik
(LPSE)

Aplikasi SPSE

Pengguna SPSE

Dua File

UserlD

Password

APENDO

Isian Elektronik

Fornulir Isian
ElektronikData
Kualifikasi

yang selanjutnya disingkat RKK adalal
dokumen lengkap rencana penerapan SMI
dan merupakan satu kesatuan dengan dokurr
kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yar
dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui o
Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadik
sebagai sarana interaksintara Penyedia Jas
dengan Pengguna Jasa dalam penerapan SN\

adalah metode evaluasidimana harga
penawarannya dipengaruhi oleh kualita
teknis, sehingga penetapan pemena

berdasarkan kombinasi perhitungan penilaie
teknis danharga

yang selanjutnya disingkat LSPSéadalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untu
memfasilitasi pelaksanaan Pengada
Barang/Jasa secara elektronik

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengade
Secara Elektronik (SPSE) berbasigb yang
terpasang di server LPSE yang dapat dial
melalui websitdLPSE.

Perorangan/badan usaha yang memiliki he
akses kepada Aplikasi SP8Eepresentasikar
oleh user ID dan pssword yang diberikan olel
LPSE.

Metode penyampaian dokumen penawar:
yang persyaratan administrasi dan tekr
dimasukkan dalam 1 (satu)file sedangkan
harga penawaran dimasukkan dalawfe yang
lain serta diunggah secara tegah dalam
waktu yang bersamaan.

Nama atau pengenal unik sebagai identitas ¢
dari pengguna yang digunakan untul
beroperasi di dalam Aplikasi SPSE

Kumpulan karakter atawstringyang digunakan
oleh pengguna untuk memverifikasUser /D
kepada Aplikasi SPSE

Aplikasi Pengaman Dokumen.

Tampilan/antarmuka pemakai  berbentul
grafis berisi komponen isian yang dapat dii
oleh pengguna aplikasi

Formulir isian elektronik pada aplikasi SP.
yang digunakan penyedia barang/jasa unttL
menginputkan dan  mengirimkan  dat:
kualifikasi.
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BAB ILUNDANGAN TENDER

Peserta yang diundang adalah peserta yang lulus prakualifikasi

JDIH Kementerian PUPR



BAB II.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja 1.1
dan Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Pesertdender

4. Pelanggaran
terhadap
Aturan
Pengadaan

1.2

1.3

Identitas Pokja Pemilihan sebagaimane
tercantum dalam LDP.

Nama paket lingkup pekerjaan dan lokasi
pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDF

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untu
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wal
sebagaimana tercantum dalam LDP,
berdasarkan syarat umum dan syarat khus
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teki
danhargayang tercantum dalam kontrak.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendana
sebagaimangercantum dalam LDP.

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Tender ini dapat diikuti oleh semuapelaku
usaha yang telah lulus/memenuhi kualifikasi.

Peserta KSO dilarang untuk mengub
Perjanjian Kerja Sama Operasisetelah
pemasukan data kualifikasi daselama prose:
tender.

Perjanjian KSO vyang berakhir sebelu
penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jaw
penyelesaian pekerjaan dibebankan pa
perusahaan yang menjadi/eadfirm atau
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalé
perjanjian KSO.

Peserta dan pihak yang terkaitdengan

pengadaan ini berkewajiban untuk mematut

aturan pengadaan dengan tidak melakuk:
tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan dokumen atau keterang:
palsu/tidak  benar untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalar
DokumenTender

b. terindikasi  melakukan  persekongkola
dengan peserta lain untuk mengatur harg
penawaran;

c. terindikasi melakukan KKN dalanTender
Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yan
tidak dapat diterima oleh Pokjdender

Peserta yangterbukti melakukan indakan
sebagaimana dimaksud pada angkd.1l
dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administréif, sepertidigugurkan dari
proses Tender atau pembatalanpenetapan
pemenangdan/atau

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
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5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

6. Pesertdendef
Penyedia Yang
Dikenakan
SanksDaftar
Hitam

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

Pengenaan Sanksi dilaporkan oleliPokja
Pemilihankepada PA/KPA.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/K
atas usularPokja Pemilihan

Pegawai  Kementerian/Lembaga  dilarar
menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggunge
Kementerian/Lembaga.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fun
dan perannya, ranghindari dan mencegal
pertentangan kepentingan para pihak yar
terkait, baik secara langsung maupun tide
langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimane

dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi

a. Direksi, Dewan Komisarjsatau tenaga tetaj
suatu Badan Usaha merangkap seba
Direksi, Dewan Komisarjsatau tenaga tetaj
pada Badan Usaha lain yangengikuti
tender yangsama

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebac
konsultan perancang pengawas bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi y
didesairidiawasinya;

c. PPK/Pokja Pemiihan/Pejabat Pengadaan t
langsung maupun tidak langsuni
mengendalikan atau menjalankan bade
usaha penyedia;

d. Beberapa badan usaha yang mengik
Tender yang sama, dikendalikan ba
langsung maupun tidak langsung oleh pihe
yang sama, dardtau kepemilikan sahamny:
lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuas:
oleh pemegang saham yang sama.

Pegawai = Kementerian/Lembaga dilarang
menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggunge
Kementerian/Lembaga

Sanksi daftar hitam dikenakan kepada pesert:
TendefPenyedia apabila:

a.

peserta Tender menyampaikan dokumen ata

keterangan palsu/tidak benar untuk memenut

persyaratan yang ditentukan dalam Dokume

Tender

peserta Tender terindikasi melakukan

persekongkolan dengan peserta lain untuk menga

harga penawaran

Indikasi persekongkolan antar peserta mement

sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawabh ini:

1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, ant
lain pada: metode kerjabahan, alat, analis¢
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan da
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjai
dan/atau spesikasi teknis/barang yang
ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;

2) para peserta yang terindikasi persekongko
memasukkan  penawaran dengan nil.
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C.
d.
e.
f.
g.
7. Alih 7.1
Pengalaman
dan
Pendayagunaar
Produksi Dalam
Negeri
7.2
7.3

penawaran mendekati HPS dan/atau hamg
sama;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penye
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (sa
kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokum
Penawaran, antara lain kesamaan/kesalah
pengetikan, susunan, dan format penulisa
dan/atau

5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbi
penjaminan yang sama dan nomorny
berurutan.

peserta Tender terindikasi melakukan Korupsi

Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalamender

Penyedia;

pesertaTender yang mengundurkan diri dengar

alasan yang tidak dapat diterim@okja Pemilihan

pemenang Tender yang telah menerima Sure

Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SP

mengundurkan diri sebelum penandatangans

Kontrak dengan alasan yang tidak dapatedima

oleh PPK;

Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tic

menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutus

kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebak
oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam m

pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Dalam hal pelaksanaan paket pekerja
konstruksi dengan nilai pagu anggaran di ati
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), penyedia jasa pelaksana konstrul
diwajibkan memberikan alih pengalaman
keahlian melalui sistem kerja praik/magang.

Peserta berkewajiban menyampaiki
penawaran yang mengutamakan materia
bahan produksi dalam negeri dan tenaga ke
Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yan
dilaksanakan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruks
dimungkinkan menggunakan bahan baku,
tenaga ahli, dan perangkat lunak yang bera:
dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

a. pemilahanatau pembagian komponemarus
benarbenar mencerminkan bagian ata
komponen yang telah dapat diproduksi
dalam negeri dan bagian atau kompone
yang masih harus diimpor;

b. komponen berupa bahan baku belul
diproduksi di dalam negeri dan/atal
spesifikasi tekis bahan baku yanc
diproduksi di dalam negeri belum memenul
persyaratan

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, penguiji
dan lainnya sedapat mungkin dilakukan (
dalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan ja
pelayanan yang ada di dalam negeri, sepe¢
jasa  asuransi, angkutan, ekspedi:
perbankan, dan pemeliharaan
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8. Sertifikat
Kompetensi
Kerja

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

9. SatuPenawaran 9.1

Tiap Peserta

9.2

B. DOKUMENTENDER

10. Isi Dokumen
Tender

10.1

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakuke
sematamata untuk mencukupi kebutuhar
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh
Indonesia, disusun berdasarkan keperlu
yang nyata, dan diusahakan seaderencana
untuk semaksimal mungkin terjadinya alil
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asin
tersebut ke tenaga Indonesian

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barar
yang diimpor yang dilengkapi denga
spesifikasi teknis, jumlah dan harga yat
dilampirkan pada Dokunen Penawaran.

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinka

dalam hal:

a. barang/jasa  tersebut  belum dap:
diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;

b. spesifikasi teknis barang yang diproduk
dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalar
negeri belum memenuhi persyaratan
dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mamp
memenuhi kebutuhan.

Pemberian  preferensi  harga  terhad:
penawaran peserta atas penggunaan produ
dalam negeri ditetapkan dalam LDP.

Setiap tenagahli, teknisi/analis dan operatot
yang akan melaksanakan pekerjaan wa
memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja tidaklibuktikan
pada saat pemilihan.

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk person
manajerial dibuktikan saat rapat persiapai
penunjukan penyedia.

Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifil
Kompetensi Kerja untuk personel manajer
yang diusulkan dalam dokumen penawaran st
rapat  persiapan  penunjukan  penyed
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi aministratif, berupa pembatalar
penetapan pemenang;
b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuar
peraturan perundangundangan.

Setiap peserta, baik tunggal maupun seba
anggota KSO hanya boleh memasukkan sa
penawaran untuk satyaket pekerjaan.

Setiap peserta yang termasuk dalam K
dilarang menjadi peserta baik secara senc
maupun sebagai anggota KSO yang lain ps
paket pekerjaan yang sama.

DokumenTenderterdiri atas
a. Umum:;
b. Pengumuman;
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11. Bahasa
Dokumen
Tender

12. Pemberian
Penjelasan

10.2

c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar DatdPemilihan
e. Bentuk Dokumen Penawaran Administre
dan Teknis Filel):
1) Dokumen Administrasi:
a) Surat Penawaran;
b) Jaminan PenawaranAsli (apabila
disyaratkan)
2) DokumenPenawaranleknis
a) Metode pelaksanaan pekerjaan;
b) Jangkawaktu pelaksanaan pekerjaat
c) Daftar Peralatan Utama;
d) Daftar Personel Manajerial
e) Formulir Rencana Keselamat:
Konstruksi (RKK);
f) Daftar Bagian Pekerjaan yan
disubkontrakkan.
f. BentukDokumen Penawaran Hargatffell)
a) sesuai Surat Penaran dalam Dokumer
Administrasi
b) Daftar Keluaran dan Harga
c) Khusus apabila ada evaluasi kewajar
harga di bawah80% HPSPesertd ender
akan memenuhi Formulir Rincian
Keluaran dan Hargapada saat acar:
klarifikasi kewajaran harga.
Rincian Keluaran dan Harga buka
merupakan bagian dari dokumel
kontrak.
g. Rancangan Kontrak (sudah dilengka
isiannya oleh PPK):
1) Surat Perjanjian
2) SyaratSyarat Umum Kontrak;
3) SyaratSyarat Khusus Kontrak.
h. Spesifikasi Teknjslan/atau Gambar;
I. Contoh Bentuk Dokumehain:
1) SPPBJ;
2) SPMK;
3) Jaminan Pelaksanaan
4) Jaminan Uang Mukgapabila diberikan
uang mukg;
5) Jaminan Pemeliharaan
6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKD
(apabila diberikan preferensi harga);
7) Formulir Daftar Barang yang diifpor.
(apabila ada barang yang diimpor).

Pesertaberkewajiban memeriksa keseluruha
isi Dokumen Tender Kelalaian menyampaikal
Dokumen Penawaranyang tidak memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Tender
merupakan rsiko peserta.

DokumenTenderbeserta seluruh korespondensi tertu
dalam prosepemilihan menggunakan Bahasa Indones

12.1

12.2

Pemberian penjelasan dilakukan secavaline
melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dal
aplikasi SPSE

Peserta yang tidak aktiffmembuka SP
dan/atau tidak bertanya pada saat pemberi
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13. Perubahan
Dokumen
Tender

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1

13.2

13.3

penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untt
menolak/menggugurkan penawaran

Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat
memberikan informasi yang dianggap pentir
terkait dengan DokumenTender

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat
memberikan penjelasan lanjutan dengan ca
melakukan peninjauan lapangan. Biaya yai
diperlukan peserta dalam rangka peninjaue
lapangan ditanggung oleh masinmasing
peserta

Pokja Pemiliha menjawab setiap pertanyaa
yang masuk, kecuali untuk substansi pertanya
yang telah dijawab.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat
memberikan penjelasan (ulang).

Apabila diperlukan,Pokja Pemiliharpada saal
berlangsungnya pemberian penjelasandapat
menambah waktu batas akhir tahapan terset
sesuai dengan kebutuhan

Dalam hal waktu tahap penjelasan tele
berakhir, perserta tidak dapat mengajuka
pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih
mempunyaitambahanwaktu untuk menjawab
pertanyaanyang mask pada akhir jadwal.

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberii
penjelasan dalam aplikasi SPSE merupa
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan day
dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasar
Lanjutandan diunggahmealui aplikasi SPSE.

Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapan
menjadi bagian Berita Acara Pemberii
Penjelasan (BAPP).

Apabila pada saat pemberian penjelasi
terdapat  halhal/ketentuan  baru  atau
perubahan penting yang perlu ditampunc
maka Pokja Pemiliharmenuangkan ke dalan
Adendum Dokumen Tender yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Dokumehender

Perubahan rancar@n kontrak dan/atau
spesifikasi tekr, gambar harus mendapatkar
persetujuan PPK sebelum dituangkan dal
Adendum DokumerTender

Apabila ketentuan baru atau perubahan pentir
tersebut tidak dituangkan dalam Adendul
Dokumen Tender maka ketentuan baru atal
perubahan tersebut dianggap tidakda dan
ketentuan yang berlaku adalah Dokume
Tenderawal.
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14. Tambahan
Waktu
Pemasukan
Dokumen
Penawaran

13.4

13.5

13.6

13.7

SetelalPemberian Penjelasan dagb®lum batas
akhir waktu pemasukan penawaranPokja
Pemilihan dapat menetapkan Adendur
Dokumen Tender berdasarkan informasi bart
yang mempengaruhi substansi Dokume
Tender

Setiap Adendum yang ditetapkan merupak
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokume
Tender

Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum
Dokumen Tender dengan cara mengungga
(uploag  file adendum Dokumen Tender
melalui aplikasi SPStaling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum batas akhir pemasuki
penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan
mengunggah (jpload file Adendum Dokumen
Tenderkurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelun
batas akhir pemadtan penawaran, mak&okja
Pemilihan wajib mengundurkan batas akhi
pemasukan penawaran

Peserta dapat mengunduh (download
Adendum Dokumen Tender yang diunggah
(uploag Pokja Pemiliharnpada aplikasi SPS
(apabila ada.

Apabila adendum DokumenTender mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokum
penawaran mak&okja Pemilihamemperpanjang bata:
akhir pemasukan penawaran

C. PENYIAPAROKUMENPENAWARAN

15. Biayadalam
Penyiapan
Penawaran

16. Bahasa
Penawaran

17. Dokumen
Penawaran

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

Peserta menanggung semua biaya dal
penyiapan dan penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihartidak bertanggung jawab ata
kerugian apapun yang ditanggung oleh peser

Semua Dokumen Penawaran haru
menggunakan Bahasa Indonesia.

Dokumen penunjang yang terkait denge
Dokumen Penawaran dapat menggunaki
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris

Dokumen penunjang yang berbahasa Inggr
perlu disertai penjelasan dalam Bahas
Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaal
penafsiran, maka yang berlaku adalatr
penjelasardalam Bahasa Indonesia

Dokumen Penawaran paling kurang terdiri ata

a. Penawaran Administrasian Teknis(Filel);
dan
b. Penawaran HargéFilell).

Dokumen Penawaradministrasi dan Tehis
yang disampaikan pad&ry/el meliputi:
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18. Harga
Penawaran

17.3

18.1

18.2

18.3

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdi
atas:
1) SQurat Penawaran (sebagaimane
tercantum dalam SPSE)
2) Jaminan Penawaran asli; (apabi
disyaratkan)
b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
1) Metode pelaksanaan pekerjaan;
2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
3) Daftar isian peralatan utambeserta

(@) bukti kepemilikan peralatan
(contoh STNK, BPKB, invoieg)tuk
peralatan dengan status ik
sendiri;

(b) bukti pembayaran Sewa Be
(contoh invoice uang muka
angsuran)untuk peralatan dengar
status sewa beldan/atau

(c) surat perjanjian sewa untuk
peralatan dengan status sewa

4) Daftar isian personel manajeriabeserta
daftar riwayat pengalaman kerja ata
referensi kerja dari pemberi tugas ds

Surat pernyataan kepemilikan sertifike

kompetensi kerja

5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RK

6) Daftar isian bagian pekerjaan yang ake
disubkontrakkan, dan/atau nominas
subpengdia jasa spesialis, dan/ata
nominasi subpenyedia kecil provin:
setempat (apabila disyaratkan); dan

7) Dokumen lain yang disyaratkan (apabil
ada).

DokumenPenawaran Harggang disampaikar

padaFilell meliputi:

a. Penawaran harga tercantum dalam Sur
Penawaran;

b. Daftar Keluaran dan Harga

c. Rincian Keluaran dan Harga khusus
apabila ada evaluasi kewajaran harga
bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada s
acara khrifikasi kewajaran harga)
Rincian Keluaran dan Harga  buka
merupakan bagian dari dokumekontrak.

TotalHarga penawaran ditulis dalam angka de
huruf.

Pesertamencantumkan keluaranbuiput dan
harga total untuk setiap keluararduiput
pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.

Biayaoverheadbiaya umum) dan keuntungar
termasuk untuk penyelenggaraan biaya
pengawasan dan staf lapangan/tenaga a
lapangan, administrasi kantor lapangal
konstruksi dan fasilitas sementara, transporte
konsumsi, keamanan, kontrol kualitas de
pengujian, serta semua pajak, bea, retribL
tenaga kerja,praktik/magang, dan pungutan
lain yang sah serta yang harus dibayar ol
penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerje
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19.

20.

MataUang
Penawaran
dan Cara
Pembayaran

MasaBerlaku
Penawaran
dan Jangka
Waktu
Pelaksanaan

18.4

18.5

18.6

19.1

19.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam tote
harga penawaran.

Komponen//tem pekerjaan penyelenggaraar
keamanan dan kesehmt kerja serta
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dale
Daftar Kuantitas dan Harga dengan besar
biaya sesuai dengan kebutuhan.

Perkiraan biaya penyelenggaraan keaman
dan kesehatan kerja serta Keselama
Konstruksi minimal mencakup penyiapan RK
sosidisasi dan promosi K3, alat pelindun
kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K&
fasilitas prasarana kesehatan, ramipambu
yang diperlukan, konsultasi dean ahli
keselamatan konstruksidan lain-lain terkait
pengendalian risiko K3 dan Keselamat
konstruksi.

Penyesuaian harga diberlakukan sebagaime
diatur dalam SyaraSyarat UmumBSyarat
SyaratKhusus Kontrak. Hanya untuk pekerjae
harga satuan dan masa pelaksanaannya le
dari 18 (delapan belas) bulan sebagaima
tercantum dalam LDP.

Semua harga dalam penawaran harus dal:
bentuk mata uang sebagaimana tercantur
dalam LDP

Pembayaran atas pelaksanaan pekerj:
dilakukan sesuai dengan cara sebagaime
tercantum dalam LDP dan diuraikan dalal
SyaratSyarat Umum/Khusus Kontrak.

Masa berlaku penawaran sesuai deng
ketentuansebagaimana tercantumialam LDP.

Apabila evaluasi penawaran belum selesa
dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakun
penawaran, Pokja Pemiliharmeminta kepada
seluruh  peserta secara tertulis untu
memperpanjang masa berlakunya surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawara
dalam jangka  waktu tertentu dat
diperhitungkan  paling kurang  sampai
perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.

Apabila penetapan pemenang tele
disampaikan dan tidak ada sanggah/sangg
banding, tetapi DIPA belum disahkan, Pol
Pemilihan meminta secara tertulis kepau
pemenang tender untuk memperpgng masa
berlakunya penawaran dalam jangka waki
tertentu dan diperhitungkan paling kuranc
sampai perkiraan tanggal penandatangani
kontrak.

Berkaitan dengar20.2 dan 203, maka peserte

dapat:

a. menyetujui permintaan tersebut tanp
mengubah penawaran;

10
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21. Pakta
Integritas

22. Jaminan
Penawaran
Asli

20.5

b. menolak permintaan tersebut dan dap
mengundurkan diri secara tertulis denga
tidak dikenakan sanksi.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ya
ditawarkan tidak melebihi jangka waktt
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pakta Integritasberisi ikrar untuk mencegah dan tidal
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKNerta
akan mengikuti prose$endersecara bersih, transparar
dan profesional.

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

Dalam hal HPS di atas Rp0.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawara
asli disampaikan sebagai bagian dari dokum
administrasi.

Besaran nilai nominal, masa berlaku, d:
pencairan Jaminan Penawaran sebagaimz
tercantum dalam LDP.

Peserta harus menyampaikan  Jamin
penawaran asli secara langsung atau mela
pos/jas pengiriman diterimaPokja Pemilihar
paling lambat sebelum batas akh
penyampaian penawaran.

Dalam hal Jaminan Penawaran asli tid:
diterima Pokja Pemiliharsampai dengn batas
waktu yang ditentukan, maka penawara
dinyatakan gugur

Segala risiko keterlambatan dan kerusaki
pengiriman Jaminan Penawaran astienjadi
risiko peserta

Penerbit Jaminan Penawaran:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nil
HPS di atas Rp10.0am0.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampai dengar
Rp100.000.000.000,00 (seratus milia
rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum:

2. Perusahaan Penjaminan;

3. Perusahaan Asuransi;

4. Lembaga khusus yang menjalank:
usaha i bidang pembiayaat
penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sest
dengan ketentuan peratural
perundangundangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indones
atau

5. konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship.

huruf a.2 sam@ dengan a5 telal
ditetapkan/mendapatkan rekomendasi da
otoritas jasa keuangan (OJK).
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b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nil
HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (serat
miliar rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship.

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkar

rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuanc

(OJK).

D. PENYAMPAIABOKUMENPENAWARAN

23. Persiapan
Dokumen
Penawaran

24. Penyampaian
Dokumen
Penawaran

23.1

23.2

23.3

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Dokumen Penawaran yang disampaikan ol

peserta terdiri atas 2 (dua) Dokume

penawaran yang memuat:

a. Penawaran administrasi dan teknigiel);
dan

b. Penawaran harga.A//ell)

Filel dan file 11 disandikan/dienkripsi dengan
sistem pengaman dokumen.

Pesertamenyampaikanfile 1 dan file 1l yang
telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yan
ditetapkan.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawa
kepada Pokja Pemilihan dengan jadwal
sebagaimana tercantum dalam LDP, denc
ketentuan peserta mengunggah Dokume
Penawaran terenkripsi hanya melalui aplika
SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan

Dokumen penawaran aainistrasi dan teknis
(file 1) dienkripsi menggunakan sister
pengaman dokumen, selanjutnya pese
melakukan enkripsi terhadap Dokume
penawaran harga f/e Il) menggunakan sisten
pengaman dokumen

Peserta mengunggahufload file 1 berupa
Dokumen Penawaan administrasi dan teknis
yang telahterenkripsi kemudian setelahfile /
berhasil terkirim peserta melanjutkan denge
mengunggah {pload file 11 berupa Dokumen
Penawaranharga yang telahterenkripsi sesuai
jadwal yang telah ditetapkan

Peserta  dapat mengunggah  Dokumen
Penawaran f/e | dan file Il) secara berulang
sebelum batas akhir waktu pemasuk:
Dokumen Penawaran.Dokumen Penawaran
terakhir ~akan menggantikan Dokumen
Penawaran yang telah terkirim sebelumnya

Surat Penawaran dan/atau Dokumen lai
sebagai bagian dari Dokumen Penawaran ye
diunggah (uploadg ke dalam aplikasi SP<
dianggap sah sebagai dokumen elektronik d
dianggap telah disetujui dan ditandatanga

JDIH Kementerian PUPR
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25. BatasAkhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran

24.6

24.7

24.8

24.9

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

secara elektronik oleh pemimpin/direktul
perusahaan atau kepala cabang perusah:
yang diangkat oleh kantor pusat yan
dibuktikan dengan dokumen otentik ata
pejabat yang menurut perjanjian kerjasan
adalah yang berhak mewakili perusahaan ya
bekerjasama atau pihak yang diberi kuasa ol
pemimpin atau direktur perusahaan yang nan
pember kuasanya tercantum dalam akt
pendirian/perubahan.

Pesertdidak perlu menggunggahdp/oad hasil

pemindaian dokumen asli yang bertanda tang
basah dan berstempel, kecuali surat lain ya
memerlukan tanda tangan basah dari pihak lai

Peserta dapat mmggunggah (pload ulang
Dokumen Penawaranuntuk mengganti atau
menimpa Dokumen Penawaransebelumnya,
sampai dengan batas akhir pemasuk
penawaran

Pengguna SPSE wajib mengetahui ¢«
melaksanakan ketentuan penggunaan sist
pengaman dokumen yang melekaada SPSE

Untuk Peserta yang berbentiSQ pemasukan
penawaran dilakukan oleh badan usaha yal
ditunjuk mewakili KSQ' /eadfirmKSO.

Penawaran  harus  disampaikan  sece
elektronik melalui aplikasi SPSE kepadakja
Pemilihan paling lambat pada waktu yang
ditentukan olehPokja Pemilihansebagaimane
tercantum dalam LDP.

Pokja  Pemilihan tidak  diperkenankan

mengubah waktu batas akhir pemadsan

penawaran kecuali:

a. keadaan kahar;

b. terjadi gangguan teknis

c. perubahan  dokumen Tender yang
mengakibatkan kebutuhan penambahe
waktu penyiapan dokumen penawaral
atau

d. tidak ada peserta yang memasukki
penawaran sampai denganbatas akhir
pemasukarpenawaran

Dalam hal Pokja Pemilihanmengubah waktu
batas akhir pemasukan penawaran makarus
menyampaikan/menginformasikanpada SPS
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal setelah batas akhir pemasuk
penawaran tidak ada peserta yang memasukl
penawaran, Pokja Pemilihan  dapat
memperpanjang batas akhir jadwal pemasuk
penawaran.

Perpanjangan jangka waktu sebagaima
dimaksud pada angka24 dilakukan pada hari
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26. Dokumen
Penawaran
Terlambat

yang sama dengan batas akhir pemasuk
penawaran.

Aplikasi SPSE menolak setiap DokuniRenawaran yang
dikirrmkan setelah batas akhir waktu pemasuks
penawaran

E. PEMBUKAANDAN EVALUASI PENAWARAN

27. Pembukaan
PenawaranFile
|

27.1 Jadwal pembukaan penawaran sebagaime
tercantum dalam LDP.

27.2 Pada tahap pembukaan penawararRokja
Pemilihan mengunduh (@ownloag dan
melakukan dekripsi Dokumen  Penawaran
dengan menggunakan sistem pengam
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

27.3 Terhadap Dokumen Penawaranyang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihar
menyampaikanDokumen Penawarariersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan bal
Dokumen yang bersangkutan tidak dapz
dibuka dan bila dianggap perlu LPSE da)
menyampaika Dokumen Penawarariersebut
kepada LKPP.

27.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apa
Dokumen Penawaran tidak dap:s
dibuka/didekripsi makaPokja Pemilihardapat
menetapkan bahwa Dokumen Penawar:
tersebut tidak memenuhi syarat sebac
penawaran dan penyedigbarang/jasa yang
mengirimkan Dokumen Penawaran terseb
dianggap tidak memasukkan penawara
Apabila dapat dibuka, makdokja Pemilihar
akan melanjutkan proses atas penawaran ye
bersangkutan

27.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang mas
apabila Dokumen Pemngaran sebagaiman:
dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Sur
pengunduran diri (misalnya) tidak termasul
sebagai penawaran.

27.6 Apabila penawararyang masuk kurang dari &
(tiga) peserta makaender dilanjutkan dengan
tahap evaluasi penawaran, serta selanjutn
dilakukan:

1) dalam hal terdapat 2 (dua)eserta yanc
memenuhi persyaratanadministrasi dan
teknis dapat dilakukan £ Reverse Auctioi
(apabilasudah didukung oleh SPBE

2) dalam hal hanya 1 (satu)peserta yanc
memenuh persyaratan administrasi dan
teknis dilanjutkan dengan klarifikasi dat
negosiasi teknis dan harga.
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28. Evaluasi
Penawaranfile
|

27.7

27.8

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

Apabila penawaran yang masuk hanya 1, ma
tender dilanjutkan seperti proses penunjuke
langsung.

Pokja Pemilihantidak boleh menggugurkar
penawaran pada waktu pembukaan penaware
kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sud:
dipastikan tidak dapat dibuka berdasarke
keterangan LPSE

Evaluasi penawaran dilakukan denganetode
sistemnilai.

Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawal
berdasarkan data yang diunggahugload
dalam aplikasi SPSE, dikecualikan unt
evaluasi Jaminan Penawaran dilakuki
berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran
yang disampaikan.

Data dokumen elektronik yang rusak (sesud
mendapat klarifikasi dari LPSE) akib
kesalahan pengiriman dokumen oleh Penye
Jasa, yang mengakibatkan dokumen terse
tidak dapat dilakukan evalasi oleh Pokja
Pemilihan maka dokumen elektronik tersebt
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pokja Pemilihamelakukan @aluasipenawaran
file | yang meliputi

a. evaluasi administrasi; dan

b. evaluasi teknis.

Pokja Pemilihanmenginputkan hasil evaluas
Dokumen Penawararfile | pada aplikasi SPS
dan menayangkan hasil evaluasie | melalui
menu pengumuman atau menu uploa
informasi lainnya pada aplikasi SPSE

Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan
pembukaan penawaran file Il dengan
ketentuan:

a. Dokumen Perawaran file Il milik peserta
yang tidak lulus evaluasi administrasi de
teknis, tidak dibuka.

b. Pokja Pemilihatidak boleh menggugurkar
penawaran pada waktu pembukaa
Dokumen Penawaran file 1l, kecuali
penawaran file 1l tersebut berdasarkar
keterangan dari LPSE tidak dapat dibu
(didekripsi).

c. Setelah penawaranfi/e Il dibuka, Pokja
Pemilihanmelakukan evaluasi harga

Ketentuan umum dalam melakukan evaluas

sebagai berikut:

a. Pokja Pemilihan dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yan(
telah ditetapkan dalanbokumenTenderini;

b. Pokja Pemilihardan/atau peserta dilaranc
menambalh, mengurangi, menggan
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28.8

dan/atau  mengubah isi  Dokumer

Penawaran;

c. Penawaranyang memenuhi syarat adala
penawaran yang sesuai dengan ketentui
syaratsyarat, dan spesifikasi teknis yal
ditetapkan dalam DokumenTender ini,
tanpa ada penyimpangan yang bersif
penting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. Penyimpanganyang bersifat peting/pokok
atau penawaran bersyarat adalah:

1) penyimpangan Dokumen Penaware
dari Dokumen Tender yang
mempengaruhi lingkup, kualitas datr
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denga
persyaratan tambahan diluar ketentua
dan Syaratsyarat  yang akan
menimbulkan persaingan usaha tida
sehat dan/atau tidak adil.

e. Pokja Pemilihandilarang menggugurkan
penawaran dengan alasan:

1) Peserta tidak aktifmembuka SP!
dan/atau tidak bertanya pada sa:
pemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,
adalah kesalahaikesalahan yang tidal
mempengaruhi hasil evaluasi.

f. Para pihak dilarang mempengaruhi ata
melakukan intervensi kepada Pokja
Pemilihanselama proses evaluasi;

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan buk
adanya persaingamsaha yang tiak sehat
dan/atau terjadi pengaturan bersama
(indikasi  kolusi/persekongkolan) antare
peserta, Pokja Pemilihan UKPBJ, PP
dan/atau pihak lain yang terlibat, dengai
tujuan untuk memenangkan salah sa
peserta, maka:

1) peserta yang ditunjuk sebagai calc
pemelang dan peserta lain yang terlibz
dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam

2) anggotaPokja PemilihanPPK dan/ataL
pihak lain yang terlibat persekongkola
dikenakan sanksi sesuai dengar
ketentuan  peraturan  perundang
undangan;

3) proses evaluasi tetap dilanjutka
dengan menetapkan peserta lainn
yang tidak terlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lai
sebagaimana dimaksud pada angkp
maka tender dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenut

maka peserta digugurkan pada tahap evalu.
administrasidan/atau teknis

Evaluasi Administrasi:

a. evaluasi terhadap data administra
dilakukan terhadap halhal yang
tidak/belum dinilai pada saat penilaiar
kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenubhi
persyaratan administrasi, apabila:

JDIH Kementerian PUPR
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1)

2)

3)

Syaratsyarat substansial yang dimint

berdasarkan Dokumen  Tender

terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya

a) Surat Penawaran (sebagaimana
tercantum dalam SPSE);

b) Jaminan Penawaran Asli; (apabi
disyaratkan)

c) Dokumen Penawaran Teknis;

d) Dokumen Penawaran Harga.

Surat Penawararmemenuhi ketentuan

yaitu jangka waktu berlakunya Sura

Penawaran tidak kurang dari wakitt

sebagaimana tercantumalamLDP.

Jaminan Penawaran Asli (apabi

disyaratkan) memenuhi  ketentua

sebagai berikut:

a) Dalam hal pelkrjaan Konstruksi
dengan nilai HPS di ata
Rp10.000.000.000,00 (sepulut
miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratu:
miliar rupiah), diterbitkan oleh:

Bank Umum;

Perusahaan Penjaminan;

Perusahaan Asuransi;

Lembaga khusus yan

menjalankan usaha di bidan

pembiayaan, penjaminan, da
asuransi untuk mendorong ekspc

Indonesia sesuai denga

ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang Lembag
pembiayaan ekspor Indonesi
atau

5. konsorsium perusahaan asuran
umum/ konsorsium Lembage
penjaminan/ konsorsium
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asurans
kerugian (suretyship.

huruf a.2 sampai dengan a.5 tela

ditetapkan/ mendapatkan

rekomendasi dari Otoritas Jas

Keuangan (OJK).

PowppE

b) Dalam hal pekerjaan Kongiksi
dengan nilai HPS di ata
Rp100.000.000.000,00 (seratut
miliar rupiah) diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. konsorsium perusahaan asuran
umum/ konsorsium Lembage
penjaminan/ konsorsium
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asurans
kerugian (suretyship;

huruf  b.2 telah  ditetapkan/

mendapatkan  rekomendasi da

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c) Masa berlaku tidak kurang dar
waktu sebagimana tercantum dalai
LDR

JDIH Kementerian PUPR
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d)

f)

9)

h)

)

K)

c. Pokja

Masa berlaku dicantumén dalam

angka dan huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulise
antara angka dan huruf make
masa berlaku yang diakui adala
tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angk
jelas sedangkan dalam huruf tida
jelas/tidak bermakna/salah,
maka yang diakui adalah masi
berlaku yang tertulis dalamr
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angk
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, make
dinyatakan gugur

Nama yang tercantum dalam sur:

Jaminan Penawaran sama deng

nama peserta

Besaran rai Jaminan Penawaral

sebagaimana yang tercantumalam

LDR

Besaran nilai Jaminan Penawar:

dicantumkan dalam angka dan huruf

dengan ketentuan:

(1) apabila adaperbedaan penulisar
antara angka dan huruf makse
nilai yang diakui adalah tulisar
huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angk
jelas sedangkan dalam hurtitlak
jelas/tidak bermakna/salah
maka yang diakui adalah nila
yang tertulis dalam angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angk
dan dalam huruftidak jelas/tidak
bermakna/salah maka
penawaran dinyatakan gugur;

Nama Pokja Pemilihan yang

menerima Jaminan Penawaran sar

dengan namaPokja Pemilihanyang
mengadakan Tender;

Paket pekerjaan yang dijamisama

dengan paket pekerjaan yan

ditenderkan;

Jaminan Penawaran harus dap

dicairkan tanpa Syarai

(unconditiona) sebesar nilai Jamina

dalam waktu paling lambat 14 (empa

belas) hari kerja, setelah sur:
pernyataan wanprestasi dariPokja

Pemilihan diterima oleh Penerbi

Jaminan;

Jaminan Penawaran atas nama K

harus ditulis atas nama KSO; dan

Substansi dan keabsahan/keasli

Jaminan Penawaran tela

dikonfirmasi dan diklarifikasi secare

tertulis oleh Pokja Pemiliharkepada
penerbit jaminan apabila kurangejas
dan meragukan.

Pemilihan dapat melakukan

klarifikasi/konfirmasi secara tertulis
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28.9

terhadap halhal yang kurang jelas dai
meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi

d. Evaluasi administrasi menghasilkan dt
kesimpulan, yaitu memenuhi  Syare
administrasi atau tidak memenuhi syar:
administrasj

e. Peserta yang memenuhi persyarat
administrasi dilanjutkan dengan evalua:
teknis;

f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (du
peserta yang memenuhi persyarat:
administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutke
dengan evaluasi teknis; dan

g. Apabila tidak ada peserta yang mement
persyaratan administrasi, maka tender
dinyatakan gagal.

EvaluasiTeknis:

a. Evaluasi teknisdilakukan terhadap pesert:
yang memenuhi persyaratan administrasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi tenis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaiman
tercantumdalam LDP;

c. Evaluasi teknis dilakukan deng&etentuan

1) Evaluasi teknis dilakukan dengan ca
memberikan nilai angka tertentu pad
setiap unsur yang dinilai berdasarkan
kriteria dan  bobot sebagaimane
tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan Ilulus tekni
apabila masingmasing unsur maupun
nilai total keseluruhan unsur memenur
ambang batas minimal yang ditetapke
dalam LDP:

3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah
a) Metode pelaksanaan pekerjae

memenuhi persyaratan substant

yang ditetapkan dalam Dokumer

Tender dan diyakini

menggambarkan penguasaan dala

menyelesaikan pekerjaanmeliputi
penilaian terhadap:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari
awal sampai akhir secara gar
besar dan uraian/cara kerja dar
masing masing jenis pekerjaat
utama;

(2) Kesesuaian antara metode kel
dengan peralatan utama yan
ditawarkan/diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kel
dengan spesifikasi/volume
pekerjaan yang digaratkan.

b) Jangka waktu pelaksanaan pekerja
yang ditawarkan tidak melampau
batas waktu sebagaimana tercantu
dalam LDP.

c) Peralatan utama, dengan ketentuar
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(1) Yang  dimaksud dengar
peralatan utama adalal
peralatan yang mendukung
langsung dan sesuai kebutuhe
untuk melaksanakan pekerjaa
pekerjaan utamamajor iten;

(2) Tidak mensyaratkan tahut
pembuatan algt

(3) Jenis, kapasitas, dan jumle
yang disediakan untuk
pelaksanaan pekerjaan

(4) Kepemilikan peralatan utami
adalah milik sendiri,sewa beli,
dan/atau milik pihak lain
denganperjanjian Sewa(bukan
surat dukungan)

(5) Khusus pekerjaan dengan nil
HPS di atas
Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah), maka
peralatan utama wajib milik
sendiri atau dalam status Sev
Beli dengan ketentuan peralata
sudah  dalam  penguasaa
peserta dan sudah ada buk
perjanjian sewa beli dengal
tanggal perjanjian sebelun
pemaskan penawaran.

(6) Evaluasi terhadap peralatan
utama yang bersumber dari:
(a) Milik  sendiri, dilakukan

terhadap bukti kepemilikan
peralatan (contoh STNK
BPKB/nvoice;

(b) Sewa Beli, dilakukar
terhadap bukti pembayarar
Sewa Beli (contohinvoice
uang muka, angsuran);

(c) Sewa dilakukan terhadap
kebenaran surat perjanjiar
sewa.

(7) Dalam hal jenis, kapasitas
komposisi dan jumlah peralatal
minimal yang ditawarkan
berbeda dengan yang tercantul
dalam DokumenTender maka
Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktifitas
alat tersebut berdasarkal
metode pelaksanaan pekerja:
yang ditawarkan. Apabile
perbedaan peralatar
menyebabkan metode tida
dapat dilaksanakan atal
produktifitas yang diinginkan
tidak tercapai sesuai denga
target serta waktu yan(
dibutuhkan, maka tidak dilai.

d) Personel manajerial yang
ditawarkan sesuai dengan yan

diperlukan dalam pelaksanaa
pekerjaan, dengan ketentuan:
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(1).

).

3).

(4).

(5).

(6).

7).

8).

(9).

Personel  manajerial yan
disyaratkan meliputi jabatan
Manajer Pelaksanaan/ Proyel
Manajer  Teknik,  Manajer
Keuangan, dan Ahli/Petugds3.

Untuk pekerjaan yanc
diperuntukkan bagi:
(a) Usaha Kecil tidak

mensyaratkan Tenaga Ahli;
(b) Usaha Menengah dan Usal
Besar tidak mensyaratka
Tenaga Teknisi atau Anal
dan Operator.
Hanya mensyaratkan 1 (satt
sertifikat kompetensi  kerje
untuk setiap personel yan
disyaratkan.
Untuk pekerjaan yang memilik
tingkat risiko kecil, makadapat
mempersyaratkan Petugas k
arau Ahli K3 sedangkan untuk
pekerjaan yang masuk dalar
kategori risko besar make
mempersyaratkan Ahli K3.
Penilaian  meliputi  tingkat
pendidikan dan pengalamai
kerja profesional
Sertifikat Kompetensi  Kerj
dibuktikan saat rapat persiapa
penunjukan penyedia
Pengalaman kerja  dihitung
berdasarkan daftar riwaya
pengalaman kerja atau referen:
kerja dari pemberi tugas
Pengalamanyang disampaikar
tanpa melampirkan  daftar
riwayat hidup atau referens
maka tidak dapat dihitung
sebagai pengalaman
Pengalaman kerja dihitung pe
tahun tanpa memperhatikar
lamanya pelaksanaal
konstruksi (dihitung
berdasarkan Tahun Anggaran)

Bagian pekerjaan yang akar
disubkontrakkan memenuh
ketentuan sebagai berikut:

(1).

Paket pekerjaan dengamilai
pagu anggaran di  atas
R®25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah)

sampai dengar
Rp100.000.000.000,00 (seratut
miliar rupiah) wajib

mensubkontrakkan  sebagia
pekerjaan utama kepada
penyedia jasa spesial{gpabila
telah tersedia penyedia jas
spesialis), dan sebagian
pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada su
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penyedia jasa Usaha Kec
dan/atau

(2). Paket pekerjaan dengan nil:
pagu arggaran di  atas

Rp100.000.000.000,00 (seratut

miliar rupiah) wajib:

(a) mensubkontrakkarsebagian
pekerjaan utama kepad
penyedia jasa spesial
(apabila  telah  tersedit
penyedia jasa spesiglislan
dalam penawarannya suda
menominasikan  penyedi
jasa spesialiersebut, dan

(b) mensubkontrakkarsebagian
pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada su
penyedia jasa Usaha Ket
dari lokasi pekerjaan
provinsi setempat kecual
tidak tersedia sub penyedi
jasa provinsi setempat yan
dimaksud, dan dalan

penawarannya sudat
menominasikan suk
penyedia jasa Usaha Kel
tersebut.
Dengan cara memilih
perkerjaan yang

disubkontrakkan sesuai yan
tercantum dalam lembar Dat:
Pemilihan (LDP);

(3). Penilaian  meliputi  usulan
subpenyedia  spesialis  de
subpenyedia kecil setempat;

(4). Penyedia tidak
mensubkontrakkan seluruf
pekerjaan utama;

(5). Penyedia Usaha Kecil tide
mensubkontrakkan pekerjaal
yang diperoleh.

Dokumen Rencana Keselamat
Konstruksi (RKK) meliputi penilaia
terhadap:
(1). manajemen risiko dan rencan
tindakan  (minimal  sesua
identifikasi bahaya yang
ditentukan PPK), terdiri atas:
(a) Penjelasan manajemen
risiko meliputi
mengidentifikasi  bahaya
menilai tingkat risiko, dan
mengendalikan tingkat
risiko

(b) Penjelasamencanatindakan
meliputi sasaran umum
sasaran khusus, da
Program K3.

(2). Pakta komitmen yang thnda
tangan oleh wakil sah balan
usaha
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29. Pembukaan
PenawaranFile
Il

290.1

29.2

29.3

g) Dokumen lain yang disyaratkal

(apabila ada) sebagaiman
tercantum dalam LDP, denga
ketentuan:

(1) Kriteria  evaluasi  diuraikan
secara rinci dan terukur;

(2) Persyaratan haru:
mempertimbangkan persainga
usaha yangsehat dan jangke
waktu pemenuhan persyaratan.

d. Pokja Pemilihandapat melakukan verifikas
lapangan dan/atau Kklarifikasi, khususny:
kepada pabrikan/produsen/agen/
distributor material/alat untuk menjamin
konsistensi  jenis  material/alat  sert
kemampuan untuk menyediakan
material/peralatan sesuai jadwal yang tele
ditetapkan serta kebenaran penyewa
terhadap pelaksanaan pekerjaan.

e. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat he
hal yangtidak jelas atau meragukanPokja
Pemilihan melakukan Klarifikasi dengar
peserta. Dalam klarifikasi, peserta tide
diperkenankan mengubah substan
penawaran.

f. Peserta dinyatakan Ilulus evaluasi teki
apabila hasil penilaian teknis melewati nil
ambang batas masirgasing unsur maupun
nilai ambang batas total keseluruhan wms
yang ditetapkan dalam LDP;

g. Pesertyyang dinyatakan lulus evaluasi tekn
dilanjutkan dengn evaluasi harga;

h. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (du
peserta yang lulus evaluasi teknis, ma
evaluasi tetap dilanjutkan dengan evalue
harga;

i. Apabila tdak ada peserta yang lulus evalue
teknis makaenderdinyatakan gagal; dan

j. Pokja Pemilihan memasukan hasil evalua:
teknis pada aplikasi SPSE, termasuk ale
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi tekn

Aplikasi LPSE secara otomatis tidak al
membuka penawaran file Il milik peserta yar
tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis.

Pokja Pemilihanmengunduh @ownload dan
melakukan dekripsi Dokumen Penawaran
dengan menggunakan sistem pengam
dokumensesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidal
dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihar
menyampaikanDokumen Penawaran tersebu
kepada LPSE untuk mendapat keterangan bal
Dokumen yang bersangkutan tidak dape
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30. Evaluai
PenawaranFile
Il

29.4

30.1

dibuka dan bila dianggap perlu LPSE da)
menyampaikanDokumen Penawaran tersebu
kepada LKPP.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apa
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi makaPokja Pemilihardapat
menetapkan bahwa DokumenPeawaran
tersebut tidak memenuhi syarat sebag
penawaran dan penyedia barang/jasa yai
mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawara
Apabila dapat dibuka, makd&okja Pemilihar
akan melanjutkan proses atas penawaran ye
bersangkutan

EvaluasHarga
a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalal
hal-hal yangpokok atau penting, dengai
ketentuan:
1) Total harga penawaran terkoreks
dibandingkan dengan nilai total HPS
a) apabila total harga penawaral
terkoreksi melebihi nilaitotal HPS,
dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penaware
terkoreksi di atas nilai total HP¢
tender dinyatakan gagal;

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraa
biaya penyelenggaraan keamanan d
kesehatan kerja serta Keselamat
Konstruksi makanilai penavaran biaya
sama dengan 0 (nol).

b. Dilakukan evaluasikewajaran harga dengat
ketentuan sebagai berikut

1) Kilarifikasi dalam hal penawaran Tingke
Komponen Dalam Negeri (TKDNM
berbeda dibandingkan dengan perkirae
Pokja Pemilihan (apabila
mempersyaratkan TKDN)

2) Kilarifikasi/evaluasi kewajaran harge
apabila harga penawaran dibawah 80¢
(delapan puluh perseratus) HPS deng
ketentuan:

a) Peserta menyampaikan Rincie
Keluaran dan Harga

b) Rincian Keluaran dan Hargahanya
digunakan untuk evaluastewajaran
harga penawaman dan tidak dapat

digunakan sebagai dase
pengukuran  dan pembayaran
pekerjaan;

c) Meneliti dan menilai kewajaran
harga satuan dasar meliputi harg
upah, bahan, dan peralatan da
harga satuan penawaran sekura(
kurangnya pada setiap mat
pembayaran utama;

d) Meneliti dan menilai kewajaran
kuantitas/koefisien dari unsur upah
bahan, dan peralatan dalam Rincie
Keluaran dan Harga sekurang
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kurangnya pada setiappekerjaan
utamag

e) Hasil penelitian butir c) dan butir d)
digunakan  untuk  menghitung

kewajaran harga tanpa
memperhitungkan keuntungan yant
ditawarkan:;

f) Hargadalam Rincian Keluaran dai
Hargayang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkandigunakan
untuk menghitung total harga
penawaran

g) Total harga sebagaimana dimaksi
pada huruff) dihitung berdasarkan
keluaran (output) yang ada dalarr
Daftar Keluaran dan Harga

h) Apabila total harga penawaran lebi
kecil dari hasil evaluasi sebagaimat
huruf g) tersebut, maka harg:
penawaran dinyatakan tidak waja
dan gugur harga,;

i) Apabila total harga penawaran lebi
besar  dari hasil evaluasi
sebagaimanauruf g) tersebut, maka
harga penawaran dinyatakan wajar

j) Apabila peserta tersebut ditunju
sebagai pemenang tender, hari
bersedia untuk menaikkan Jaming
Pelaksanaan menjadi 5% (lir
perser) dari nilai total HPS.; dan

k) Apabila peserta yang bersangkute
tidak bersedia menaikkan nila
Jaminan  Pelaksanaan  menjs
sebesar 5% (limaperser) HPS,
penawarannya digugurkan sert
dikenakan sanksi Daftar Hitam.

c. Memperhitungkan preferensi harga ata:
penggunaan produksi dalam negeri (apabi
memenuhi  persyaratan diberlakukanny
preferensi harga) dengan ketentua
Perhitungan Tingkat Komponen Dalal
Negeri (TKDN) yang disampaikan ole
peserta berdasarkan penilaian sendirsgjf
assesmery) dengan ketentuan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/Jas
dalam negeri diberlakukan pad
Pengadaan Barang/ Jasa yang dibia
rupiah  murni tetapi hanya berlaku
untuk Pengadaan Barang/ Jasa berni
diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah); dan

2) Preferensi Harga hanya diberika
kepada Barang/Jasa dalam neg:s
dengan TKDN lebih besar atau sar
dengan 25% (dua puluh lima perseratu:
Apabila peserta tidak menyampaike
formulir perhitungan TKDN maka
peserta dianggap tidak menginginka
diberlakukan prefeensi harga bagi
penawarannya dan tidak
menggugurkan.
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Ketentuan dan tata cara penghitunge
TKDN merujuk pada ketentuan yan
ditetapkan  oleh  Menteri  yanc
membidangi  urusan  perindustriar
dengan tetap berpedoman pada tata ni
Pengadaan Barang/Jasa
3) Rumus enghitungan sebagai berikut:
006 p U OWOL

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP =TKDN x Preferensi Tertinggi
KP adalah koefisien preferensi
Preferensi tertinggi adalah preferensi
harga maksimum yaitu 7,5% untuk
pekerjaan konstruksi dan 25 % untuk

barang/jasa
HP = Harga Penawaran setelah
koreksi aritmatik.

4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebi
penawaran dengan HEA yang san
penawar dengan TKDN terbesar adal
sebagai pemenang;

5) pemberian Preferensi Harga tide
mengubah Harga Penawaran dan han
digunakan olehPokja Pemiliharuntuk
keperluan perhitungan HEA gun
menetapkan  peringkat pemenan
tender.

. Apabila dalam evaluasi ditemukan buki
harga tidak wajar akibat terjadinye
persaingan usaha tidak sehat dan/ate
terjadi pengaturan bersami
(kolusi/persekongkolan) sebagaiman
ketentuan peraturan dan perundang
undangan, maka tender dinyatakan gag
dan peserta yang terlibatlikenakan sanks
Daftar Hitam.

. Apabila dalam evaluasi harga terdapat he
hal yang kurang jelas atau meragukaRpkja
Pemilihan  dapat melakukan klarifikasi
dengan peserta. Dalam Klarifikasi, pesel
tidak diperkenankan mengubah substar
penawaran.

. Apabila dalam evaluasi kewajaran har¢
(apabila ada) dalam hal klarifikasi, peser
tidak hadir dan/atau tidak bersedis
dilakukan Klarifikasi sehingga tahapan
tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tid
dapat dilaksanakan, maka penaware
digugurkan;

. Undangan Klarifikasi evaluasi kewajara
harga (apabila ada) disampaikan tertulis
secara elektronikdan/atau non elektronik
kepada data kontalpenyedia yang terdapa
pada daftar isian kualifikasi

. Dalam hal peserta tidak hadir karena tide
dapat mengakses data kontak (misal ak
email atau no telepon), tidak dap:
dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakse
atau alasan teknis apapun dari sigeseta,
maka risiko sepenuhnya ada pada pesel
dan

26

JDIH Kementerian PUPR



31.

Penawaran
Harga Secara
Berulang (e
reverse
auction)

30.2

30.3

30.4

31.1

31.2

I. apabila tidak ada peserta yang lulus evalu
harga maka tender dinyatakan gagal.

Pokja Pemilihan melakukan perhitungan
kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentu
sebagai berikut:

a) Menghitung nilai kombinasi antara nilal
penawaran teknis (NPT) dan nilai
penawaran biaya (NB) dengan cara
perhitungan sebagai berikut:

NILAI AKHIRPESERTA {Nilai Penawaran
Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nil:
PenawararBiayax Bobot Penawaran Biaye

b) Bobot masingmasing unsur ditetapkan olel
Pokja  Pemilihan berdasarkan jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan sesi
dengan yang tercantum dalam LDP, deng
ketentuan rentang pembobotan sebag
berikut:

- Bobot penawaran teknis sebesar 6(
sampai dengan 7%

- Bobot penawaran biaya sebesar 3(
sampai dengan 40%

c) Nilai penawaran biaya terkoreksi terenda
diberikan nilai tertinggi, sementara untul
nilai penawaran biaya yang lain secal
proporsional. Rumus yang digunaka
adalah sebagai berikut:

~

VOO

U0 Q =5 ,,&)p T TT
Keterangan:
NBiI . nilai penawaran biaya
masing masing peserta
PBt . Penawaran biaya
terendah
PBi . Penawaran biaya
masing masing peserta

i . Peserta

Apabilaterdapat calon pemenang memilikilai
akhir yang sama, makBokja Pemilihamemilih
peserta yang mempunyaiNilai Penawaran
Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalar
Berita Acara Hasil Tender.

Pokja Pemilihanmenyusun urutan 3 (tiga)
penawaran sebagai calon pemenang dan ca
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawal
yang dinyatakanlulus adminsitrasidan teknis,
peserta dapat diberikan kesempatan unt
berkompetisi kembali dengan car
menyampaikan penawaran harga lebih dari
(satu) kali dan bersifat lebih rendah da
penawaran sebelumnya.

Dalam hal dilakukane-reverse auctionpokja
Pemilihan mengundang peserta melakukag
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reverse auctiordengan mencantumkanwaktu

pelaksanaan untuk peserta menyampaik
penawaran berulang dalam kurun waktu yanc
telah ditetapkan.

31.3 Peserta menyampaikan penawaran har
melalui fitur pada aplikasi SPSE atau sist
pengaman dokumen berdasarkan alokasi wal
(batch) atau secaraealttime.

314 Setelah masa penyampaian penawal
berulang berakhir maka sistem akat
menginformasikan  peringkat berdasarka
urutan posisi penawar gositional bidding
secararealtime

315 Setelah e-reverse auctiondilakukan evaluasi
harga

31.6 Dalam hal penawaranterendah setelah e
reverse auction di bawah 80%delapan puluh
persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga

32. Klarifikasi dan 32.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yar

Negosiasi memenuhi persyaratan administrasi, teknis, di
Teknis dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosias
Harga teknis dan harga.

32.2 Hal yang diklarifikasi adalah metod
pelaksanaan pekerjaan yang dap
mempengaruhi  harga untuk dilakukar
negosiasi

32.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan hart
dituangkan dalam berita acara klarifikasi da
negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAREMENANG

33. Penetapan 33.1 Pokja Pemilihamenetapkan pemenangpabila
Pemenang pernyataan peserta pada formulir isia
kualifikasi benar danmasih berlakuvalid.

33.2 Penetapan pemenang tender terdiri dari 1 (sa
pemenang yaitu peserta yang mendapatk
nilai kombinasi tertinggi dan paling banyak
(dua) pemenang cadangan yaitu peserta le
yang mendapatkan nilai kombinasi tertingc
berikutnya.

33.3 Dalam hal peserta diketahui mengikuti
beberapa paket pekerjaan yang ditenderk
oleh beberapa UKPBJ atdeokja Pemihan
dalam waktu yang bersamaan, dan bebere
penawarannya terendah serta berdasarkan <
kemampuan menangani paket (SKP) (unt
usaha kecil)/sisa kemampuan nyata (SK
(untuk usaha menengah dan besar)

334 Dalam hal peserta mengikuti tender bebera
paket pekerjaan konstruksi dalam wakiti
penetapan pemenang bersamaan:

a. menawarkan peralatan yang sama untt
beberapa paket yang diikuti dan dalal
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33.5

evaluasi memenuhi persyaratan pac
masingmasing paket pekerjaan, mak
hanya dapat ditetapkan sebagai pemene
pada 1(satu) paket pekerjaan dengan ca
melakukan klarifikasi untuk menentukar
peralatan tersebut akan ditempatka
sedangkan untuk paket pekerjaan lainny
dinyatakan peralatan tidak ada da
dinyatakan gugur;

b. Apabila peserta menawarkan peralatan ya
sama pada paket pekerjaan lain/yang
sedang berjalan, maka hanya dag
ditetapkan sebagai pemenang, apab
setelah dilakukan klarfikasi peralata
tersebut tidak terikat pada paket lain;

c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan seba
pemenang pada 1 (satu) paket pekerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
dapat dikecualikan dengan syarat wak
penggunaan alat tidak tumpang tindil
(overlap, ada peralatan cadangan yar
diusulkan dalam dokumen penawaran yar
memenuhi syarat, lokasi peralatan yat
berdekatan dalampelaksanaan pekerjaa
sehingga dapat digunakan sesuai deng
jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/ate
kapasitas dan produktifitas peralatan sece
teknis dapat menyelesaikan lebih dari
(satu) paket pekerjaan;

d. Menawarkan personleyang sama pada lebil
dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hany
dapat ditetapkan sebagai pemenang pad;
(satu) paket pekerjaan setelah dilakuke
klarifikasi untuk menentukan personi
tersebut akan ditempatkan, sedangki
untuk paket pekerjaan lainnya dinyataka
personil tidak ada daminyatakan gugur;

e. Ketentuan pada huruf d hanya dapi
ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (sa
paket pekerjaan konstrukskecuali:

a. Personé yang diusulkan penugasanny
sebagai Kepala Proyek/ General
Superintendent (GS)

b. Jadwal penugasan personel tid:
tumpang tindih (overlag dengan
kegiatan lain berdasarkan jadwe
pelaksanaan pekerjaan atau jadw
penugasan;

c. Terdapat personel cadangan yan
diusulkan dalam dokumen penawara
yang memenuhi syarat.

f. Menawarkan personel yang sedang beke
di paket lain, maka pada saat akar
ditetapkan sebagai pemenang dipastik
sudah tidak terikat pada paket lain.

Pokja Pemilihamembuat dan menandatangair

Berita Acara HasilPemilihan (BAHP) yang

paling sedikit memuat:

a. Nama seluruh peserta;

b. Harga penawaran atau harga penavear
terkoreksi dari masingmasing peserta,

c. Metode evaluasi yang digunakan;
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33.6

33.7

33.8

33.9

Unsur-unsur yang dievaluasi;

Rumus yang dipergunakan;

Keterangarketerangan lain yang diangga

perlu hal ikhwal pelaksanaan tender;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lult
padasetiap tahapan evaluasi;

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

Pernyataan bahwa tender gagal apab

tidak ada penawaran yang memenul

syarat.

~®Q

Dalam hal nilai pagu anggarampaling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah
maka penetapan pemenang dilakukan ol
Pokja Pemilihan

Dalam hal nilai pagu anggarapaling sedikit di
atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milia
rupiah) maka penetapan pemenang dilakuke
oleh Pengguna Anggaran (PA).

Apabila  terjadi  keterlambatan dalan
menetapkan pemenang dan ake
mengakibatkan Surat Penawararmdan/atau
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkdrgbis
masa berlakunya, maka dilakukan konfirma
kepada semua peserta yang lulus evalue
penawaran dan evaluasi kualifikasiuntuk
memperpanjang masherlaku surat penawarar
dan/atau Jaminan Penawaran (apabi
disyaratkan) secara tertulis sampai denge
perkiraan jadwal penandatanganan kontrak

Dalam hal peserta yang Ilulus evalue
penawaran tidak bersedia memperpanjan
surat penawarardan/atau JaminarPenawaran
(apabila disyaratkandianggapmengundurkan
diri dan tidakdikenakan sanksi.

34. Pengumuman Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang da
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) mele
aplikasi SPSE

Pemenang

35. Sanggaldari
Peserta Tendel

35.1

35.2

35.3

Sanggahandari Peserta yang memasukke
penawaran yang namanya tertera dalam sul
penawaran dan/atau tertera dalam akt
pendirian perusahaan.

Sanggahan disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadin
penyimpangan

Sanggahan diajukanleh peserta apabila terjac

penyimpangan prosedur meliputi

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangan terhadap ketentuan de
prosedur yang telah ditetapkan dalal
DokumenTender

c. rekayas#ersekongkolantertentu sehingga
menghalangi terjadinya persaingan usat
yang sehat; dan/atau
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36. Sanggah
Bandingdari
Peserta Tendel

35.4

35.5

35.6

35.7

35.8

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

d. penyalahgunaan wewenang olehPokja
Pemilihan pimpinan UKPBJ, PPH#an/atau
pejabat yang berwenang lainnya.

Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lim
hari kerjasetelah pengmuman pemenang

Pokja Pemilihanwajib memberikan jawabar
secara elektronik atas semua sanggahan pa
lambat 3 (tiga) hari lerja setelah akhir mas:
sanggah.

Apabila sanggah dinyatakan benar makRakja
Pemilihanmenyatakan tender gagal.

Sanggahanlianggap sebagai pengaduan, dale

hal:

a. sanggahan disampaikan tidak melalu
aplikasi SPSBffline), kecuali keadaan kaha
atau gangguan teknjs

b. sanggahan ditujukanbukan kepadaPokja
Pemilihan atau

c. sanggahan disampaikan diluar mas:
sanggah

Sanggaharyang dianggap sebagai pengadu
tetap harus diproses sebagaimana penanga
pengaduan.

Peserta dapat mengajukan sanggah band
apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

Penyanggah menyampaikan sanggah band
secara tertulis kepada KPpaling lambat 5
(lima) hari kerja setelah jawaban sangge
dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan san¢
banding disampaikan kepada APIP sesuai LL

Penyanggah banding harus menyerahk.
Jamnan Sanggah Bandingsli yang ditujukan
kepada Pokja Pemilihansebesar 1% (sat
persen) dari nilai total HPS dengan ma
berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender seja
tanggal pengajuan sanggah banding.

Pokja Pemilihamengklarifikasi atas kebenara
JaminanSanggah Bandingsli kepada penerbit
jaminan dan KPA tidak akan menindaklanijt
Sanggah Banding sebelum mendapatkan h
klarifikasi Pokja Pemilihan

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Bandi
dengan tembusan kepada UKPBJ paling lan
14 (empat belas) hari kerja setelah menerir
klarifikasi dari Pokja PemilihanDalam hal KPA
tidak memberikan jawaban Sanggah Bandir
maka KPA dianggap menerima Sangc
Banding.

Apabila  Sanggah Banding dinyatakan
benar/diterima, UKPBJ memerintahkaRokja
Pemilihan melakukan evaluasi ulang ata
Tenderpenyedia ulang
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36.7

36.8
36.9

Apabila  Sanggah  Banding  dinyatak:

salah/tidak diterima, maka:

a. Pokja Pemiliharmelanjutkan prosedender
dengan menyampaikan hasllenderkepada
PejabaPembuat Komitmen

b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sang(
Banding dan disetorkan ke Kas Negara.

SanggalBandingmenghentikan proses Tende

Sanggah Banding yang disampaikan bukar
kepada KPA, atau disampaikan dilu masa
sanggah banding, dianggap sebagai pengadi
dan diproses sebagaimana penangar
pengaduan

G. TENDER GAGARAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

37. TenderGagal

38. TindakLanjut
Tender Gagal

37.1

37.2

37.3

38.1

38.2

Pokja Pemilihan menyatakan tender gag

apabila:

a. terdapat kesalaharyang substansiatialam
proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaiki
Dokumen Penawaran setelah ada pember
waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evalue
penawaran;

d. dalam Dokumen Pemilihan ditemuka
kesalahan atau Dokumen Pemilihan aiki
sesuai dengan ketentuan dalam Peratur
Perundangundangan terkait Pengadaa
Barang/Jasa Pemerintah;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, de
Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usal
tidak sehatatau

g. seluruh penawaran harga terkeksi di atas
HPS.

PA/KPAmenyatakan Tender gagal, apabK&N
melibatkan Pokja Pemilihan/PPReserta.

Setelah tender dinyatakan gagaliumumkan
kepada seluruh peserta.

Setelah pengumuman adanya tender gagal

Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengge

(apabila diganti) meneliti dan menganalis

penyebab terjadinya tender gagal, menentuk

pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lai

melakukan:

a.evaluasi ulang terhadap  dokumen
penawaran yang telah masuk

b. penyampaian ulang Dokumen Penawar:
hanya untuk peserta yang memasukki
penawaran

c. tender ulang; atau

d. penghentianproses tender.

PAKPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihar
dilarang memberikan ganti rugi kepada peser
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38.3

38.4

38.5

38.6

38.7

38.8

38.9

tender apabila penawarannya ditolak atat
tender dinyatakan gagal.

Pokja Pemilihan melakukan evalua
penawaran ulang apabila terdapat kesalah
dalam evaluasi

Pokja Pemilihan mengundang peserta unt
menyampaikan penawaran ulang, apabi
ditemukan kesalahan dalarbokumen Tender
atau tidak sesuai dengan ketentuan dal¢
Peraturan Perundangindangan terkait
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, den
terlebin  dahulu  melakukan  perbaikai
Dokumen Tender.

Pokja Pemilihan melakukan tender ular

apabila:

a.tidak ada peserta yan menyampaikan
Dokumen Penawaran setelah ada pember
waktu perpanjangan;

b. tidak ada peserta yang lulus evalue
penawaran;

c. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, d:
Nepotisme (KKN);

d. seluruh peserta terlibat persaingan usal
tidak sehat;

e. seluruh penawsan harga di atas HPS
dan/atau

f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Dalam hal tender ulang yang disebabkan ol
KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PF
tender ulang dilakuan  oleh Pokj
Pemilihan/PPK yang baru.

Pokja Pemilihan melakukan penghentigrnoses
Tender apabila berdasarkan hasil peninjau
dan komunikasi dengan PA/KPA/PP
kebutuhan masih dapat ditunda dan tids
cukup waktu lagi untuk melaksanakan prost
Tender dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

Khusus untuk tender gagal yang disebabk
karena kesalahan dalam Dokumen Tende
apabila penyelesaiannya tidak dapat dilakuk
sesuai ketentuaB8.4, maka dilakukan dengat
cara Pemilihan Ulang.

Dalam hal Tendeulang gagal, Pokja Pemiliha

melakukan Penunjukan Langsung deng

kriteria:

a. persetujuan PAKPA

b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakal
Tende.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

39. Penunjukan 39.1
Penyedia
Barang/Jasa

Pokja Pemilihanmenyampaikan Brita Acara
Hasil Tender (BAHP)kepadaPejabat Pembue
Komitmerdengan tembusan kepada Keps
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39.2

39.3

39.4

39.5

39.6

39.7

39.8

UKPBXebagai dasar untuk menerbitkaBurat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHI

disampaikan dengan ketentuan setelah:

a. masa sanggah berakhir (apabila tidak a
sanggahan);

b. masa sanggahbanding telah berakhir
(apabila ada sanggahan tetaptidak ada
sanggalan banding); atau

c. KPA menyatakan sanggah bandil
salah/tidak  diterima (apabila ade
sanggahan banding)

Sebelum menerbitkan Surat Penunjuki
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pel
Komitmen, Pokja Pemilihan dan pemena
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjul
Penyedia.

PPK, Pokja Pemilihandan Pemenang wajil
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjuke
Penyedia dengan ketentuan paling lambat
(tiga) hari kerja setelahBerita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK.

Rapat persiapan penunjukan  Penyec
dilaksanakan untuk memastikanPenyedia
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi;

b. bukti sertifikat kompetensi persone
manajerial,

c. perubahan jangka waktu pelaksanaar
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksana:
pekerjaan yang ditetapkan sebelumn
akan melewati batas tahun anggaran

d. kewajiban melakukan sertifikasi bag
operator, teknisi atau analis yang belu
bersertifikat pada saat pelaksanai
pekerjaandan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlia
bidang konstruksi melalui sistem kerj
praktik/magang, paling sedikit
pembahasan terkait jumlah peserta, dure
pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Dalam hal Pemenang tidak memenu
ketentuan sebagaimana dimaks38.5 di atas,
maka PPK bersama Pokja Pemilihar
melaksanakan rapat persiapan penunjuki
penyedia bersama pemenang cadangan
(apabila ada).

Dalam hal pemenang cadangan 1 tide
memenuhi, maka PPK bersamakja Pemilihar
melaksanakan rapat persiapan penunjuka
bersama pemenang cadangan 2 (apabila ade

Dalam hal pemenang cadangan 2 tide
memenuhi, maka PPK bersarmakja Pemilihar
melaksanakan rapat persiapan penunjuki
penyedia bersama perserta yang mamhi
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39.9

39.10

39.11

39.12

39.13

39.14

39.15

39.16

persyaratan penawaradan kualifiaksi (apabila
ada)sesuai urutan berikutnya

Dalam hal tidak ada peserta yang memenu
maka PPK melaporkan kepada Pokja Pemili
dan ditembuskan kepada UKPBJ uni
dilakukan Tender ulang

Pejabat Pembuat Komitmenenerbitkan SPPE
dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat
persiapan penunjukan penyedia peserta
mampu memenuhi semua  persyarat:
pekerjaan;

Pejabat Pembuat Komitmemenginputkan data
SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian S
yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE
mengirimkan SPPBJ tersebut melahplikasi
SPSE kepada Penyedia yang ditkinju

SPPBJ diterbitkan paling lambat(lima) hari
kerja setelah Pejabat Pembuat Komitme
menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAH

Dalam hal DIPA belum terbit, SPPBJ da
ditunda diterbitkan sampai batas wakt
penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penye
harus menyiapkan Jaminan Pelaksang
sebelum penandatanganan kontrak.

SPPBJ ditembuskan kepakRiP.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmetdak
bersedia menerbitkan SPPHBdrena tidak
sependapaatas penetapan pemenangaka

a. Pejabat Pembuat Komitmemenyampaikan
penolakan tersebut kepadokja Pemilihar
diserta alasan dan bukti;

b. Pejabat Pembuat Komitmmelakukan
pembahasan Bersama terkait perbede
pendapat atas hasilenderpenyedia;

c. Dalam hal tidak tercapai kesepakata
maka pengambilan keputusan diserahk:
kepada PA/KPA paling lambat 6 (enar
hari kerja setelah tidak tercape
kesepakatan;

d. PA/KPA dapat memutuskan:

I. menyetujui penolakarPejabat Pembue
Komitmen PA/KPA memerintahkan
Pokja Pemilihan untuk melakukan
evaluasi ulang, pemasukan penawar:
ulang atau tendemlang; atau

ii. menyetujui hasil Tender penyedia
PA/KPA memerintahkan Pejabat
Pembuat Komitmen untuk
menerbitkan SPPBgaling lambat 5
(lima)hari kerja.

iii. Putusan PA/KPA bersifat final

e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebag
Pejabat Pembuat Komitmen tidak
menyetujui hasilTenderpenyedia, PA/KP/
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39.17

39.18

39.19

39.20

39.21

menyampaikan penolakan tersebut kepa
Pokja Pemilihandiserta alasan dan buki
dan memerintahkan Pokja Pemilihar
untuk  melakukan  evaluasi  ulang
pemasukan penawaran ulangtau tender
ulang paling lambat 6 (enam) hari kerj:
setelah hasilTenderpenyedia diterima.

Kontrak ditandatangani paling lambat 1<
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkann
SPPBJ.

PPK danPenyedia wajib melaksanakan Raj
Persiapan Penandatanganan Kontrak sete
diterbitkan SPPBJ.

Dalam Rapat Persiapan Penandatangal

Kontrak, paling sedikit dibahas hdlal sebagai

berikut:

a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. Kelengkapan Rencana Keselama
Konstruksi;

c. Rencana penandatanganan Kontrak;

d. Rencana pemberdayaan tenaga ke
praktik/magang (bila ada);

e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, i
waktu penyerahan);

f. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bent
isi, waktu penyerahan);

g. Asuransi;

h. Hal yang tehh diklarifikasi dan dikonfirmasi
pada saat evaluasi penawaran; dan/atau

i. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmas
pada saat rapat persiapan penunjuke
penyedia

Pejabat Pembuat Komitmemenginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindaig
dokumen kontrak yang telah ditandatangai
pada aplikasi SES

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima

keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurke
diri dan masa penawarannya masih berlal
dengan alasan yang dapat diterima aex
obyektif olehPokja Pemilihanmaka peserte
yang bersangkutan tidak dikenakan sank
apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurke
diri dan masa penawarannya masih berlal
dengan alasan yang tidak dapat diterin
secara obyektif oleh Pokja Pemilihamaka
peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam d;
Jaminan Penawaran (apabila disyaratka
dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; al

c. apabila yang bersangkutan tidak bersec
ditunjuk karena masa penawarannya suds
tidak berlaku, maka peserta yanc
bersangkuan tidak dikenakan sanks
apapun.
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39.22

40. BAHP, Berita 40.1
Acara Lainnya,

dan

Kerahasiaan

Proses
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6

Apabilapenyediayang ditunjuk mengundurkan
diri, maka dilakukan kembali prose:
penunjukan penyedia sebagaimana dimaks
pada 39.5 kepada peserta urutan berikutnya

Pokja Tender menuangkan ke dalam BAH
atau Berita Acara tambahan lainnya segala |
terkait prosed endempenyedia secara elektroni
yang tidak dapat diakomodir atau difasilita:
aplikasi SPSE

Berita Acara Tambahan lainnya lsgaimana
dimaksud pada agka 40.1 diunggah (upload
oleh Pokja Pemilihan menggunakan ment
uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

Proses evaluasi Dokumen Penawaran bers
rahasia dan dilaksanakan oldhokja Pemilihar
secara independen.

Informasi  yang  berhubungan  denga
penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, da
usulan calon pemenang tidak bole
diberitahukan kepada peserta, atau orang le
yang tidak berkepentingan sampai keputus:
pemenang diumumkan.

Setiap usaha pesertandermencampuri proses
evaluasiDokumen Penawaramtau keputusan
pemenang akan mengakibatkan ditolakn
penawaran yang bersangkutan.

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dala
Berita Acara HasiPemilihan(BAHP)oleh Pokja
Pemilihanbersifat rahasia sampai dengan sz
pengumuman pemenang

I. JAMINAN PELAKSANAAN

41. Jaminan 41.1
Pelaksanaan

41.2

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penye
sebelum penandatanganan Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepe

Penyedia setelah:

a. penyerahan seluruh pekerjaan;

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebe
5% (limaperser) dari hargaKontrak; atau

C. pembayaran termin terakhir/bulan
terakhir/sekaligus telah dikurangi uanc
retensi sebesar 5% (lim@zerser) dari harga
Kontrak (apabila diperlukan).
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41.3

JaminanPelaksanaadiserahkan kepada Pejabe
Pejabat Pembuat Komitmen memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. Paket pekerjaardengan nilai HPS sampi
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepulufr
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum,

2) Perusahaan Penjaminan,

3) Perusahaan Asuransi,

4) Lembaga khusus yang menjalank:
usaha di bidang pembiayaat
penjaminan, dan asuransi  untul
mendorong ekspor Indonesia sestL
dengan ketentuan peraturan perundanc
undangan di bidang Lembag
pembiayaan ekspor Indonesia, atau

5) konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship)

huruf a.2 sampai dengan a5 tela

ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi da

Otoritas Jasa Keuang#0JK).

b. Paket pekerjaardengan nilai HPSdi atas
Rp10.000000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah) diterbitkan oleh:

1) Bank Umum atau

2) Konsorsium perusahaan asuran
umum/Lembaga penjaminan/
perusahaan penjaminan yan
mempunyai program asuransi kerugia
(suretyship)

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkar

rekomendasi dari otoritas jasa keuanga

(OJK).

c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan se
tanggal penandatanganan Kontrak samg
dengan serah terima pertama pekerjai
berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaima
tercantum dalam LDP;

d. Nama Penyediasama dengan nama yan
tercantumdalam surat JaminaRelaksanaan

e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaar
sebagaimana yang tercantudalamLDPR,

f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaar
dicantumkan dalam angka dan huruf;

g. Nama Pejabat Pembuat Komitmeryang
menerima Jaminan Pelaksanaan sama
dengan namaPejabat Pembuat Komitme
yang merandatangan kontrak

h. Paket pekejaan yang dijamin sama denga
paket pekerjaan yang tercantum dala
SPPBJ;

I. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairk
tanpa syarat gnconditiona) sebesar nilai
jaminan dalam jangka waktu paling lambe
14 (empat belas) hari kerja setelah sur
pernyataan wanprestasi daFejabat Pembue
Komitmenditerima oleh penerbit Jaminan;

j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO di
atas nama KSO all masingmasing anggote

38

JDIH Kementerian PUPR



KSO (apabila masinghasing mengajukar
Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); da

k. memuat nama alamat dan tanda tangan
pihak penjamin

41.4 Pejabat Pembuat Komitmemengkonfirmasi
dan mengklarifikasi secara tertulis substansi d
keabsahan/keaslian  Jaminan  Pelaksan:
kepada penerbit jaminan apabila ada hal ya
meragukan

41.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untu
menyerahkan Surat Jaminan Pelaksan:
dipersamakan dengan penolakan untt
menandatangani Kontrak

41.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairar
Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syar
Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

42. Penanda 42.1 Penandatanganan Kontrak dilakukanetslah
tanganan DIPAditetapkan.
Kontrak

42.2 Sebelum penandatanganan kontralPejabat
Pembuat Komitmerwajib memeriksa apakal
pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi mas
berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersel
sudah tidakterpenuhi, maka penandatangana
kontrak tidak dapat dilakukan.

42.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setel
diterbitkan SPPBJ, ad setelah penyedi
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dent
ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harg
penawaran terkoreksi antara 80% (delaps
puluh persen sampai dengan 100% (seratt
persen nilai total HPS adalah sebesar &
(lima perser) dari nilai Kontrak; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk har¢
penawaran atau penawaran terkorek
dibawah 80% (delapan pululpersen nilai
total HPS adalah sebesar 5% (lipparser)
dari nilai total HPS.

42.4 Pejabat Pembuat Komitme&lan penyedia tidak
diperkenankan nengubah substansi Dokume
Tender sampai dengan penandatangan:
Kontrak, kecuali mempersingkat wakt
pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadw
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapki
sebelumnya akan melewati batas tahi
anggaran.

42.5 Dalam hal perubahan waktu pebksanaan
pekerjaanrmelewati batas tahun anggaramaka
penandatanganan kontrakdilakukan setelah
mendapat persetujuan kontrak tahun jamak

42.6 Pejabat Pembuat Komitmelan Penyedia wajit
memeriksa konsep Kontrak meliputi substan
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42.7

42.8

42.9

42.10

42.11

bahasa, redaksional, angkdan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lemb
Dokumen Kontrak.

Menetapkan urutan hierarki darkontrak:

. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

. Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

. SyaratSyarat Khusus Kontrak;

. SyaratSyarat Umum Kontrak;
gambargambar;

. spesifikasi teknis; dan

h. Daftar Keluaran dan Harga.

dengan maksud apabila terjadi pertentang:
ketentuan antara bagian satu dengan bagi
yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum

Q00T

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesL
kebutuhan, yait:
a. sekurangkurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri atas
1) kontrak asli pertama untuk Pejabat
Pembuat Komitmendibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani ole
penyedia; dan
2) kontrak asli kedua untuk penyedi
dibubuhi materai pada bagian yan
ditandatangani oleh Pejabat Pembue
Komitmen
b. rangkap kontrak  lainnya  (apabile
diperlukan) tanpa dibubuhi meterai

Pihak yang berwenang menandatangs
kontrak atas nama penyedia adalatirektur
utama/pimpinan  perusahaan atau yang
namanya tercantum dalam Akt
Pendirian/Anggaran  Dasar, yang tela
didaftarkan  sesuai dengan perature
perundangundangan.

Pihak lain yang bukan  direktur
utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasiatau yang namaya tidak disebutkar
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasadapat
menandatangani Kontrak, sepanjang pihak
tersebut adalah pengurus/karyawal
perusahaaryang berstatus sebagai tenaga ke
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegas
wewenang yang sah  dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/ pengurusatau
pihak  yang sah berdasarkan Ak
Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmenenginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindais
dokumen kontrak yang telah ditandatanga
pada aplikasi SPSE
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BAB V. LEMBAR DATREMILIHANLDP)

. IDENTITAS
POKJA

. PAKET
PEKERJAAN

Pokja Pemilihan
[diisi namaPokja Pemilihancontoh Pokja Pekerjaa
Konstruksi IKPBKementerian..].

AlamatPokja Pemilihan

WebsitdLPSE:

Namapaketpekerjaan:

Uraian singkat pekerjaan
[diisi uraian secara singkat dan jelas ruafiggkup
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

Lokasi pekerjaan:
[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta propin
pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

Jangka  waktu pelaksanaan pekerjaar
( ) hari kalendersseak
SPMK

[dlisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaike
pekerjaart

. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan

. JADWAL
TAHAPAN
TENDER

. PENINJAUAN
LAPANGAN
[apabila
diperlukanj

. PENYESUAIAN
HARGA

. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN

Tahun Anggaran

[dliisi sumber dana dan tahun anggaran sesual dokur
anggararj

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

[Peninjauan lapangaakan dilaksanakan pada:
Hari y

Tanggal .

Waktu ; s.d

Tempat . /
Penyesuaian harga [Diberikary Tidak diberikar}

dalam hal tahun jamak yang melewati pelaksana
konstruksi lebih dari 18 (delapan belas) bulan d¢
diberlakukan mulai bulan kel3 (tiga belas).

1.

Mata uang yang digunakan
[diisi Rupiah atau mata uang dari negara pemb
pinjamanj

Pembayaran dilakukan dengan cara

[diisi  pembayarannya didasarkan pada ha
pengukuran bersama atas pekegya yang benar
benar telah dilaksanakan secara bulanan (mont
certificate), cara angsuran (termijn), atau sekaligL
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. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN

JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN

. BATAS AKHIR

WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN

. PEMBUKAAN
PENAWARAN

. PENGISIAN

DOKUMEN
KUALIFIKASI

. DOKUMEN
PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selan

) hari kalender sejak bz

akhir pemasukan DokumeRenawaran, yaitu dari tangge
s.d

[diisi  dengan memperhitungkan akhir pemasuke

dokumen penawaran sampal penandatanganan kontra

Lihat jadwalTenderdalam aplikasi SPSE

Lihat jadwalTenderdalam aplikasi SPSE

Lihat jadwalTenderdalam aplikasi SPSE

Pengisian Dokumen Kualifikasi dalam aplikasi SPSE

1. Dokumen penawaran yang dimintasesuai dengar
yang terdapat pada IKP

2. Pekerjaan utama yang diuraikan dalam meto
pelaksanaan pekerjaan:
No. Pekerjaan Utama
1.
Dst
[diisi oleh Pokja Pemilihan]

3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utan
untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No | Jenis
1

2
dst

[diisi olehPokja Pemilihah

Kepemilikan

Jumiah /status

Kapasitas

4. Memiliki kemampuan menyediakan person
managerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
Jabatan
Tingkat dalam Per:(gearl_zman Sertifikat
No | Pendidikan/ pekerjaan Profesjional Kompetensi
ljazah yang akan (Tahun) Kerja

dilaksanakan

1

2

dst

[diisi oleh Pokja Pemilihah
Keterangan:
SertifikatKompetensi Kerja dibuktikan saat rap
persiapan penunjukan penyedia
Pengalaman kerja dihitung per tahun tang
memperhatikan lamanya pelaksaan konstruksi
(dihitung berdasarkan Tahun Anggaran)

1.
2.

5. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

No.

Jenis Pekerjaan yamggjib

disubkontrakkan
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Pekerjaan Utama(kepada Penyedia Ja
Spesialis)

1.

2

D.st

Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

1.

2

Dst

Pekerjaan yang disubkontrakkan dalam hal:

a.

Pokja Pemilihanmenetapkan Daftar Pekerjaa
yang disubkontrakkan maka penyedia wajit
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dala
daftar tersebut;

Pokja Pemilihan tidak menetapkan Daftal
Pekerjaan yang disubkontrakkan, malkeserta
menentukan sendiri bagian pekerjaan yang ak
disubkontrakkan.

Bagian pekerjaan yang ak disubkontrakkan
memenuhi ketentuan sebagai berikut

a.

Pekerjaan utama disubkontrakkan kepa
penyedia jasa spesialis (apabitalah tersedia
penyedia jasa spesiglisdan pekerjaan yang
bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia |
Usaha Kecil;

Dalam hal tender paket pekerjaan dengauiai

pagu anggaran sampai dengar

R@25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah) tidak mensyaratkan bagian pekerjae

yang disubkontrakkan, namun dalar
pelaksanaan pekerjaan, subkontrak daf
dilakukan sesuai ketguan dalam kontrak;

Dalam hal Paket pekerjaan denganilai pagu

anggaran di atas R@5.000.000.000,00 (dua

puluh lima miliar rupiah) maka:

2) Palet pekerjaan dengan nilai pagu anggar
di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua pulul
lima miliar rupiah) sampai dengar
Rp100.000.000.000,00  (seratus  milia
rupiah) wajib mensubkontrakkansebagian
pekerjaan utama kepada penyedia ja
spesialis gpabila telahtersedia penyedia jas
spesialis) dan pekerjaan yang bukar
pekerjaan utama kepada sub penyedia j:
Usaha Kecil.

3) Paket pekerjaan dengan HP$i atas
Rp100.000.000.000,00  (seratus  milia
rupiah) wajib:

(a) mensubkontrakkan sebagian pekerjaal
utama kepada penyedia jasa spesii
(apabila telah tersedia penyedia ja
spesialiy dandalam penawarannya suda
menominasikan penyedia jasa spesic
tersebut, dan

(b) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama kepadab
penyedia jasa Usaha Kecil dari loke
pekerjaan provinsi setempat kecuali tid¢
tersedia sub penyedia jasa provir
setempat yang dimaksud, dan dala
penawarannya sudah menominasikan si
penyedia jasa Usaha Kecil tersebut.
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N. BOBOT DAN
AMBANG BATA!

d. Peserta tidak mensubkontrakkan  selurutl

pekerjaan utama

e. Penyedh Usaha Kecil tidak mensubkontrakke

pekerjaan yang diperoleh.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Penyedia menyampaikan pakta komitmen d
penjelasan manajemen risiko serta penjelas
rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan ¢
identifikasi balayanya di bawah ini (diisi oleRPejabat
Pembuat Komitmen):

No. Jenis/Tipe Identifikasi
Pekerjaan Bahaya

1.
Dst

Catatan: Fonat dokumen RKK ada pada Bab
dokumen ini.

7. Dokumen lain yang disyaratkan

1.

a.

b.

Kriteria pemenuhan evaluasi harus rinci da
terukur.

[Persyaratan tambahan harus dengan persetuj
pejabat pimpinan tinggi madya. Kriteria pemenuh
evaluasi harus rinci dan terukur]

Unsur Teknis Yang Dinilai dambang Batas (AB
Masing-Masing Unsur

No Unsur, Sub Unsur dan Kriteria Bobot | Bobot | Ambang
Unsur | Sub Batas
Unsur | Unsur

1 | Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a.Kesesuaian tahapan/urutar
pekerjaan dari awal sampai akhi
secara garis besar dari masing
masingjenis pekerjaan utama;

b.Kesesuaian antara metode ker
dengan peralatan utama yan
ditawarkan/diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

c.Kesesuaian antara metode ker
dengan spesifikasi/volume
pekerjaan yang dipersyaratkan;

2 | JangkaWaktu Pelaksanaan

a. Sub Unsur 1

b. Sub Unsur 2

[

3 | Peralatan Utama Minimal

a.Peralatan 1

b.Peralatan 2

c.é

4 | Personel Manajerial

a.Project Manager

b.Site Manager

c.é

5 | Bagian Pekerjaan yang aka

disubkontrakkan

a.Pekerjaan 1

b.Pekerjaan 2

c.é

6 | Dokumen Rencana Keselamat

Konstruksi

a.Penjelasan Manajemen Risiko

b.Penjelasan Rencana Tindakan

C....

7 |Persyaratan é

a.Sub Unsur 1

b.Sub Unsur 2

c.é

Total
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O. PENYAMPAIAN
PENAWARAN
BERULANGH
REVERSE
AUCTIOl

P. SANGGAH,
SANGGAH
BANDING DAN
PENGADUAN

Q. JAMINAN
PENAWARAN
ASLI(Apabila
Dipersyaratkan)

R. JAMINAN
SANGGAH
BANDING

[Pokja Pemilihan wajib menguraikan kriteria
penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yar
dipersyaratkan secara rinci dan dethil

Bobot penilaian:
a. Bobot penawaran teknis:
b. Bobot penawaran biaya:

Ambang batas total keseluruhan unsur:

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masir
masing unsur dan nilai total keseluruhan unst
memenuhi ambang batas unsur dan tot
keseluruhan unsur.

Penyampaian penawaran berulang E¢everse
Auction) [dliisi diberlakukan/tidak
diberlakukan, ditentukano/eh Pokja]

Jangka waktu penyampaian penawaran berula
selama (jam/harijdiisi lama waktu
pelaksanaan f£everse Auction

Sanggatdisampaikan melalui aplikasi SP.SE

Tembusan sanggatdapat disampaikan di lual

aplikasi SPSBffline) ditujukan kepada:

a. Pejabat Pembuat Komitmen

b. PA/KPA

c. APIP [Kementerian/Lembagal
[diisi secara lengkap dan jefas

Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SI
(offfine) ditujukan kepada: [PA/KPA
Kementerian/Lembaga] /diisi secara lengkap da

Jjelag

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SF
(offline)ditujukan  kepada APIP
[Kementerian/Lembagajiisi secara lengkap da.
Jjelasj

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran
(sebesar 13% dari HPS dan diisi oleHPokja
Pemilihan.

Jaminan Penawaran ditujukan kepada
(NamaPokja Pemilihandiisi olehPokja Pemilihan

Masa berlaku JaminaPenawaranselama

( ) hari kalender sej#latas akhir
pemasukan penawarar(memperhitungkan hingga
perkiraan penandatanganan kontrak, diisi ole
Pokja Pemilihajh

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, ma
dicairkan dan disetorkan pada (Kas Negi
diisi oleh Pokja Pemilihan)

Besarnya nilainominal Jaminan Sanggah Bandir
adalah (sebesar 1% dari HPdiisi oleh
Pokja Pemilihahn
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S. JAMINAN
PELAKSANAAN

T. JAMINAN UANG
MUKA

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepa
(Nama Pokja Pemilihan diisi oleh Pokja
Pemilihan.

Masa berlaku Jaminadanggah Bandingelama30
(Tiga Pulub hari kalender sejakbatas tangga
pengajuan sanggah bandin

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairk:
maka dicairkan dan disetorkan pada (K
Negara diisi oleh Pokja Pemilihan)

Masa berlaku JaminaRelaksanaan selama

( ) hari kalender seji
penandatanganan kontrak.

[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tangg.
penandatanganan kontraksampal dengan sera
terima pertama PekerjaafPHO)]

Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah aebibng
yang diterima untuk jaminan pelaksanaan.
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepad#ejabat
Pembuat Komitmen [diilsi nama Pejabat
Pembuat Komitmenbukan nama orang]

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, ms
dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara,

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uz
Muka yang diterima oleh Penyedjgka diberikan
vang mukaj

Jaminan Uandviuka ditujukan kepada [diisi
nama Pejabat Pembuat Komitmembukan nama
orang.

Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, mal

dicairkan dan disetorkan pada [Kas
Negarafapabila ada)
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BAB VBENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARABMINISTRASI DAN TEKN(&/LET) PESERTA
BADAN USAHAUNGGALKSO

| CONTOH |

Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja UKPBJ [K/L]

[dliisi oleh Pokja Pemilihah
di

Perihal . Penawaran Administrasi dan TeknisPekerjaan [nama
pekerjaan diisbleh Pokja Pemilihah

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokuriendernomor
tanggal [diisi oleh Pokja Pemilihahdan setelatkami pelajari dengan saksama
Dokumen Tender dan Berita Acara Pemberian Penjelas@erta adendum Dokumen
Tendef, dengan ini kami mengajukan penawaraAdministrasi dan Teknisuntuk
pekerjaan [dliisi olehPokja Pemilihah

Penawaran administrasi dan teknisni sudah memperhatikan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam Dokumdrenderuntuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.

Penawaran ini berlakuselama ..... (__dalam huruf__) /diisi oleh Pokja
Pemiliharf hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawafé@l.

Sesuai dengan persyarat@okumenTender bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan:
1. Jaminan PenawaraAsli
2. Dokumen penawaran teknis, terdidtas
Metode pelaksanaan pekerjaan;
Jangka waktipelaksanaan pekerjaan
Daftar isian Peralatan utamiaeserta bukti/dokumen pendukung
Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau
referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat
kompetensi kerja
e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
f. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabityaratkan;
dan
g. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila acla)
3. Dokumen lain:
a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkan Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
b. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

aoow

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokufremderserta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang.
Apabila dana dalandokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat
dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
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PT/CV/Fa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

,,,,,,,,

eééééeéeéeé.
Jabatan
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B. BENTUK SURAT PENAWARMRGA F£/LAT)

CONTOH

Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja UKPBJ [K/L]
[diisi oleh PokjaPemilihar]

di

Perihal : Penawaran Harga untuRekerjaan [nama pekerjaan diisi
oleh Pokja Pemilihah

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokuniendernomor
tanggal [diisi oleh Pokja Penilihan] dan stelah kami mempelajari dengan
saksama Dokumemender Berita Acara Pemberian Penjelagatan adendum Dokumen
Tendef, serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami kami nomor

tanggal perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekemjaa
dengan ini  kami mengajukan penawaran harga untuk  pekerjaan
[diisi oleh Pokja Pemilihahsebesar Rp
( tejmasuk PPN

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Dokumen Tend@ntuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlakisejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawafa@ll
sampai dengan tanggal .[perkiraan tanggal penandatanganan kontrak, diisi oleh
Pokja Pemilihah

Sesuai dengan persyarat@okumenTender bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan Daftar Keluaran Dan Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokufremderserta
Pokja Pemilihanidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang.
Apabila dana dalam daimen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia maka DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat
dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CVIFa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

""""

eééééeéeéeé.
Jabatan
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C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BAWabiladisyaratkan)

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [Pokja Pemilihah
Alamat
selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang 3ebagai Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untutenderpekerjaan dengan bentuk
garansi bank, apabila:
Nama : [pesertatendelj
Alamat

selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi damNepotisme (KKN)

2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakanmgader,

3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam bkabagaicalon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 ddra&ya penawarannya di bawah 80%
HPS

4. tidak hadir dalam Klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hadebagaicalon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dadehgan alasan yang tidak dapat
diterima; atau

5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak

sebagaimana ditentukan dalaBokumenTenderyang diikuti olehYang Dijamn.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ( ) hari kalender,
dan efektif mulai dari tanggal [diisi sesuai dengan tagal batas
akhir pemasukan penawaranj

2.  Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Baskagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditiona) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerindaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenubhi
kewajibannya.
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Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menuntut supaya bendeenda
yang diikat sebaggaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undamdang
Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada
pihak lain.

Sgala hal yang mugkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing
masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk [Nama dan Jaba[an]
mengkonfirmasiGaransi
ini ke ........ [bank]
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D. BENTUK JAMINARENAWARANDARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

(apabila disyaratkan)
CONTOH
[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PENAWARAN
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminany, [alamat], sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [nama Pokja Pemilihan], [alamat]
sebagai pelaksan@nderpekerjaan , selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilam&RJIAMIN tidak
memenuhi ketentuan yaitu:

a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakantgader,

b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di
bawah 80% HPS;

c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang
tidak dapat diterima; atau

d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

e. terlibat Korupsi Kolusi da Nepotisme (KKN).

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
tanggal [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]

4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditiona) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidejanji/wanprestasi.

5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambatambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tangal

TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

( ) ( )

Untuk keyakinan,
pemeganglaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasiJaminan
inike ........ [penerbit
Jjaminary
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E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai
JAMINANSANGGAHAN BANDING
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [Pokja Pemilihah
Alamat

selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang sebagai JaminaBanggahan Bandindalam
mengajukan sanggahan bandinguntuk tender pekerjaan
dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : [pesertatendelj
Alamat
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN
ternyataSanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank indikeluarkan dengarketentuansebagai berikut

1. Garansi Bank berlaku selama .................. (cereen dalam huruf .......... ) hari kalender, dari
tanggal .................. S.d. ..

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengaglampirkan
Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benaréanerima Jaminan paling lambat
14 (empat belas) hari kalender seteltdnggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Suraty@&an
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar

4. Penjamin melepaskan halkak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda
yang diikat sebagai jaminan lebidtahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Unddndang Hukum
Perdata

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak
lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sabai akibat dari Garansi Bank ini, mashrgasing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Dikeluarkan di

Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasiGaransi
ini ke ......... [bank]

[Nama dan Jabatan]

JDIH Kementerian PUPR

54



F. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN

PENJAMINAN
CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
JAMINANSANGGAHAN BANDING
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamat$ebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminanj, [alansshagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada [nama FPokja Pemiliha
[alansmpagaPelaksand enderselanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan beharkaitan dengan

sanggahan banding terhadap hasiltender yang
diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar

5. PENJAMIN akan mempar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondiitionalsetelah menerima tuntutapencairan secara tertulidari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA BB mengenai pengenaan sanksi
akibatSanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak bhenar

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINIlebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambatambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Dike|ual’kan d|
Jaminandisarankan untuk
mengkonfirmasiJaminaini ke pada tanggal
__ [Penerbit Jamingh
TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

[Nama &Jabatan] [Nama &Jabatan]
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G. BENTUK DOKUMERENAWARANEKNIS

DokumenPenawaranreknis

[Cantumkan dan jelaskasesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LOka diperlukan,
keterangan dapat dicantumkadalam lembar tersendiri/tambahan]
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H. DATA PERALATAN
CONTOH
. . . . Kepemilikan
No | Jenis| Merk dan Tipe | Lokasi | Kapasitas| Jumlah Istatus
1
2
dst
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DATAPERSONEL MANAJERIAL

CONTOH
Tingkat Jabatan dalam Per:(g;l_zman Sertifikat
No Nama | Pendidikan/| pekerjaan yang Profesjional Kompetensi
ljazah akan dilaksanakan (Tahun) Kerja
1
2
dst
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J.

BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (ABABYIARATKAN

No. Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkal Nama dan alamat sub penyedia
A. Pekerjaan Utama Subpenyedia Spesialis
1. ...
i 2.
Dst.
1.
o | e 20
Dst.
Dst. Dst. Dst.
|
B. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama Subpenyedia KecRrovinsiSetempat
1 ...
1| 2.
Dst.
1. ...
...... 2.
2.
Dst.
Dst. Dst. Dst.

JDIH Kementerian PUPR
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K. BENTUKRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUKRRENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKS

[Logo & Nama&Perusahaan] [digunakan untukusulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahay&enilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Opeasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2.Tinjauan manajemen
E.3.Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai isi Komitmensklmmatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha

Jabatan D e

Bertindak untuk PT/ CV/ Firma/ at apiihjyarmyi nny a
dan atas nama sesual dan cantumkan nama

,,,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt éptaédeae qgéééc
[isi sesuai dengan nama Pokja ULP] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanydero Accidentdengan memastikan bahwa

seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kongtruks
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prose &OP)

ogakwnhpE

eeéé tempat , &nggal [ é é é éulai 28@min] |

[Nama Penyedia

[tanda tangah
[nama lengkap
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawaihi:

1. Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha
Jabatan D e
Bertindak untuk : PT/ CV/ Fi r ma/ at aupiifhyarignny a

sesual dan cantumkan nama

2. Nama e nama wakil sah badan usaha
Jabatan : eéeeée
Bertindak untuk . PT/ CV/ Firmal at aupiihyarign ny a
sesual dan cantumkan nama
3. ... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt  éptaédeae geéééc
[/si sesual dengan nama Pokja UbBrkomimen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptany@ero Accidentdengan memastikan bahwa

seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

ogbwnhE

eéée tempat , @nggal | é é é dulari 2@l |

[Nama Penyedla [Nama Penyedla [Nama Penyedfa

[tanda tangah [tanda tangah [tanda tangah
[nama lengkap [nama lengkap [nama lengkap

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggotalJkSO
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B.1. Identifikasbahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RFEEENE,TAPARENGENDALIARISIKO K3

Nama Perusahaan

Kegiatan ..
Lokasi
Tanggal dibuat ... hal aman e /I é
PENILAIAN RISIKO
No | JENISITIPE| IDENTIFIKASI o) SKALA PENETAPARENGENDALIAN
PEKERJAAN  BAHAYA KEKERAPAN KEPARAHAN Tg\I‘gEgT PRIORITAS RISIKO K3
@ @) ® Q] ©) (6) @ ®) ©)
Keterangan:
Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP huruf M.6
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) dlisi oleh penyedia
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)

63

JDIH Kementerian PUPR




B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEIPENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan e
Kegiatan D e
Lokasi e
Tanggal dibuat e

SASARAN KHUSUS PROGRAM
TIPE/JENIS | PENGENDALIAN
NO | PEKERJAAN RISIKO URAIAN T&LUORK SSR"Y%R \J/mgif INDIKATOR | oo o | PENANGGUNG
PENCAPAIAN JAWAB
1) 2 3 (4) 5) (6) (7 8 ) (10)
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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L. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH

[ Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peraldtan
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

rrrrrrrrr

No. eéeéééeeeceeé.

ANTARA
PT. é/@isinama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]
DAN
PT. & @i/ ndma perusahaan Lessee/ penerima peralatan]

Pada hartiarngngaléé. .. bulané.. tahun é. .,

,,,,,,,,,

Nama . eeeeeeeee

rrrrrrrrr

Jabatan . eeeeeeeeec

,,,,,,,,,

Alamat . éeéeéeééééeé

Bertindak wuntuk dan/disinam perusafman LBs3or/ pedyedéa
peralatanjselanjutnya disebut sebagaIHAKPERTAMA.

,,,,,,,,,

Nama  éegééeéeceeé
Jabatan : ééééééééé
Alamat . éeéeéeecee

Bertindak wuntuk dan/disinang perusahaan LEsIee/ panarima
peralatanjselanjutnya disebut sebagalHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjarfiawa berupa:

NO Peralatan| Merk | Type | Spesifikasi peTrﬁQSQtan
1.
2.
dst..

Untuk selanjutnya disebut sebag@aERALATANRerjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatartgramggat
secara tertulis dalam pasgbasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK
PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASIARGA SEWA PERALATAN
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Harga Sewa Peralatan tersebutadas akan diperoleh dari hasil negoisasi antara
kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan
sebagai Pemenang dal am dkakmnapakdlle K er j aan ¢€ééé

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama
berjal annya Pakdd& naBa paketjté¢rrtumg setélah [ PIHAK
KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari
Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KRIDA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan
kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang
dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannyapembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA
berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa
memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti
bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalaatau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal
dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang
berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan
yang telah termuat dalam pasal 1266 Kithindang Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang
atas kuasanya dengan hak subtitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK
PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain
yang mendapti hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK

/////

KEDUA tidak memenangkatender P a k e t Peker | aisimamaée é é é |
paket]

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat ydisgwa dalam keadaan siap
operasi dan akan memobilisasai ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK
KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper
dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tistdari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan
memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain
dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti:
kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWABHAK KEDUA
1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
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2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung
jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun,
baik sebagian maupun seluruhnya.

PasaB
LAIN-LAIN

Hal hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya
yang berkekuatan hukum yang sama dan mauberlaku sejak ditandatangani oleh
kedua pihak

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PT. € € €diisi  nama PT. € € édiisi  nama
perusahaan Lessor/ penyedia perusahaan Lessee/ penerima
peralatanj peralatan]
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M.

BENTUK FORMULIR REKAPITUIESRHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI (TKDNgpabila diberikan preferensi harga]

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGEF

GABUNGAN BARANG DAN JASA

Nama Penyedidasa
Nama Pengguna Jasa

NamaPekerjaan
. TKDN Barang &
Uraian Nllai Gabungan Barang dan Jasa (Rj Jasa (%)
KDN KLN Total Barang/Jasa
1) 2 3) 4) ®)
Barang
g '\B":&ﬁ;ia' langsung (Bahar ;5 (1B) | (1C=1A+1B) | (1D=1A/3Cx100%)
Il. Peralatan (Barang Jadi) (2A) (2B) (2C=2A+2B) | (2D=2A/3Cx100%)
A. Sub Total Barang (3A) (3B) (3C=3A+3B) | (3D=3A/3Cx100%)
Jasa
- Manajemen Proyek dan | 5 (4B) | (4C=4A+4B) | (AD=4A/8CX100%)
Perekayasaan
- Alat/Fasilitas Kerja (5A) (5B) (5C=5A+5B) | (5D=5A/8Cx100%)
- Konstruksi dan Fabrikasi (6A) (6B) (6C=6A+6B) | (6D=6A/8Cx100%)
- Jasa Umum (7A) (7B) | (7C=7A+7B) | (7D=7AI8Cx100%)
B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C=8A+8B) | (8D=8A/8Cx100%)
C. Total Biasa (A+B) (9A) (9B) (9C=9A+9B) | (9D=9A/9Cx100%)
Penjelasan:
Kolom (1)
Barang:

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biayaterial terpakai yang digunakan
untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat,
besi beton, besi siku,-Beam, tiang pancang, dan pipa.

Biaya peralatan terpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang sudah
mempunyaifungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk
akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh poropapressar
electrical equipment

Jasa:

Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yabat terl
dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja
pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer
proyek, site manager, supervisor, draftatan engineer.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah lyia alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetatp menjad
milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya.

Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalabiaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada
proses pekerjaan dilapangan atau diorkshop (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya
untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan
fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangaontoh tukang dan tenaga terampil
lainnya, contoh jenis pekerjaan teknis instalasi, perawatem/der, operator, helper,
subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, dan subkontraktor
pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkbiayabiaya yang dikeluarkan untuk pengurusan
pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaye
kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya
penginapan, biaya perjalanan dinags@a pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku),
peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat kerja/fasilitas kerja, dan jasa
umum yang berasal dari dalam negeri.
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Kolom (3)

BiayaKomponen Luar NegeriKLN adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku),
Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umun
yang berasal dari luar negeri.

Kolom (4)
Total biaya KDN dan KLN

Kolom (5)
Total Biaya KDN (9A)
% TKDN Gabungan _ X 100%

Barand & Bsa | otal Baya (Gabungan Barang & Jas@C)
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N. BENTUK DAFTAR BARAMANG DIIMPOR
DAFTARBARANG YANG DIIMPORL
NAMA NEGARA
NO|  BARANG URAIAN SEIAKAS SATUAN JUMLAH HARGA ASAL
TOTAL HARGA ]
! Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor
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BAB VI RANCANGAN KONTRAK

.  SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1- PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi
...................... [diisi nama paket pekerjaan]
NOMOX @i, [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang s e Kantmaku tdniybau adi sdeabnutdidt andat an

pada harl e e e e e tahua n.g.q..#dngg#, .bulan danb ul an

tahun diisi dengan huruf] berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.......

tanggal ....... , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ....... tanggal

....... , [Jika kontrak tahun jamak ditambahkan surgersetujuan pejabat yang

ber wenang, mi sal : Adan Surat Me hNomari Keuan
tanggaéantara:. .. peri hal .. ... 0],

Nama . € é é é . [nama PPK]

NIP . e ééeée. [NIPPPK]

Jabatan . PPK ... [sesual SK Pengangkatan]

Berkedudukan di . € é e e . [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas namfaPemerintah Indonesia c.q. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. DirektoratJendeéal c. q. Satua
Ker | abeddasarkan Surat Keputus@né .Nomoré € .tanggalé é .tentang

€ é . [SK pengangkatan PPKje | anj ut nPB/PRaKdéhgas:e but 0O

Nama

Jabatan
Berkedudukan di
Akta NotarisNomor

. [nama wakli Penyedia]
2 . [sesual akta notaris]

. [alamat Penyedia]

> . [sesual akta notaris]

D~ D~ D~ D~ D D~
D~ D~ D~ D~ D D~
D~ D~ D~ D~ D D~
D~ D~ D~ D~ D D~

Tanggal > . [tanggal penerbitan aktal

Notaris 8 . [nama notaris penerbit aktal

yang bertindak unt uk /[damabadar @sshajelaajurga € e é é .
di s eRenyedia.o

Dan dengan memperhatikan:

1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasanstruksi;

2. Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2%ahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

4. Peaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nom07/PRT/M/2011 tentangStandar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa kali tdreikdengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
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(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjaihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi........... [diisi nama paket pekerjaarkbagaimana diterangkan dalam
dokumenKontr ak i ni s ePekenqaganiKonstulsi; di sebut 0

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masifigasing pihak :
1) telah dan senantiasaloérikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semm ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi....../diisi nama
paket pekerganjdengan syaratlan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2
RUANG LINGKUPEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesual dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Refistra

Pasal 3
HARGAKONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total hargaebagaimana tercantum dalaBurat Penawaraadalah
sebesar R é é . (ééé. . di t ul i s dderdganrkodé akunu f € é. .
kegi at an; ééé.

2 Kontrak ini di Nisesyngérpedbiayaanngag é .

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas namdenyedia : ...............

[Catatan @ untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan riaa pendanaan untuk
masingmasing Tahun Anggarannyaj

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumemokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Sy&wdrat Umum Kontrak,
SyaratSyarat Khusus Kontrakbeserta lampiranya berupa lampiran A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
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Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gardgpambar, Daftar Keluaran

dan Harga, dan dokumen lainnya seperti; Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jamsraman, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokunreyang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Surat Perjanjian (apabila acla)

Surat Perjanjian

Surat Penawaragn

SyaratSyarat Khusus Kontrak

SyaratSyarat Umum Kontrak;

gambargambar,

spesifikasi teknis; dan

Daftar Keluaran dan Harga.

S@roa0oTy

Pasab
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

(2) Masa Paksanaan ditentukan dalam Syar8yarat Khusus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekéer daham s hdriama
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Sya@garat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama.... (......dalam huruf.... bhri kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangindangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masingnasing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan nmgikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. [diisi nama badan usahaj PPK............ [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan as [tanda tangan dan cap (jika salinan as
ini untuk PPK maka rekatkan metera  ini untuk Penyedia maka rekatkan

Rp6.000,00)/ meteral R5.000,00)/
[nama lengkap] [nama lengkap]
Jjabatan] NI P, éééééecéeéé
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CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi
...................... [diisi nama paket pekerjaan]
(N[o] 1 To] PR [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya ad@alatiak Kerja Konstruksi
Lumsum, yang s e Kantnaju tdniybau adi sdeabnutdidt andat an

pada har i - . .t angg #dnggd, .bulan danb ul an

tahun diisi dengan huruf] berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.......

tanggal ....... , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ....... tanggal

....... , [ika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang

berwenang, mi sal : Adan Sur aana MPBNNomar i Keuan
tanggalntaa:. . .. peri hal .. ... 0],

Nama . €& é é é . [nama PPK]

NIP . éééé. [NIPPPK]

Jabatan . PPK......... [sesual SK Pengangkatan]

Berkedudukan di . é € é e . [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <c¢.q. l
Kerja €é. berdasarkan Surat Keputusan ¢éé.
€ e .[SKpengangkatan PPKke | anj ut nBPK , didealgain o

Nama . € é é é . [namawakil KSG
Jabatan . € é é é . [sesuakurat perjanfian KSD
Berkedudukan di € é é é . [alamatwakil KSQ

yang bertindak untuk dan atas nama ............... [nama badan usaha KS&¢bagai
badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1o e, [nama Penyedia 1]
2. [nama Penyedi&],
3. dst.

yang masingmasing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas
semuakewajiban terhadap PPK sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan
surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ...........
sel anj ut nBeayedihi. sebut O

Dan dengan memperhatikan:
1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentangasa Konstruksi;

2. Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2%ahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2®;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nom@v/PRT/M/2011 tentangStandar
dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
sebagaimana telah diubah beberapa k@drakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

74

JDIH Kementerian PUPR



(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedieemadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi........... [diisi nama paket pekerjaarkEbagaimana diterangkan dalam
dokumenKontr ak i ni s ePekenfagniKonaiksid ; di sebut 0

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga
kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
Penandatanganan Kontrak ini mashrgasing pihak :

1) telah dan senantiasalerikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semm ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi...../dliisi nama
paket pekeranjdengan syaratlan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2
RUANG LINGKUPEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut
sesual dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Refistra

Pasal 3
HARGAKONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga sebagaimana tercantum dagumat Penawaraadalah
sebesar R é é . (6 €. . di t ul i s dderdgankodé akunu f € é . .
kegi at an; ééée.

2 Kontrak ini di [disesynsgérpetnbiayaanngag é .

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............
atas nam@enyedia ...............

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan riaer pendanaan untuk

masingmasing Tahun Anggarannyal

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumemlokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian
(apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Sy&yarat Umum Kontrak,
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SyaratSyarat Khusus Kontrakbeserta lampiranya berupa lampiran A
(subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana
Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gamipambar, Daftar Keluaran

dan Harga, dan dokumen lainnya seperti; Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jamsraman, Berita Acara
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokunmeyang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam
dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Surat Perjanjian (apabila acla)

Surat Perjanjian

Surat Penawaran

SyaratSyarat Khusus Kontrak

SyaratSyarat Umum Kontrak;

gambargambar,

spesifikasi teknis; dan

Daftar Keluaran dan Harga.

S@mo o0 oy

Pasab
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Sy&garat Khsuus Kontrak, dihitung
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekéer daham shdriama
kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dala8yaratSyarat Khusus Kontrak dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan selama.... (......dalam huruf.... bhri kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untakandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangindangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masingnasing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. [diisi nam&SQd PPK............ [diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan as [tanda tangan dan cap (jika salinan as
ini untuk PPK maka rekatkan metera  ini untuk Penyedia maka rekatkan

Rp6.00Q00)/ meteral Rpp.000,00/
[nama lengkap] [nama lengkap]
Jjabatan] NI P, éééeééecéecéé
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Il. SYARATSYARAT UMUM KONTRAK

SYARAISYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syar8lyarat
Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK ha
mempunyai arti atau tafsiran seperti yan
dimaksudkan sebagai berikut

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Aparat Pengawas Intern Pemerintajang
selanjutnya disingka@APIPadalah aparat yan¢
melakukan pengawasan melalui audit, revi
pemantauan, evaluasi, dan kegiat:
pengawasan lain terhadap penyelenggara
tugas dan fungsi Pemertah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrake
adalah bagian pekerjaan utama atau bagi
pekerjaan bukan utama yang ditetapke
sebagaimana tercantum dalam Dokumi
Pemilihan yang pelaksanaanya diserahk
kepada Penyedia lain (spbnyedia) dan
disetujui terlebihdahulu oleh PPK.

Daftar Keluaran dan Harga adalah daftar
keluaran yang telah diisi harga satue
keluaran dan jumlah biaya keseluruhanny
yang merupakan bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenagatim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan olel
PPK.,terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
untuk mengelola administraskKontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dale
Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiriyang selanjutnya
disingkat HPS adalah perkiraan harge
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaaradalah
kerangka waktu yang sudah terinc
berdasarkan Masa Pelaksanaan, sete
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersa
dan disepakati dalam rapat persiap:
pelaks&naan Kontrak

Keadaan Kahamdalah suatu keadaan yar
terjadi di luar kehendak para pihak dalar
Kontrak dan tidak dapat diperkirakar
sebelumnya, sehingga kewajiban vyal
ditentukan dalam Kontrak menjadi tida
dapat dipenuhi.

Kegagalan Bangunamadalah suatukeadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerah
akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasiyang selanjutnya
disingkatKSOadalah kerja sama usaha ant:
Penyedia yang masiagasing pihak
mempunyai hak, kewajiban dartanggung
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

jawab yang jelas berdasarkan perjanjic
tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksselanjutnya disebu
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yan
mengatur hubungan hukum antaraPPK
dengan Penyedia dalam pelaksanaan |
konsultansi  konstruksi atau pekerjas
konstruksi.

Kontrak Lumsum adalah kontrak dengan
ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harg:
yang pasti dan tetap dalam batas wak
tertentu, dengan semua risiko sepenuhn
ditanggung oleh Penyedia, beroriente
kepada  keluaran, dan pembayare
didasarkan pada tahapan produk/keluarar
yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

Kuasa Pengguna Anggarg@ada pelaksanaal
APBN yang selanjutnya disingkkPAadalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari |
untuk melaksanakan sebagian kewenang
dan tanggung jawab Pengguaa Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga ya
bersangkutan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu
berlakunya Kontrak ini terhitung sejal
tanggal penandatangananan Kontrak samy
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerja

Masa Pelaksanaatalah jangka waktu untuk
melaksanakan setuh pekerjaan terhitung
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai deng
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaanadalah jangka waktu
untuk melaksanakan kewajibai
pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sej
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerj:
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akf
Pekerjaan.

Metode Pelaksanaan Pekerjagahalah metode
yang menggambarkan penguasai
penyelesaian pekerjaan yang sistematis c
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutar
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja da
masingmasng jenis kegiatan pekerjaal
utama yang dapat dipertanggung jawabke
secara teknis

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaapang
selanjutnya disingkaPPHPadalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi ha:
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuadtomitmenyang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang dibel
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengaml
keputusan dan/atau melakukan tindaka

78

JDIH Kementerian PUPR



1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

yang dapat mengakibatkan pengeluar:
anggaran belanja negara

Pekerjaan Konstruksiadalah keseluruhar
atau sebagn kegiatan yang meliput
pembangunan, pengoperasian, pemeliharai
pemiongkaran, dan pembangunan kembe
suatu bangunan.

Pekerjaan Utamadalah jenis pekerjaan yan
secara langsung menunjang terwujudnya d:
berfungsinya suatu  konstruksi  sesu
peruntukannya yang ditetapkan sebagaimal
tercantum dalamDokumen Pemilihan.

Pelaku Usahadalah setiap orang peroranga
atau badarusaha, baik yang berbentuk bade
hukum maupun bukanbadan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atamelakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupt
bersamasama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usahdalam
berbagai bidang ekonomi.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat PA adalah pejabat pemegan
kewenangan penggunaan anggar
Kementerian Negara/Lembaga

Penyedia adalah Pelaku Usaha yar
menyediakan  barang/jasa  berdasarke
Kontrak.

Personel Manajeriahdalah tenaga ahli atau
tenaga teknis yang ditempatkan sest
penugasan pada organisasi pelaksane
pekerjaan.

Pengawas Pekegn atau Direksi Tekni:
adalah tim pendukung yan(
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertug:
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitamadalah sanksi yan(
diberikan kepada Peserta pemilihan/Penye(
berupa larangan mengikuti Pengadas
Barang/Jasa di selurul
Kementerian/Lembaga dalam jangka wak
tertentu.

Sulpenyedia adalah  Penyedia yan
mengadakan perjanjian kerjéertulis dengan
Penyedia penanggung jawakontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerja
(subkontrak).

Surat Jaminan yang <®lanjutnya disebul
Jaminan adalah jaminan tertulis yanc
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahag
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembag
keuangan khusus yang menjalankan usaha
bidang pembiayaan, penjaminan, de
asuransi untuk  mendorong ekspc
Indonesia/Konsrsium Perusahaan Asuran

Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahas
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131

1.32

1.33

1.34

1.35

Penjaminan sesuai dengan ketentuan dal
peraturan perundangundangan.

Surat Perintah Mulai Kerjggang selanjutnya
disingkatSPMKadalah surat yang diterbitkar
oleh PPK kegda Penyedia untuk memul:
melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Mulai Kerjaadalah tanggal yanc
dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan ol
PPK untuk memulai melaksanakan pekerja

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerj:
adalah tanggal serah terima pertan
pekerjaan  selesai  Rrovisional  Hanc
Over/PHO dinyatakan dalam Berita Acar
Serah Terima Pertama Pekerjaan ye
diterbitkan oleh PPK.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaadalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan sele:
(Final Hand OvdFHO) dinyatakan dalam
Beaita Acara Serah Terima Akhir Pekerja:
yang diterbitkan oleh PPK.

Tenaga Kerja Konstruksidalah tenaga kerjs
yang bekerja di sektor konstruksi yar
meliputi ahli, teknisi atau analis, dal
operator.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksar
Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dap
bertentangan dengan ketentuaketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarke
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum 3.1

3.2

3.3

4. Korespondasi 4.1

4.2

5. Wakil Sah Para Pihak 5.1

Bahasa Kontrak harus dalambahasa
Indonesia

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indone
dan bahasa Inggris. Dalam hal terja
perselisihan dengan pihak asing digunak:
Kontrak dalam bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yan
berlaku di Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk su
e-mail dan/atau faksimili dengan alama
tujuan para pihak yang tercantum dalar
SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, at
persetujuan berdasarkan Kontrak ini hart
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indaae:
dan dianggap telah diberitahukan jika tela
disampaikan secara langsung kepada We
Sah Para Pihak dalam SSKK, atau
disampaikan melalui surat tercatat dan/ata
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantur
dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan ate
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setia
dokumen yang disyaratkan ata
diperbolehkan untuk dibuat berdasarka
Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia har
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Se
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5.2
5.3
6. Larangan Korupsi, 6.1
Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Penyalahgunaai
Wewenang serta
Penipuan
6.2
6.3

Para Pihak atau pejabayang disebutkan
dalam SSKK.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diai
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak ¢
harus disampaikan kepada maskrgasing
pihak.

Direksi Lapangan yang ditunjuk menjac

Wakil Sah PPK memiliki tugas :

a. melaksanakan pendelegasian ssai
dengan pelimpahan dari PPK;

b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaar

Berdasarkan etika pengadaan barang/ja
pemerintah, para pihaldilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atal
menjanjikan untuk memberi atat
menerima hadiah atau imbalan berup
apa saja atau melakukan tindake
lainnya untuk mempengaruhi siapapui
yang diketahui atau patut dapat didug
berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendoong terjadinya persaingan tida
sehat; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikal
secara tidak benar dokumen dan/ata
keterangan lain yang disyaratkan untu
penyusunan dan pelaksanaan Kontri
ini.

Penyedia menjamin bahwa yar

bersangkutan termasuk semua anggdSO

(apabila berbentuk KSO) dan subpenyediar

(ika ada) tidak pernah dan tidak aka

melakukan tindakan yang dilarang pada pas

6.1 di atas.

Penyedia yang menurut penilaian Pl
terbukti melakukan larangaflarangan di atas
dapat dikenakan sankssanksiadministratif
oleh PPKsebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan d:
disetorkan  sebagaimana ditetapks
dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi ole
Penyedia atau Jaminan Uang Muki
dicairkan dan disetorkan sebagaimar
ditetapkan déam SSKKdan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

[catatan. pengenaan Sanksi Daftar Hite

ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan P}

PA/KPA  menyampaikan  dokume

penetapan Sanksi Daftar Hitam kepade

1) Penyedia yang dikenakan San
Daftar Hitam, dan

2) unit kerja yangmelaksanakan fungs
layanan pengadaan seca
elektronik, untuk ditayangkan dalan
Daftar Hitam Nasional]
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10.

11.

12.

13.

14.

Asal Material/Bahan

Pembukuan

Perpajakan

PengaliharSeluruh
Kontrak

Pengabaian

Penyedia Mandiri

KSO

Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaar

6.4 Pengenaan sanksi administratif di at
dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipu
dikenakan sanksi berdasarkan keteatu
peraturan perundangundangan.

7.1 Penyedia harus menyampaikan a¢
material/lbahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan kompone
impor.

7.2 Asal material/lbahan merupakan tempe
material/bahan diperoleh, antara lain tempe
mateial/bahan ditambang, tumbuh, ataL
diproduksi.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatat
keuangan yang akurat dan sistematis sehubung
dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasark
standar akuntansi yang berlaku.

PenyediaSubpenyedia (jika ada), dan Tenaga Ke
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban unt
membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungu
lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan a
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluar
perpajakan ini dianggp telah termasuk dalam Harg
Kontrak.

10.1 Pengalihan  seluruh Kontrak  hany
diperbolehkan dalam hal pergantian namr
Penyedia, baik sebagai akibat pelebur
(merge) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kakr
diputuskan sepihak oleh PPldan Penyedic
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalé
pasal 41.2

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhad
pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihi
yang lain maka pengabaian tersebut tidak menj:
pengabaian yang terumenerus selama Mas
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhac
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hai
dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertu
dan ditandatangani olen Wakil Sah Pihak ya
melakukan pengbaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggu
jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki d
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan ye
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota \
disebut dalamSurat Perjanjian untuk bertindak ate
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewaijil
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14.1 PPHKmenetapkarPengawas PekerjagdDireksi
Teknis) untuk melakukan pengawasal
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak i
Pengawas Pekerjaan dapat berasal ¢
personel PPK atau Penyedia Jasa Pengav
(Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibanny.
Pengawas Pekerjaan bertindgkrofesional
Jika tecantum dalam SSKK, Pengaw
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15. Tugas dan Wewenang 15.1

Pengawas Pekerjaan

16. Penemuarmpenemuan

17. Akses ke Lokasi Kerja

15.2

15.3

154

Pekerjaanyang berasal dari Personel PI
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Semua gambar dan rencana kerja ya
digunakan dalam pelaksanaan pekerjai
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan peanen
maupun pekerjaan sementara mendapatk
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan
diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaa
sementara yang tidak tercantum dalam Daft
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak mal
Penyedia berkewajiban untuk menyerahk
spesifikasi dan gambar usulan pekerja
sementara tesebut untuk mendapatkar
pernyataan tidak berkeberatafno objection)
untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerja:
Pernyataan tidak berkeberatan atas rence
pekerjaan sementara ini tidak melepask
Penyedia dari tanggung jawabnya sesl
Kontrak.

Pengawas ékerjaan melaksanakan tugaan
wewenangpaling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencar
mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Je
pelaksana konstruksi;

b. memberikan ijin dimulainya setiaf
tahapan pekerjaan;

c. memeriksa dan menyetujui kemajua
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ses
dengan ketentuan dalarontrak;

d. memeriksa dan menilai mutu dal
keselamatan konstruksi terhadap ha:
akhir pekerjaan

e. menghentikan setiap pekerjaan yar
tidak memenuhi persyaratan;

f. bertanggungjawab  terhadap has
pelaksaman Pekerjaan Konstruksi sest
tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodi
kepada PPK sesuai dengan ketent
dalamKontrak.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanak
perintah Pengawas Pekerjaan yang ses
dengan kewenangan PengawaBekerjaan
dalam Kontrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK
kepada pihak yang berwenang semua penemt
benda/barang yang mempunyai nilai sejarah ate
penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan ya
menurut peraturan perundangundangan dikuasai
oleh negara.

17.1

17.2

Penyedia berkewajiban untuk menjamin aks
PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekel
dan/atau pihak yang mendapat izin dari PF
ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimar
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksakan.

Penyedia harus dianggap telah menerir
kelayakan dan ketersediaan jalur aks
menuju lapangan. Penyedia harus berupa
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menjaga setiap jalan atau jembatan d:

kerusakan akibat penggunaan/lalu linta

Penyedia atau akibat persdn Penyedia.

Kecualiditentukan lain maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab ai
pemeliharaan yang mungkin diperlukail
akibat pengunaan jalur akses

b. Penyedia harus menyediakan rambu at
petunjuk sepanjang jalur akses, d¢
mendapatkan perizinan yang mungkil
disyaratkan olehotoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk

c. biaya karena ketidak layakan atau tide
tersedianya jalur akses untuk digunake
oleh Penyedia, harus ditanggur
Penyediadan

d. PPK tidak bertanggung jawab atas kla
yang mungkin timbul akibat pnggunaan
jalur akses.

17.3 PPKtidak bertanggung jawab atas klaim ya
mungkin timbul selain penggunaan jalu
akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan Kontrak ini berlaku efektif sejagenandatangananat
Kontrak Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai den
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak ¢
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Konti

sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerj 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kergilakukan
peninjauan lapangan bersama para pihak.

19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lok
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yi
tercantum dalam rencana kerja yang tele
disepakati oleh para pihak dalam Rag
Persiapan Penandatangananan Kontr
untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ai
hambatan kepada Penyedia sebelum SF
diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangke
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Ker

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersar
ditemukan hathal yang dapat
mengakibatkan perubahan isi Kontrak mal
perubahan tersebut harus dituangkan dala
adendum Kontrak.

19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi ke
sesuai kebutuhan Penyedia yang tercant
dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.
untuk melaksanakan pekerjaadan terbukti
merupakan suatu hambatan, maka kondisi i
ditetapkan sebagai Peristiwva Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat
Kerja (SPMK) (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatangananan Kontraktau 14 (empat
belas)ari kerja sejak penyerahan lokasi ker
pertama kali.
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21. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi
(RMPK)

22. Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)

23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak

20.2

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

22.1

22.2

22.3
22.4

22.5

22.6

23.1

Dalam SPMK dicantumkaseluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

Penyedia berkewajiban untu
mempresentasikan dan menyerahkd&MPK

sebagai penjamian dan pengendaliamrmutu

pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiaf
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas d
disetujui oleh PPK.

RMFK disusun paling sedikit berisi

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjééfethod
Statemeny,

b. Rencana Pemeriksaan dan Penguijie
Inspection and Test PI§ITP);

c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemas

Penyedia wajib menerapkan de
mengendalikan pelaksanaan HM secara
konsisten untuk mencapai mutu yan
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerja
ini.

RMPK dapat direvisi sesuai dengarordisi
pekerjaan

Penyedia berkewajiban untu
memutakhirkan RMXK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiva Kompensasi.

Pemutakhiran RMPK harus menunjuke
perkembangan kemajuan setiap pekerja
dan dampaknya terhadap penjadwalan si
pekerjaan, termask perubahan terhadag
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RRK harus
mendapatkan persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap R& tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia

Penyedia berkewajiban untu
mempresentasikan dammenyerahkan RKEF
pada saat rapat persiapan pelaksane
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibal
dan disetujui oleh PPK.

Para Pihak wajib menerapkan dar
mengendalikan pelaksanaan RKK sec
konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontral

Penyedia berkewajiban untuk
memutakhirkan RKK sesuai dengan konc
pekerjaan, jika terjadi perubahan mak
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendap
persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadqelaksanaanRKK
tidak mengubah kewajiban kontrakal
Penyedia.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender seja
diterbitkannya  SPMK  dan sebelu
pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama der
Penyedia, unsur perancangan, dan uns
pengawasan, harus sudah menyelenggaral
rapatpersiapan pelaksanaan kontrak.
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23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepalt
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontr
meliputi:

a. RMKK;

b. pelaksanaamRKK;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaz
pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, vyar
diikuti uraian tentang metode kerja yan
memperhatikan Keselamatan de
Kesehatan Kerja;

f. jadwal pengadaan bahan/material
mobilisasi peralatan danTenaga Kerje
Konstruks;j

g. penyusunan rencanz
pengukuran/pemeriksaan bersamalan

h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasgl rapat persiapan pelaksanaan Kontre
dituangkan dalam Berita Acara Rap
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mul:
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh
hari kalender sejak diterbitkan SPMK, at:
sesuakebutuhan dan rencana kerja.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingku
pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralataperalatan
terkait yang diperlukan  dalamr
pelaksanaan pekerjaan, termast
instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantc
rumah, gedunglaboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkanTenaga Kerja Konstruksi

24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerje
Konstruksidapat dilakukan secara bertaha
sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran / 25.1 Pada tahap awapelaksanaan Kontrak, PF
Pemeriksaan Bersama dan Pengawas Pekerjaan bersassna
dengan Penyedia melakukan pengukuran d
pemeriksaan detail terhadap kondisi loke
pekerjaan untuk setiap keluarano@ipul,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralat

Utama Mutual Check 0%

25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaat
bersama, PA/KPA telah membentuk Pan
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangki
dalam Berita Acara. Apabila dalal
pengukuran/pemeriksaan bersam
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, mal
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralat
Utama yang sesuai dengan persyaral
Kontrak dapat segera dimobilisasi.
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26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan

28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan

25.5

26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersan
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralat
Utama mengikuti ketentuan pas65 dan 66.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penye:
berkewajiban mengutamakal
material/bahan produksi dalam negeri da
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yal
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan ye
disampaika pada saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruk
bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, d
perangkat lunak yang digunakan mengac
kepada dokumen:

a. formulir  rekapitulasi  perhitungan
Tingkat Komponen Dalam Negel
(TKDN), untuk Penyedia yanmendapat
preferensi harga dan

b. daftar barang yang diimpar untuk
barang yang diimpor.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjai
ditemukan ketidaksesuaian dengan dokum
pada pasal 8.2, maka akan dikenakan sank
sesuai peraturan perundangan yang berlak

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awa
Penyedia berkewajiban untuk memul
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mu
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan ses
dengan RMPK, serta menyelesaikan peker;j
paling lambat selama Masa Pelaksanaan y:
dinyatakan déam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapat tidak day
menyelesaikan pekerjaan sesuai Me
Pelaksanaan karena di luar pengendaliann
yang dapat dibuktikan demikian, dal
Penyedia telah melaporkan kejadian tersel
kepada PPK, dengan disertai buktikti yang
dapat disetujui PPK, maka PPK da
memberlakukan Peristiwva Kompensasi d
melakukan penjadwalan kemba
pelaksanaan tugas Penyedia dengan memt
adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai M
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Ka
atau Peristva Kompensasi atau karer
kesalahan atau kelalaian Penyedia me
Penyedia dikenakan denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagi
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksan.
dibuat berdasarkan bagian pekerjaan terset
sesuai dengan SSKK.

Bagian pekgman pada pasal 27.4 adala
bagian pekerjaan yang telah ditetapke
dalam Dokumen Pemilihan.

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan set
tertulis Penyedia untuk menunda pelaksana
pekerjaan. Setiap perintah penundaan ifarus
segera ditembuskan kepa@®PK.
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29. Rapat Pemantauan 29.1

29.2

29.3

30. Peringatan Dini 30.1

30.2

B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaar 31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia d:
menyelenggarakan rapat pemantauan, d
meminta satu sama lain untuk menghadi
rapat  tersebut. Rapat pemantaui
diselenggarakan untuk membabhe
perkembangan pekgsan dan perencanaaa
atas sisa pekerjaan serta untt
menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangke
oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita ac
rapat, dan rekamannya diserahkan kepa
PPK dan pihaipihak yang menghadiri rapat.

Mengenai hathal dalam rapat yang perlt
diputuskan, Pengawas Pekerjaan da|
memutuskan baik dalam rapat atau setel.
rapat melalui pernyataan tertulis kepad
semua pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untu
memperingatkan sedini mungkin Pengaw:
Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi terter
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaa
menaikkan Harga Kontrak atau menunc
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Peker|
dapat memerintahkan Mgedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkirag
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di at
terhadap Harga Kontrak dan Masa
PelaksanaanPernyataan perkiraan ini haru
sesegera mungkin  disampaikan  ol¢
Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjamma
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mence:
atau mengurangi dampak peristiva ata
kondisi tersebut.

Setelah pekerjaan selesai 100% (sere
perseratus), sesuai dengan ketentuan ye
tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertul
kepada PPK untuk serah terima pertar
pekerjaan.

PPK memerintahkan Pengawas Pekerj
untuk melakukan pemeriksaan terhada
hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesua
hasil pekerjaan terhadaprkeria/spesifikasi
yang tercantum dalam Kontrak.

Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerj:
disampaikan kepada PPK, apabila dal
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sest
dengan ketentuan yang tercantum dala
Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pl
memerintahkan Penyedia untul
memperbaiki dan/atau melengkap
kekurangan pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerja
telah sesuai dengan ketentuan yal
tercantum dalam Kontrak maka PPK d
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31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

31.12

31.13

31.14

31.15

Penyedia menandatangani Berita Acara Se
Terima Pertama PeKaan.

Pembayaran dilakukan  sebesar 9t
(sembilan puluh lima perseratus) dari Harg
Kontrak, sedangkan vyang 5% (limr
perseratus) merupakan retensi selama m:
pemeliharaan, atau pembayaran dilakuke
sebesar 100% (seratus perseratus) dari Ha
Kontrak dan Penyedia harus menyerahke
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (li
perseratus) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjai
selama Masa Pemeliharaan sehingga kon
tetap seperti pada saat penyerahan perta
pekerjaan.

Masa Pemeliharaampaling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bule
sedangkan untuk pekerjaan semi perman
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampa
Tahun Anggaran. Lamanya Mas
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakt
Penyedia rangajukan permintaan secar
tertulis kepada PPK untuk penyerahan akl
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjae
Penyedia telah melaksanakan sermr
kewajibannya selama Masa Pemelihara
dengan baik dan telah sesuai deng
ketentuan yang tercantm dalam Kontrak
maka PPK dan Penyedia menandatanc
Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaar

PPK wajib melakukan pembayaran sisa Ha
Kontrak yang belum dibayar ata
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanak:
kewajiban  pem&haraan  sebagaimani
mestinya, maka Kontrak dapat diputusk
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikena
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41

Setelah penandatangananan Berita Aci
Serah Terima Akhir Pekerjaan, PI
menyerahkan hasil pekerjaan kepac
PA/KPA.

PA/KPA meminta PPHP untuk melakuk
pemeriksaan administratif terhadap has
pekerjaan yang diserahterimakan.

PPHP melakukan pemeriksaan administre
proses pengadaan barang/jasa sej
perencanaan pengadaan sampai denc
serah terima hasil pekerjaan,meliputi
dokumen program/penganggaran, sure
penetapan PPK, dokumen perencane
pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persia
pengadaan, dokumen pemilihan Penyed
dokumen Kontrak dan perubahannya ser
pengendaliannya, dan dokumen serah terir
hasil pekerjaan
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32. Pengambilalihan

33. Pedman Pengoperasiar
dan Perawatan /
Pemeliharaan

B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak

31.16

31.17

31.18

31.19

31.20

31.21

31.22

Apabila hasil pemeriksaan administra
ditemukan ketidaksesuaian/kekurangar
PPHP melalui PA/KPA memerintahkan F
untuk memperbaiki dan/atau melengkap
kekurangan dokumen administratif.

Hasil pemeriksaan administratif dituangka
dalam Berita Acara.

Serdn terima pekerjaan dapat dilakukal
perbagian pekerjaan(secara parsial) yang
ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan ser
terima pekerjaan sebagian atau secara par:
yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantur
satu sana lain;dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tide
terkait satu sama lain dalam pencapai:
kinerja pekerjaan

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjac
secara parsial, maka cara pembayay:
ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas diseskan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungka
setelah serah terima pertama pekerja
untuk bagian pekerjaan (PHO parsia
tersebut  dilaksanakan sampai Ma
Pemeliharaan bagian pekerjaan terset
berakhir sebagaimana yang tercantum dale
SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untuk
bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangke
dalam Berita Acara.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerijz
dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarke
surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

33.1

33.2

34.1

34.2

Penyedia diwajibkan memberikan petunjt
kepada PPK tentang pedoman pengopera:
dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengi
SSKK.

Apabila  Penyedia tidak memberike
pedoman pengoperasian de
perawatan/pemeliharaa, @ PPK  berhal
menahan uang retensi atau Jamin:
Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melaltl
adendum Kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanak:
apabila disetujui oleh para pihak,yang
diakibatkan beberapa hal berikuheliputi:

a. perubahan pekerjaan

b. perubahanHarga Kontrak

c. perubahan jadwal pelaksanaa
pekerjaandan/atau Masa Pelaksanaan;

d. perubahan Kontrak yang disebabke
masalah administrasi.
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34.3

35. Perubahan Pekerjaan 35.1

35.2

35.3

35.4

36. Perubahan Harga 36.1
36.2
36.3
37. Perubahan Jadwal 37.1

Pelaksanaan Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan

37.2

37.3

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PF
dapat meminta pertimbangan dari Pgawas
Pekerjaan danPanitia Peneliti Pelaksanas
Kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kond

lapangan pada saat pelaksanaan denc

gambar dan/atau spesifikasi teknis yar

ditentukan dalam dokumen Kontrak atau ac

perintah perubahan dari PPK, PPK bersa

Penyedia dapat melakukan perubahi

pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurang
jenidjumlah keluararn

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atat
gambar pekerjaandan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaa

Perintah perubahan pekerjaan dibuat ole
PPK secara tertulis kepada Penyedia kemu
dilanjutkan dengan negosiasi teknis d¢
harga dengan tetap mengacu pada ketentu
yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dale
Berita Acara sebagai dasar penyusune
adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaima
dimaksud pada pasal 35.1 mengakibatk:
penambahan Harga Kontrak, perubah:
Kontrak dilaksanakan dengan Kketentue
penambahan Harga Kontrak akhir tida
melebihi 10% (sepululperseratus) dari harge
yang tercantum dalam Kontrak awal da
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatk:
oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiw
Kompensasi.

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, ma
penentuan hargabaru dilakukan dengan
negoisasi

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiw
Kompensasi mengacu pada pasal Perist
Kompensasi.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerja
dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanac
dan/atau

c. Peristiwva Kompensasi.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapa
diberikan olen PPK atas pertimbangan ya

layak dan wajar untuk halhal sebagai
berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwva Kompensasi; dar&u

c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang pal

kurang sama dengan waktu terhentiny
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau wak
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B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar

37.4

37.5

37.6

37.7

38.1

38.2

38.3

38.4

yang diperlukan untuk menyelesaika
pekerjaan akibat dari ketentuan pada pas
37.2 huruf a atau b

PPK dapatmenyetujui perpanjangan Mas.
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melaku
penelitian terhadap usulan tertulis yan
diajukan oleh Penyedia dalam jangka wak
sesuai pertimbangan yang wajar setel
Penyedia meminta perpanjangan. Ji
Penyedia lalai untuk memip&an peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dap
bekerja sama untuk mencegah keterlambat
sesegera mungkin, maka keterlambat
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untu
memperpanjang Masa Pelaksanaan.

PPK berdasarkarpertimbangan Pengawas
P&erjaan dan Panitia Peneliti Pelaksana
Kontrakharus telah menetapkan ada tidakny
perpanjangan dan untuk berapa lama,

Persetujuan perubahan jadwal pelaksana
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksana
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehing
penyelesaian pekerjaan akan melamp:
Masa Pelaksanaan maka Penyedia ber
untuk meminta  perpanjangan Mas
Pelaksanaan berdasarkan data penunja
PPK berdasarkan pertimbangan Penga\
Pekerjaan memperpanjarigasa Pelaksanaal
secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pa
bencana alam, bencana non alam, bence
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisiaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah -h
hal merugikan yang disebabkan ole
perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK at
Penyedia memberitahukan tentang terjadin
Keadaan Kaharkepada salah satu piha
secara tertulis dalam waktu paling lambat 1
(empat belas) hari kalender sejak menyad
atau seharusnya menyadari atas kejadian a
terjadinya  Keadaan Kahar, deng:
menyertakan bukti serta hasil identifika:
kewajiban dan kinerja pelaksanaan yan(
terhambat dan/atau akan terhambat akib
Keadaan Kahatersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan olel
pihak/instansi yang berwenang sesui
ketentuan peraturan perundang
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasiKeadaan Kaha
yang telah diverifikasi kebenarannya
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38.5

38.6

38.7

38.8

38.9

38.10

38.11

PPK meminta Pengawas Pekerjaan un
melakukan penelitian terhadap penyampaiz
pemberitahuan Keadaan Kahar dan buk
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4

Dalam Keadaan Kahar, kegalgn salah satt
Pihak untuk memenuhi kewajibannya yan
ditentukan dalam Kontrak bukan merupaka
cidera janji atau wanprestasi apabila tele
dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajib
yang dimaksud adalah hanya kewajiban d:
kinerja pelaksanaan terhada
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampea
dan/atau akan terdampak akibat dai
Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar
pelaksanaan Kontrak dapat dihentika
Penghentian Kontrak karengeadaan Kaha
dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kah
berakhr; atau

b. permanen apabila akibat Keadaan Kar
tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian Kontrak karenfeadaan Kaha
dilakukan secara tertulis oleh PPK deng
disertai alasan penghentian pekerjaan.

Dalam hal pelaksanaan Kontradilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubaha
Kontrak. Masa Pelaksanaan dag
diperpanjang sekurangkurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontra
akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Me
Pelaksanaan dapat melewati Tah
Anggaran.

Selama masaKealaan Kahay jika PPK
memerintahkan secara tertulis kepac
Penyedia untuk sedapat mungk
meneruskan pekerjaan, maka Penyel
berhak untuk menerima pembayara
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak di
mendapat penggantian biaya yang waj
sesuai dengan konsli yang telah dikeluarkar
untuk bekerja dalam Keadaan Kahar
Penggantian biaya ini harus diatur dalal
suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentika
para pihak menyelesaikan hak dan kewajibi
sesuai Kontrak. Penyedia berhak unt
menerima pembayaran sesuai denge
prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan ya
telah dicapai setelah dilakuka
pengukuran/pemeriksaan bersama  ate
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terje
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud padsal

39. Penghentian Kontrak

40. Pemutusan Kontrak

38.
40.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan ol&rK
atau Penyedia.
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40.2

40.3

41. Pemutusan Kontrak olel 41.1
PPK

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang
kurangnya 14 (empat belas) hari kalende
setelah  PPKPenyedia menyampaikat
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontr
secara tertulis kepada Penyedr?K.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontra

oleh salah satu pihak maka PPK memba

kepada Penyedia sesuai dengan pencapi
prestasi pekerjaan yang leh diterima oleh

PPK dikurangi denda yang harus dibay

Penyedia (apabila ada), serta Penye

menyerahkan semua hasil pelaksana

kepada PPK dan selanjutnya menjadi
milik PPK.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 12¢

Kitab UndangUndang Hukum PerdataPPK

dapat melakukan pemutusan Kontra

apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KK
kecurangan dan/atau pemalsuan dalai
proses pengadaan yang diputuskan ol
Instansi yang berwenang

b. pengadian tentang penyimpangat
prosedur, dugaan KKN dan/ata
pelanggaran persaingan sehat dala
pelaksanaan Pengadaan Barang/J:
dinyatakan benar oleh Instansi yar
berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sank
Daftar Hitamsebelum penandatangana
Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kiner
setelah mendapat Surat Peringat
Kontrak Kritisberturut-turut sebanyak 3
(tiga) kali;

f. Penyedia tidak mempertahanks
berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalan
melaksanakan kewajibannya dan tide
memperbaiki kelalaiannya dalam jangk
waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitan PPK, Penye
tidak akan mampu menyelesaika
keseluruhan pekerjaan  walaupul
diberikan kesempatan sampai dengan !
(lima puluh) hari kalender sejak mas.
berakhirnya pelaksanaan pekerjae
untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempate
menyelesaikan pekerjaan sampai deng
50 (lima puluh) hari kalender sejak mas
berakhirnya pelaksanaan pekerjaa
Penyedia tidak dapat menyessisan
pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerja¢
selama 28 (dua puluh delapan) ha
kalender dan penghentian ini tidal
tercantum dalam jadwal pelaksanaar
pekerjaan serta tanpa persetujual
pengawas pekerjagratau

o
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42. Pemutusan Kontrak olel
Penyedia

43. BerakhirnyaKontrak

44. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis

k. Penyedia mengalihkan seluruh kontre
bukan dikarenakan pergantian nam:
Penyedia.

41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakuka

pada Masa Pelaksanaan karena kesala
Penyedia, maka:

a. Jminan Pelaksanaan dicairkan;

b. dsa uang muka harus dilunasi ole
Penyedia atau Jaminan Uang Mul
dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ad
dan

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hita

41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaks

pada pasal 41.2 di atas, dicairkanad
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakuka

pada Masa Pemeliharaan karena kesalal

Penyedia, maka:

a. PPK berhak untuk tidak membay:
retensi atau Jaminan Pemeliharaa
dicairkan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hital

41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunas

uang retensi atau uang pencairan Jamin
Pemeliharaan untuk membiaye
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wa
menyetorkan sebagaimana ditetapkan dal:
SSKK.

41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontral

secara sepihak oleh PPK karena kesala
Penyedia, maka Pokja Pemilihan da]
menunjuk pemenang cadangan berikutny
pada paket pekerjaan yang sama at
Penyedia yang mampu dan memenuhi syai

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kit
UndangUndang Hukum PerdataPenyedia dapa
melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a.

Setelah  mendapatkan  persetujuan PPK
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penye
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan ates
kelanjutan pé&erjaan, dan perintahtersebut
tidak ditarik selam&8 (dua puluh delapan) hari
kalender;

PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagit
angsuran sesuai dengan yang disepak
sebagaimana tercantum dala8SKK.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai c
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dale
Kontrak sudah terpenuhi.

44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanak

pekerjaan sesuajadwal, maka PPK haru
memberikan peringatan secara tertulis at:
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
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a.

Dalam periode | (rencana fisil
pelaksanaan 0% 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisa
fisik pelaksanaan dengan rencana leb
besar 10%

Dalam periode 1l (rencana fisil
pelaksanaan 70% 100% dariKontrak),
selisih keterlambatan antara realisa
fisik pelaksanaan dengan rencana leb
besar 5%;

Dalam periode 1l (rencana fisil
pelaksanaan 70% 100% dai Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisa
fisik pelaksanaan dengan rencar
pelaksanaan kurang dari 5% dan ake
melampaui tahun anggaran berjalan.

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan denge

rapat pembuktian show cause
meetingSCM)
a. Pada saatKontrak dinyatakan kritis,

Pengawas Pekerjaan memberik
peringatan secara tertulis kepac
Penyedia dan selanjutny
menyelenggarakan Rapat Pembukii
(SCM) Tahap I.

Dalam SCM Tahap |, PPK, Penga\
Pekerjaan dan Penyedia membahas (
menyepakati besaran ewmajuan fisik
yang harus dicapai oleh Penyedia dale
periode waktu tertentu (uji cobe
pertama) yang dituangkan dalam Berit
Acara SCM Tahap I.

Apabila Penyedia gagal pada uji co
pertama, maka PPK menerbitkan Su
Peringatan Kontrak Kritis | dan haru
diselenggarakan SCM Tahap Il vyal
membahas dan menyepakati besar
kemajuan fisik yang harus dicapai ole
Penyedia dalam waktu tertentu (uji cok
kedua) yang dituangkan dalam Beril
Acara SCM Tahap II.

Apabila Penyedia gagal pada uji co
kedua, maka PPK merbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis 1l dan haru
diselenggarakan SCM Tahap IIl yai
membahas dan menyepakati besar
kemajuan fisik yang harus dicapai ole
Penyedia dalam waktu tertentu (uji cok
ketiga) yang dituangkan dalam Berit
Acara SCM Tahaplll

Apabila Penyedia gagal pada uji co
ketiga, maka PPK menerbitkan Sui
Peringatan Kontrak Kritis 1l dan PF
dapat melakukan pemutusan Kontre
secara sepihak denga
mengesampingkan Pasal 126@&n 1267
Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Apabila uji cobaberhasil, namun pade
pelaksanaan pekerjaan  selanjutn
Kontrak dinyatakan kritis lagi make
berlaku ketentuan SCM dari awal.
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45. Pemberian Kesempatar 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gag

46. Peninggalan

menyelesaikan pekerjaan sampai Ma
Pelaksanaan berakhir, namun PPK nhk&n
bahwa Penyedia mampu menyelesaik
pekerjaan, PPK  dapat memberiki
kesempatan kepada Penyedia unt
menyelesaikan pekerjaan.

45.2 Pemberian kesempatan kepada Penye
untuk menyelesaikan pekerjaan dimui
dalam adendum Kontrak yang didalamny
mengatur:

a. waktu pemberian kesempata
penyelesaian pekerjaan;

b. pengenaan sanksi denda keterlambat
kepada Penyedia;

Cc. perpanjangan masa berlaku Jamine
Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiaye
penyelesaian sisa pekerjaan yang ak
dilanjutkan ke Tahun  Anggarar
berikutnya dari DIPA Tahun Anggara

berikutnya, apabila pemberiar
kesempatan melampaui Tahu
Anggaran.

45.3 Pemberian kesempatan kepada Penye
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
(ima puluh) hari kalender, sejak Mas
Pelaksanaan berakhir.

45.4 Pemberian kesengpan kepada Penyedi
untuk menyelesaikan pekerjaan dap
melampaui Tahun Anggaran.

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, he
pekerjaan sementara yang masih berada di lok
kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalai
atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatke
sepenuhnya oleh  PPK tanpa  kewajib
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kemb:
semua peninggalan tersebut oleh Penyedia ha
dapat dilakukan setelah mempertimbangks
kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewapan
Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajibarkewajiban
yang harus dilaksanakan olehPenyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanai
pekerjaan sesuai dengan hargkan ketentuan
yang telahditetapkandalam Kontrak;

b. meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk saran
dan prasarana dari PPK untuk kelancar:
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentL
Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan seci
periodik kepada PPK;

d. melaksanakan, menyelesaikan di
menyerahkan pekerjaarsesuai dengan jadwe
pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang te
ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerje
secara cermat, akurat dan penuh tanggui
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jawab dengan menyediakan tenaga ker
bahanbahan, peralatan, angkutan ke atalari
lapangan, dan segala pekerjaan perman
maupun sementara yang diperlukan untu
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaik
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

f. memberikan keterangaiketerangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanasz
yang dilakukanPPK;

g. mengambil langkahlangkah yang memada
dalam rangka memberi perlindungan kepac
setiap orang yang berada di tempat kel
maupun masyarakat dan lingkungan sekit:
yang berhubungan dengan pemindahan bah
baku, penggunaan peralatan kerja konstruk
danproses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengav
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibe
lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

48. Penggunaan Dokumen Penyedia tidak diperkenankan menggunakan d
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumemontrak atau dokumen

Informasi

49. Hak Kekayaan
Intelektual

lainnya yang berhubungan dengaKontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi tekr
dan/atau gambargambar, serta informasi lain yan
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izir
tertulis dari PPK sesuai ketentuan peratur
perundangundangan.

Penyedia wajib melindungPPKdari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga yang disebabke
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekay
Intelektual oleh Penyedia.

50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindung

membebaskan, dan menanggung tanpa be
PPK beserta ing@ansinya terhadap semu
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajibat
kehilangan, kerugian, denda, gugatan at:
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukur
dan biaya yang dikenakan terhadapPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yai
mendasari tuntutan tersbut disebabkar
kesalahan atau kelalaian beratPPK
sehubungan dengan klaim yang timbul da
hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mule
Kerja sampai dengan Tanggal Penyeral
Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dz
harta benda Penyedi&ulpenyedia (jika
ada), dantenaga kerja konstruksi

b. cidera tubuh, sakit atau kematiatenaga
kerja konstruks;j

c. kehilangan atau kerusakan harta bend
dan cidera tubuh, sakit atau kematia
pihak ketiga

50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja samg
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerja
semua risiko kehilangan atau kerusakan ha
pekerjaan ini, bahan dan perlengkape
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugie
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51. Perlindungan Tenaga
Kerja

52. Pemeliharaan
Lingkungan

53. Asuransi

atau kerusakan tersebut diakibatkan ole
kesalahan atau kelalaian PPK.

50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki ole
Penyedia tidak membatasi kewajib:
penanggungan dalam pasal ini.

50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap ha
pekerjaan atau bahan yang menyatu deng
hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Keei
sampai dengan Tanggal Penyerahan Ak
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki ole
Penyedia atas tanggungannya sendiri ji
kehilangan atau kerusakan tersebut terja
akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

51.1 Penyedia dan Speenyedia berkewajiban ata
biaya sendiri untuk mengikutsertakahenaga
Kerja Konstruksinyapada program Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial (BF
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dal
peraturan perundangundangan.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi d¢
memerintahkanTenaga Kerja Konstruksiny
untuk mematuhi peraturan keselamata
kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjai
PenyedidesertaTenaga Kerja Konstruksiny
dianggap telah membaca dan memaha
peraturan keselamatan kerja tersebut.

51.3 Penyedia berkewdan untuk menyediakar
kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksir
(termasuk  Tenaga  Kerja  Konstruk
Subpenyedia, jika ada) perlengkap:
keselamatan kerja yang sesuai dan memac

51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyec
untuk melaporkan kecelakaan berdasark:
hukum vyang berlaku, Penyedia waji
melaporkan kepada PPK mengenai sei
kecelakaan yang timbul sehubungan deng
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 2
(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambéngkah
langkah yang memadai untuk melinduncg
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempe
kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhad
pihak ketiga dan harta bendanya sehubung
dengan pelaksanaan Kontrak jnisesuai dengat
ketentuan peraturan perudangundangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hiduj

53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi se
SPMK sampai dengamanggal Penyeraha
Akhir  Pekerjaan untuk barang yang
mempunyai  risiko  tinggi  terjadinye
kecelakaardalampelaksanaan gkerjaan atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusak
akibat kecelakaan kehilangan, serta risikc
lain yang tidak dapat diduga

53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi b:
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan
lokasi kerja.

53.3 Besarnya asuransi sudah péirhitungkan
dalam penawaran dan termasuk dalam Har
Kontrak.
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54. Tindakan Penyedia yan 54.1
Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan

54.2

55. Laporan Hasil Pekerjaal 55.1

55.2

55.3

55.4

55.5

Penyedia berkewajiban untuk mendapatk:
lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelt
melakukan tindakantindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjas
dalam LampiranA SSKK

b. menunjuk Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalan
LampiranA SSKK

c. mengubah atau memutakhirkanRMPK
dan RKK;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajibamntuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawi
Pekerjaan sebelum melakukan tindaka
tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerja
berdasarkan rencana kerja dan metou
kerja,

b. mengubah syarat dan ketentuan pol
asuransi;

c. mengubah Pesonel Manajerial dan/atau
PeralatarilUtamg

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selar
pelaksanaan kontrak untuk menetapke
volume pekerjaan atau kegiatan yang teli
dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjai
dituangkan dalam laporan kemajuan has
pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian da
pengawasan pelaksanaan pekerjaan, selul
aktivitas  kegiatan pekerjaan  diloka:
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebac
bahan laporan harian pekerjaan yang beri
rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada
lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerjakonstruksi
untuk tiap macam tugasnya;

c. Jenis, jumlah dan kondisi petatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yar
dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, ban
dan peristiwva alam lainnya yan
berpengaruh  terhadap  kelancara
pekerjaan; dan

f. catatancatatan lain yang berkenaa
dengan pelaksanaapekerjaan

Laporan mingguanterdiri dari rangkuman
laporan harian dan berisi hasil kemajuan fis
pekerjaan dalam periode satu minggu, se
hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkumar
laporan mingguan dan berisi hasil kemajue
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56. Kepemilikan Dokumen

57. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia

fisik pekerjaan dalamperiode satu bulan
serta halhal penting yang perlu ditonjolkan.

55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanas
pekerjaan konstruksi, PPK dan Penye
membuat fotefoto dokumentasi dan vide:
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerja
sesuai kebutuhan.

55.7 Laporan hasipekerjaan dibuat oleh Penyedi
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, ¢
disetujui oleh PPK/ pihak PPK.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, des
laporan, dan dokumerdokumen lain serta piranti
lunak yang dipersiapkan oleh Penyediardasarkan
Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak miliRPK
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan a
penghentian atatakhir Masa Kontrak berkewajibar
untuk menyerahkan semua dokumen dan pirar
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada P
Pewyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salini
tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatas
(ika ada) mengenai penggunaan dokumen d.
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatt
dalam SSKK.

57.1 Penyedh hanya boleh melakukan subkontra
sebagian pekerjaan utama kepada Penye
Spesialis dan/atau  pekerjaan  buke
pekerjaan utama kepada Penyedia Us:
Kecil.

57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab al
bagian pekerjaan yang disubkontrakke
tersebut

57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atat
mensubkontrakkan pekerjaan.

57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupake
Penyedia Usaha Kecil, maka pekerje
tersebut harus dilaksanakan sendiri ole
Penyedia yang ditunjuk dan dilaran
dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihe
lain.

57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakuk
kerjasama dengan Subpenyedia hanya bac
melaksanakan sesuai dengan daftar bag
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabi
ada) yang dituangkan dalam Lampiran
SSKK.

57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan ye
Disubkortrakkan dan Subpenyedia) tida
boleh diubah kecuali atas persetujuan tertu
dari PPK dan dituangkan dalam adendt
Kontrak.

57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia
Subpenyedia diawasi oleh  Pengaw
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan sec
periodik kepala PPK.

57.8 Apabila Penyedia melanggar Kketentu:
sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 5°
maka akan dikenakan denda senil
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
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58. Penyedia Lain

59. Alih

Pengalaman/Keabhlian

60. Pembayaran Denda

61. Jaminan

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama ¢
menggunakan lokasi kerjatermasuk jalan akse
bersamasama dengan Penyedia Lain (jika ada) c
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas loke
kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberil
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

Dalam hal pel&sanaan paket pekerjaan konstruk
dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
Penyedia  diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktek/magang sesuai dengan juml
yang dsepakati pada saat Rapat Persiaj
Penunjukan Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk membayar san
finansial berupadenda sebagai akibat wanpreste
atau cidera janji terhadap kewajibakewajiban
Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengema#landa
dengan memotong angsuran pembayaran pres
pekerjaan Penyedia. Pembayaradenda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksana
Kontrak ini dapat berupa bank garansi ate
surety bondJaminan bersifat tidak bersyara
mudah dicairkan, dan harus dicairkan ole
penerbit jaminan paling lambat 14 (empe
belas) hari kerja setelah surat perinte
pencairan dari PPK atau pihak yang dibe¢
kuasa oleh PPK diterima.

61.2 Penerbit jaminan selain Bank Um harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi da
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jami
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharai
sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai denge
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dapat diterbitkan oleh

1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yar
menjalankan usaha di bidani
pembiayaan, penjaminan, da
asuransi untuk mendorong ekspc
Indonesia sesuai dengan ketentu
peraturan perundangundangan di
bidang lembaga pembiayaan eksp
Indonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan Asurar
Umum/Konsorsium Lembag:
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan  yar
mempunyai  program  asurans
kerugian (suretyship.

b. paket pekerjaan di ata

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dapat diterbitkan oleh

1) Bank Umum; atau
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61.4

61.5

61.6

61.7

61.8

61.9

61.10

61.11

61.12

D. HAK DAN KEWAJIBARPK

2) Konsorsium Perusahaan Asurar
Umum/Konsorsium Lembag:
Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan  Penjaminan  yar
mempunyai  program  asurans
kerugian (suretyship.

Jaminan Pelaksanaadiberikan kepadaPPK
setelah diterbitkannya Surat Penunjuke
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) seb:
dilakukan Penandatanganan Kontrak deng
besar:

a. 5% (lima persen dari Harga Kontrak;
atau

b. 5% (lima perser) dari nilai total HPS
untuk harga penawaran atapenawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan pulu
perseratus) nilai total HPS.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan pal

kurang sejak tanggalpenandatanganaan

Kontrak sampai dengafanggal Penyeraha

Pertama Pekerjaan (Provisional  Hanc

OvelPHO).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setel
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (sera
perser) dan diganti dengan Jamina
Pemeliharaan atau menahan uang retel
sebesar 5% (limperser) dari Harga Kontrak;

Jaminan Uang Muka diberikan kepa&d&PK
dalam rangka pengambilan uang muk
yang besarannypaling kurang sama dengal
besarnya uang mukgang diterima Penyedie

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurang
secara proporsional sesuai dengan sisa Ui
muka yang diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uaiduka paling
kurang sejak tanggal persetujuan pemberi
uang muka sampai dengan Tangg
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada F
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 10!
(seratus perseratus).

Pengembalian Jaminan Penmglran
dilakukan paling lambat 14 (empat belas
hari kerja setelah Masa Pemeliharaan sele
dan pekerjaan diterima dengan baik sest
dengan ketentuarkontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan pali
kurang sejak Tanggal Penyerahan Perta
Pekerjaan  sampa dengan  Tangga
Penyerahan Akhir PekerjaanFipal Hand
Over/FHO,.

62. Hak dan Kewajiban PP} Hak-hak yang dimiliki serta kewajibarkewajiban

yang

harus dilaksanakan oleh PPK dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan ya
dilaksanakan oleh Penyedia;
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63. Fasilitas

64. Peristiwa Kompensasi

f.

menerima laporanlaporan secara periodit
mengenai  pelaksanaan pekerjaan ya
dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jady
penyerahan pekerjaan dan ketentuaang telah
ditetapkan dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga vy:
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapke
kepada Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana d:
prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia unt
kelancaran pelaksanaan pekaan sesuai
ketentuan Kontrak; dan

menilai kinerja Penyedia.

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) ya
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksal
pekerjaan ini.

64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepe

Penyedia yaitu:

a. PPK mengubah jadwabekerjaan yang
dapat mempengaruhi  pelaksanae
pekerjaan;

b. keterlambatan = pembayaran  kepac
Penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambagambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesu:
jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke loki
sesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihi
Penyedia untuk melakukan penguijia
tambahan yang setelah dilaksanaki
pengujian ternyata tidak ditemukai
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundae
pelaksanaan pekerjaan;

g. PPK memerintahkan untuk mengate
kondisi tertentu yang tidak dapat didug
sebelumnya  dan disebabkéilak
disebabkaroleh PPKatau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

64.2 Jika Peristva Kompensasi mengakibatka

pengeluaran tambahan dan/atat
keterlambatan penyelesaian pekerjaan me
PPK berkewajiban untuk membayar gal
rugi dan/atau memberikan perpanjangat
Masa Pelaksanaan.

64.3 Gantirugi akibat Peristiwa Kompensasi han

dapat dibayarkan jika berdasarkan date
penunjang dan perhitungan kompensasi yal
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, de
dibuktikan kerugian nyata.

64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya de¢

diberikan jika berdasarkan data penunjar
dan perhitungan kompensasi yang diajuke
oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktil
perlunya tambahan waktu akibat Peristiw
Kompensasi.
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64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti ru
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksana
jlka Penyedia gagal atau lalai untu
memberikan  peringatan  dini  dalan
mengantisi@si atau mengatasi dampe
Peristiwva Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

65. Tenaga Kerja Konstruks 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang beke
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifika
kompetensi kerja.

65.2 Tenaga Kerja Konstruksiselain Persone
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pad
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifika
kompetensi kerja, maka Penyedia wa
memastikan dipenuhinya persyarata
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Ma
Pelaksanaan.

66. Personel Manajerial 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan d:
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan vya
Utama tercantum dalam Lampiran A SSKK.

66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan di
digunakan untuk pelaksanaan pekerjae
adalah peralatan yang laik dan harus seslt
dengan yang tercantum dalam Lampiran
SSKK.

66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/ate
Peralatan Utama tidak boleh dilakuke
kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK d
dituangkan dalam adendum Kontrak.

66.4 Jika penggantian Personel Manajer
dan/atau Peradtan Utama perlu dilakukan
maka Penyedia berkewajiban  untL
menyediakan pengganti dengan kualifika
yang setara atau lebih baik dari tenaga ke
konstruksi  dan/atau  peralatan  yan(
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.5 PPK dapat menyetujt
penempatan/gnggantian Persone
Manajerial dan/atau Peralatan Utam
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setela
mendapat rekomendasi dari Pengaw
Pekerjaan.

66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajeri

1) tidak mampu atau tidak dapat melakuka
pekerjaan dengan balik;

2) berkelakuan tidak baik; dan/atau

3) mengabaikan pekerjaan yang menja
tugasnya;

maka Penyedia  berkewajiban  untL

menyediakan pengganti dan menjam

Personel Manajerial tersebut meninggalki

lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) har

kalender sejak diminta oleRPK

66.7 Personel Manajerial berkewajiban untu

menjaga kerahasiaan pekerjaannya. J

diperlukan oleh PPK, Personel Manajer

dapat sewaktewaktu disyaratkan untuk

menjaga kerahasiaan pekerjaan di baw.

sumpah.
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66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajel
dan/atau Peralatan Utama mak
penambahan tersebut harus mendag
persetujuan terlebih dahulu dari PPK de
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia ai
pelaksanaan pekerjaan dalamKontrak
sebesar Harga Kontrak.

67.2 Harga Kontrak telah memperhitungka
meliputi :
a. beban pajak;

b. keuntungan dan biayaoverhead(biaya
umum);

c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan

d. biaya penyelenggaraan keamanan d
kesehatan kerja serta keselamat
konstruksi.

68. Pembayaran 68.1 Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiaye
mobilisasi peralatan/tenaga  kerj;
konstruksi, pembayaran uang tanda ja
kepada pemasok bahan/materic
dan/atau untuk persiapan teknis lain.

b. Untuk usaha kecil, uang muka dap:
diberikan paling tinggi % (tiga puluh
perser) dari Harga Kontrak.

c. Untuk usahanon kecil uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua pulur
perser) dari Harga Kontrak.

d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muk
dapat diberikan paling tinggil5% (lima
belasperser) dari HargaKontrak.

e. Besaran uang muka ditentukan dala
SSKK dan dibayar setelah Penye
menyerahkan Jaminan Uang Muk
paling sedikit sebesar uang muka yal

diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, mak
Penyedia harus mengajuka

permohonan pengambilan uang muk
secan tertulis kepada PPK disert
dengan rencana penggunaan uang mul
untuk melaksanakan pekerjaan sest
Kontrak dan rencana pengembaliannye

g. PPKharus mengajukan Surat Permintac
Pembayaran (SPP) kepada Pejak
Penandatangananan  Surat Perint
Membayar (PPSPM)ntuk permohonan
tersebut pada huruff, paling lambat7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uan
Muka diterima

h. Pengembalian uang muka hart
diperhitungkan berangsuwangsur secare
proporsional pada setiap pembayare
prestasi pekerjaan dan paling lamb.
harus Ilunas pada saat pekerja:
mencapai prestasi 100% (seratpsrser).

68.2 Prestasi pekerjaan
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Pembayaran prestasi hasil pekerjaan ye
disepakati dilakukan oleh PPK, deng
ketentuan:

a. Penydia telah mengajukan tagiha
disertai laporan  kemajuan has
pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak bolel
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yar
telah dicapai dan diterima oleh PPK;

c. pembayaran dilakukan terhada|
pekerjaan yang sudah terpasang;

d. pembayaran dakukan dengan sistem
termin yangketentuanlebih lanjut diatur
dalam SSKK;

e. pembayaran harusnemperhitungkan:

1) angsuran uang muka;
2) denda (apabila ada);
3) pajak; dan/atau
4) uang retensi

f. untuk Kontrak yang mempunya
subkontrak, permintaan pembayara
harus dilengkapi bukti pembayarar
kepada seluruh Subpenyedia sesi
dengan prestasi pekerjaan. Pembayal
kepada Subpenyedia dilakukan sesi
prestasi  pekerjaan yang  seles
dilaksanakan oleh Subpenyedia tan
harus menunggu pembayaran terlebi
dahulu dari PPK;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukal
setelah pekerjaan selesai 100% (sera
perser) dan Berita AcaraSerah Terims
Pertama Pekerjaan ditandatangani ol
PPK dan Penyedia;

h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) har
kerja setelah pengajuan permintaa
pembayaran dar Penyedia diterima
harus sudah  mengajukan  Sur:
Permintaan Pembayaran kepada Peja
Penandatanganan Surat Perint:
Membayar (PPSPM)

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dale
perhitungan angsuran, tidak akai
menjadi alasan untuk  menund;
pembayaran. PPK dapa meminta
Penyedia untuk menyampaika
perhitungan prestasi sementara dengi
mengesampingkan hahal yang sedanc
menjadi perselisihan.

68.3 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yar
dikenakan kepada Penyedia, antara la
denda keterlambatan dam penyelesaiar
pelaksanaan pekerjaan, denc
keterlambatan dalam perbaikan Cac
Mutu, denda terkait pelanggarar
ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansie
yang dikenakan kepada PPK maup
Penyedia karena terjadinya cidel
janjilwanprestasi. Besarnya sanksi gar
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69. Hari Kerja

69.1

69.2

69.3

69.4

69.5

rugi adalah sebesar nilai kerugian yar
ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambatan vya
dikenakan kepada Penyed atas
keterlambatan penyelesaian pekerjai
adalah:

1) 1A (satu perser
bagian Kontrak yang tercantun
dalam Kontrak (sebelum PPN); ata

2) 1A (satu perser
Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi sebagai akib
Peristiwa Kompensasi yang dibayar ol
PPK atas keterlambatan pembayat
adalah sebesar bunga dari nilai tagihe
yang terlambat dibayar, berdasarke
tingkat suku bunga yang berlaku pad
saat itu menurut Kketetapan Ban
Indonesia, sepanjang telah diputusk:
oleh lembaga yang berwenang;

e. Pembayaran denda dan/atau ganti rut
diperhitungkan dalam pembayarai
prestasi pekerjaan.

f. Ganti rugi kepada Penyedia dap
mengubah Harga Kontrak setele
dituangkan dalam adendum kontrak.

g. Pemlayaran ganti rugi dilakukan olefr
PPK, apabila Penyedia telah mengajul
tagihan disertai perhitungan dan data
data.

Orang hari standar atau satu hari oran
bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas
(tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jan
istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan melakuke
pekerjaan apapun di lokasi kerja pada wak
yang secara ketentuan peratam perundang
undangan dinyatakan sebagai hari libur ate
di luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau

c. pekerjaan tidak dapatditunda, atau
untuk keselamatan/perlindungan
masyarakat, dimana Penyedia harus
segra memberitahukan  urgensi
pekerjaan tersebutkepada Pengawas
Pekerjaan dan PPK

Semua pekerja dibayar selama hari kerja d
datanya disimpan oleh Penyedia. Daft
pembayaran masingnasing pekerja dapa
diperiksa oleh PPK.

Untuk pekerjaan yang dilakukan duar hari
kerja efektif dan jam kerja normal haru
mengikuti  ketentuan  Menteri  yan(
membidangi ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari ker
efektif dan/atau jam kerja normal harus
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
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70. Perhitungan Akhir

71. Penangguhan

G. PENGAWASAN MUTU

72. Pengawasan dan
Pemeriksaan

73. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh PPK

74. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaa
terakhir dilakukan setelah pekerjaan seles
100% (seratusperseratuy dan berita acara
serah terima pertama pekerjaantelah
ditandatangani oleh kedupihak.

70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakuka
Penyediaberkewajiban untuk mayerahkan
kepada Pengawas Pekerjaan perhitung
nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PF
berdasarkan hasil penelitian tagihan ole
Pengawas Pekerjaan berkewajiban unt
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagih
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh’
hari kerja terhitung sejak tagihan dai
dokumen penunjang dinyatakan lengkap de
diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran se
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia |
Penyedia gagal atau lalai memenu
kewajiban kontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan ses
dengan waktu yang telah ditetapkan.

71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepe
Penyedia tentang penangguhan hi
pembayaran, disertai alasaslasan yang jela:
mengenai penangguhan tersebut. iyedia
diberi kesempatan untuk memperbaiki dala
jangka waktu tertentu.

71.3 Pembayaran yang ditangguhkan har
disesuaikan dengan proporsi kegagalan ai
kelalaian Penyedia.

71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguf
pembayaran akibat keterlambata
penyerahan pekerjaan dapat dilakukar
bersamaan dengan pengenaan denda kep
Penyedia.

PPK berwenang melakukan pengawasan d:
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan vy
dilaksanakan  oleh  Penyedia. @ PPK da
memerintahkan kepada pihak ketiga untu
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas se
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan o
Penyedia.

73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan d
melakukan penilaian sementaratas hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakuke
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaa

741 PPK atau Pengawas Pekerjaan a
memeriksa setiap hasil pekerjaan di
memberitahulan Penyedia secara tertulis at
setiapCacat Mutu yang ditemukan. PPK ate
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahl
Penyedia untuk menemukan da
mengungkapkan Cacat Mutu, serta mengt
hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK a
Pengawas Pekerjaan mengandunCacat
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74.2

75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1

76. Kegagalan Bangunan

75.2

75.3

75.4

76.1

76.2

Mutu . Penyedia bertanggung jawab at
perbaikanCacat Mutu selama Masa Kontral

Jika PPK atau Pengawas Pekerj
memerintahkan Penyedia untuk melakuke
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercanturr
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, c
hasil uji cdba menunjukkan adanyacacat
mutu maka Penyedia berkewajiban untt
menanggung biaya pengujian tersebut. Ji
tidak ditemukan adany&acat Mutu maka uji
coba tersebut dianggap sebagai Peristi
Kompensasi

PPK atau Pengawas Pekerjaan na
menyampaikan pemberitahuari©€acat Mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemu
Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggu
jawab atagCacat Mutu selamaMasa Kontrak

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu
tersebut, Penyedia berkewajiban untt
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalan
pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mt
dalam jangka waktu yang ditentukan mak
PPK, berdasarkan pertimbangan Penga
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung a
melalui pihak ketiga yang itlnjuk oleh PPK
melakukan perbaikan tersebut. Penyec
segera setelah menerima klaim PPK sec
tertulis berkewajiban untuk mengganti biay
perbaikan tersebut. PPK dapat mempero
penggantian biaya dengan memotor
pembayaran atas tagihan Penyedia yartgha
tempo (jika ada) atau uang retensi ate
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau ji
tidak ada maka biaya penggantian ak:
diperhitungkan sebagai utang Penyec
kepada PPK yang telah jatuh tempo.

PPK mengenakattenda keterlambatan untul
setiap keterlambatan perbaikaGacat Mutu
dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepa
Penyedia jika tidak melakeakan perbaikan
cacat mutu. Besaran denda keterlambat
dan jangka waktu perbaikan akibaCacat
Mutu ini ditentukan dalan SSKK.

Apabila terjadi Kegagalan Bangunan ma
PPK dan/atau Penyedia terhitung sej
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggung jawab atas Kegagalan Bangur
sesuai dengan kesalahan masin@sing
selama Umur Konstruksi yang tercantu
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 1
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK ac
dicantumkan lama pertanggungan terhade
Kegagalan Bangan yang ditetapkan apabil:
rencana Umur Konstruksi kurang dari 1l
(sepuluh) tahun.

Penyedia berkewajiban untuk melindung
membebaskan, dan menanggung tanpa be
PPK beserta instansinya terhadap ser
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76.3

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajibat
kehilangan, kerugian, denda, gugatan at:
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukur
dan baya yang dikenakan terhadap PF
beserta instansinya (kecuali kerugian yai
mendasari tuntutan tersebut disebabk
kesalahan atau kelalaian PPK) sehubun
dengan klaim kehilangan atau kerusake
harta benda, dan cidera tubuh, sakit at¢
kematian pihak ketig yang timbul dari
kegagalan bangunan.

PPK maupun Penyedia berkewajiban unt
menyimpan dan memelihara semua dokum:
yang digunakan dan terkait denga
pelaksanaan ini selama Umur Konstruk
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lel
dari 10 (sepuluh) talun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa

78. ltikad Baik

77.1

77.2

77.3

78.1

78.2

Para Pihak berkewajiban untuk berupay
sungguhsungguh menyelesaikan seca
damai semua perselisihan yang timbul de
atau berhubungan dengan Kontrak ini ata
interpretasinya  selama  atau  sddh
pelaksanaan pekerjaan ini dengan prins
dasar musyawarah untuk  mencapi
kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para piha
sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tic
dapat mencapai suatu kemufakatan, ma
penyelesaian perselisihan atau sengk
antara para pihak dalam Kontrak dapa
dilakukan melalui, alternatif penyelesaia
sengketa, dewan sengketa (menggantik
mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.

Penyelesaian perselisinesengketa yanc
dipilih ditetapkan dalam SSKK.

Para pihak bertindak berdasarkan asas sal
percaya yang disesuaikan dengan hha#ik
yang terdapat dalankKontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanake
perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkal
kepentingan masingmasing pihak. Apabile
selama Kontrak, salah satu pihak meras:
dirugikan, maka diupayakan tindakan yan
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
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SYARATSYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 | Korespondens Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK : PPK............. [diisi namasatuan
kerja PPK
Nama e /aliSi nama PPK]
Alamat ceeeeennn/aliST @alamat PPK]
Website ceeeennnJaliST websitePPK]
Email e faliisi eamallPPK]
Faksimili ceeeennn JaliSI nomor faksimili PPK]
Penyedia : ..o, [dilsi  nama badar
usahanama KS@
Nama L e [diisi nama yang ttd sura
perjanjian]
Alamat ... [allsi @lamat Penyedial
Emal  : ... [diisi email Penyedial
Faksimili — : ... [diisi  nomor  faksimili
Penyedial
4.2 &5.1 | Wakil Sah| Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Para Pihak
Untuk PPK:
Nama @ ... [diilsi nama yang ditunjuk
menyjadi Wakil Sah PRK
Berdasarkan SuratKeputusanPPK
eé nomor . e.
[diisi  nomor dan tanggal Si
pengangkatan Wakil Sah PPK]
Untuk Penyedia:
Nama D e [diisi nama yang ditunjuk
menyjadi Wakil Sah Penyedia
Berdasarkan Surat Keputusan
e é nomor . e.
[diisi  nomor dan tanggal Si
pengangkatan Wakil Sa
Penyedial
6.3 & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada .....................
4ii35& Jaminan [diisi nama kantor Kas Negara]
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama ....[dis/ jumilah hari
Pelaksanaan | kalender dalam angka dan hurdf hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantu
dalam SPMK.
274 Masa 1. Masa Pelaksanadma gi an peker |
Pelaksanaan [diisi bagian pekerjaannyajselama ........ [aiisi

untuk Serah
Terima
Sebagian
Pekerjaan
(Secara
Parsial)

Jumiah hari kalenderdalam angka dan huryf
hari kalenderterhitung sejak Tanggal Mulai Kerj;
yang tercantum dalam SPMK

2. Masa Pelaksanadma gi an peker |
[diisi bagian pekerjaannyagelama ........ [aiisi
Jumlah hari kalenderdalam angka dan huryf
hari kalenderterhitung sejak Tanggal Mulai Kerj
yang tercantum dalam SPMK
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3. Dst.

Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan ser
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)

31.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama ... [diisi jumiah
Pemeliharaan | hari kalenderdalam angka dan hurdf hari kalender
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Perta
Pekerjaar(PHO)
31.18 | Serah Terimg Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terim
Sebagian pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bag
Pekerjaan sebagai berikut:
1. s
2. e
3. Dst
[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan ser
terima sebagian pekerjaan (secara parsial)]
31.21 | Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaar
Pemeliharaan e é é e & [disi bagian pekerjaannyagelama
untuk Serah .........JalfsI jumiah hari kalenderdalam angka dar
Terima huruf] hari kalender terhitung sejak tangge
Sebagian penyerahan  pertama bagian  pekerjaarn
Pekerjaan e é é e é [diisi bagiar pekerjaannyal
I(I’Sa(iggl? 2 que} ] 'Pem(gli_haraa_n bagian pekerjaan
€ & é é é [disi bagian pekerjaannyagelama
......../dllsi jumlah hari kalenderdalam angka dar,
huruf] hari kalender terhitung sejak tangge
penyerahan  pertama bagian pekerjaan
é é é é é [diisi bagian pekerjaanyal
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan sel
terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan su
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
33.1 Pedoman Gambadsbuild dan/ at apengoperdsian
Pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahke
dan paling lambat ..... (... dalam huruf ......... ) hari
Perawatan/ kalender setelah Tanggal Penyerahan Perte
Pemeliharaan | Pekerjaan
42.b Pembayaran | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbi
Tagihan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angs
adalah ........... (... dalam huruf ......... ) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokun
penunjang yang tidak diperselisinkan diterima ol
PK.
47.(i) Hak dan| Hak dan kewajiban Penyedia :

Kewajiban 1. 66 6.

Penyedia 2. 666,
3. Dst

[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akit
lingkup pekerjaanselain yang sudah tercantum dala
SSUK]
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54.1.(d) | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerluk|
Penyedia yan¢ persetujuan PPK adalah: .............. [dlisi selain yang
Mensyaratkan| sudah tercantum dalam SSUK, apabila adal
Persetujuan
PPK

54.2.(d) | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerluk
Penyedia yang¢ persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ............
Mensyaratkan| /diisi selain yang sudah tercantum dalam SSi
Persetujuan | apabila adal
Pengawas
Pekerjaan

56 Kepemilikan | Penyedia diperbolehkan menggunakan salin
Dokumen dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dal
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan seb;
berikut: ................... [diisi batasan/ketentuan yan
dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: uni
penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertu
dari PPK
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : ............
[diisi fasilitas milik PPK yanakan diberikan kepad.
Penyediauntuk kelancaran pelaksanan pekerjaan
(apabila ada)

64.1.(h) | Peristiwa Termasuk Peristiwva Kompensasi yang dagiberikan

Kompensasi | kepada Penyediadalah .................. Jdiisi apabila ada
Peristiwva Kompensasi lain, selamng telah tertuang
dalam SSUK]

68.1.(e) | Besaran Uan¢ Uang muka diberikan paling tinggi sebesar ...
Muka (-....dalam huruf.....flari Harga Kontrak.

68.2.(d) | Pembayaran | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ¢
Prestasi Termin, dengan ketentuaan tahapan pembayat
Pekerjaan sebagai berikut:

No | Tahapan Besaran % Keterangan
pembayaran | pembayaran
(milestong | dari Harga
Kontrak
1 |eéée eéeée [disi|éeéé
[diisi dengan| dengan
satu atau ketentuan
gabungan | persentase yan
keluaran/su | dibayarkan
bkeluaran maksimal
yang  akan senilal
dibayarkan] | pekerjaan yang
sudah
terpasang]
2 [éeéé eéée
3 | dst
Dokumen penunjang yang disyaratkan unty

mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjag
1. ééé.

2. ¢ é é.

3. Dst

[diisi dokumen yang disyaratkan]
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68.3.(C)

Denda akiba
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan un
setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (sa
perseribu) dari ................ (sebelum PPNYlisi dengar
memilih salah satu dari Harga&ontrak atauharga
bagian Kontrakyang tercantum dalam Kontrak dé
belum diserahterimakan apabila ditetapkan se
terima pekerjaan secara parsiall

75.4 Perbaikan Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk set
Cacat Mutu hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (s:
perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jan
waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perKkir:
waktu yang diperlukan untuk perbaikan dg

ditetapkan oleh PPK.

76.1 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umi
Konstruksi dar Konstruksi selama .....{........dalam huruf..........]
Pertanggunga tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerja:
terhadap [dliisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokun
Kegagalan perancangan]

Bangunan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangur
ditetapkan selama ...... (oo dalam huruf.........,
tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaq
[diisi sesuai dengan umur rencana pada hurui
apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 1(
(sepuluh) tahunj

77.4 Penyelesaian | Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercap

Perselisihan/S
ngketa

maka para pihak  sepakat
perselisihan/sengketa melalui

menyelesail

1. e é ée. [apabila menggunakan alterna
penyelesalian sengketa dipilih mediasi/konsilié

menunjuk eeeé [ di i s ima
mediator/konsiliator]
atau

Dewan Sengketa menunjui € € e
sejumlah anggota dewan sengketaj

[dii]

2. Arbitrasemenunjuké é ¢ é [ di i si n
arbitrase yang berbadan hukum]

[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesal
sengketaberdasarkan hasil kesepakatan saat R
Persiapan Penandatanganan Kontrak]
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LAMPIRAN A SYARAYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No Bagian Pekerjaan yan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia| Subpenyedie Subpenyedig
1 eéeé. eéé. eeéecé. eeéecé. eeéeé. .
2 eée. eée. eée. eée. eée. .
3 Dst
b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
No Bagian Pekerjaan yan Nama Alamat Kualifikasi Keterangan
Disubkontrakkan Subpenyedia| Subpenyedie Subpenyedig
1 eéeé. eéé. eéé. eéé. eéeé. .
2 eée. eée. eée. eée. eée. .
3 Dst
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Nama Jabatan : Pengal_aman Sertifikat
No| Personel dalam '_I'l_ngkat_ Kerj_a Kompetensi Keterangan
Manajerial Pelfe.rjaan Pendidikan/ljazah| Profesional Kerja
ini (Tahun)
1 eée. eée. .[éeé. eée. eée. eée. .
2 [ééée. eéé. .|[ééee. eée. eéeé. eéeé. .
3 | Dst
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Nama Merk Status
No | Peralatan| dan Kapasitas Jumlah | Kondisi - Keterangan
. Kepemilikan
Utama Tipe
1 |ééeée. |(éeé.|éeé. |eéé. | eée.|eée. e ée.
2 |éeéé. |éeé.|éeé. |eée.|eéee.|éeé. eee.
3 | Dst
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LAMPIRAN B SYARAIYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANKESELAMATAN KONSTRUKSI

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKS

[Logo & Nama Perusahaar [digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.l. Kepedulian pimpinan terhadap Isksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. DukunganKeselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2.Tinjauanmanajemen
E.3.Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEKESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha
Jabatan D e
Bertindak untuk PT/ CV/ Fir ma/l atpliyangai nny a
dan atas nama sesual dan cantumkan nama
dalam rank a pengadaans/ naga pakéeé Hdada € éééi

[/isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihdserkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptany&ero Accident dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Kselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikedan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

ogakwnhpE

eeéé tempat , &nggal [ é é é éulai 28@min] |

[Nama Penyedia

[tanda tangah
[nama lengkap
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATRONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : € € é éémalwakil sah badan usaha
Jabatan D e
Bertindak untuk PT/ CV/ Fir ma/ ofihayang $esuain ny a é

dan cantumkan nama

2. Nama e nama wakil sah bdan usahk
Jabatan : eéeeée
Bertindak untuk PT/ CV/ Firma/ at aupiib ai nny a
yang sesual dan cantumkan naina
3. ... [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

,,,,,,,

dal am rangka p e nsQ raadha pakgt  éptaédeae geéééc
[/isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihdserkomitmen melaksanakan
konstruksi berkeselamatan demi terciptany&ero Accident dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP

ogbwnhE

eéée tempat , @nggal | é é é dulari 2@l |

[Nama Penyedla [Nama Penyedla [Nama Penyedfa

[tanda tangah [tanda tangah [tanda tangah
[nama lengkap [nama lengkap [nama lengkap

[cantumkan tanda tangan dan nangetiap anggota K§O
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B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : ..................

Kegiatan e
Lokasi UUPPRRPRTRTRN
Tanggal dibuat L hal aman : é.. [ é.
PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN
JENIS/TIPE| IDENTIFIKASI SKALA
NO DAMPAK PENGENDALIAN
PEKERJAAY  BAHAYA KEKERAPAN KEPARAHAN T;’:‘;EQT PRIORITAS RISIKO K3
@ @ ®) @) () (6) @ ®) ©)
Keterangan.
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan
Kegiatan

Lokasi

Tanggal dibuat

SASARAN KHUSUS PROGRAM
TIPE/JENIS | PENGENDALIAN
NO | PEKERJAAN RISIKO URAIAN T&LUORK SSXAYBAER ‘&OX‘E‘T’BA INDIKATOR | /o oo o | PENANGGUNG
PENCAPAIAN JAWAB
) 2 3 4) %) (6) (7) (8) 9 (10)
Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)
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BABVII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

PokjaPemilihanmenguaikan Spesifikasi Teknis dan Gambamng diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai jpakerjaan yang akan téndeikan,

dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat munghénggunakarproduksi

dalam negeri;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
Metoda pelaksanaan harus logis, realistik ddapat dilaksanakan;

Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Mencantumkan syarasyarat bahan yang dipergunakan @ah pelaksanaan
pekerjaan;

Mencantumkan syarasyarat pengujian bahan dan hasil produk;
Mencantumkan kriteria kinerja produk éuiput performancgyang diinginkan;
Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

O Spesifikasi Bahan Bangunan Konstsu

a. Pokja Pemiliharharus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil
yang telah diidentifikasi oleh PPK.

b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3), seperti c#tinner, gasacetylene BBM, BBG,
bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan,
penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan
limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang
berlaku;

c. Informasi tentang penanganan B3 dapatipdroleh dari Lembar Data
Keselamatan Bahamaterial Safety Data Shésfang diterbitkan oleh pabrik
pembuatnya, atau dari sumbersumber yang berkompeten dan/ atau
berwenang.

o abkowbd

11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

a. Pokja Pemiliharharus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil
yang telah diidentifikasi oleh PPK .

b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem
perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah papaspdse
bahaya secara langsurigrhadap tubuh pekerja;

c. Informasitentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat
dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya,
ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
a. Pokja Pemilihartyang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau dengan
melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksipharus menilai kesesuaian
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identifikasi bahaya dari setiapahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh
PPK

Setiap proses/kegiatan harus dilgkapi dengan prosedur kerja, sistem
perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan raméumbu
peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD)
yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;

Setiap jenis proses/kgatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan
yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan
analisis keselamatan pekerjaanfJob Safety Analy¥isdan tindakan
pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya hamedalui prosedur izin kerja lebih

dulu dari penanggungjawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja
dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk
melaksanakarenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan
prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis
pekerjaan/tugasnya tersebut

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a.

Analisis Keselamatan Pekerjaalob Safy Analysis(JSA)harus dilakukan
terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan
persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan
kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun secara logis, realistik dan dapkksanakan
dengan menggunakan peralatan, perkakasnaterial dan konstruksi
sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat
dikerjakan oleh pekerja dan oprator yang terlatih;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam memyudan
menggunakan metoda kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat
bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang
sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat
melindungi pekerja, alat dan mated dari bahaya dan risiko kegagalan
konstruksi dan kecelakaan kerja;

Setiap metode kerja/konstruksyang diusulkan penyedia, harus dianalisis
keselamatan pekerjadwob Safety Analysis(JSA) diuji efektifitas
pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jikamwse faktor kondisi
lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi
pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat
menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan
pekerja/operator, maka metode Ka dapat disetujui, setelah dilengkapi
dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami
oleh pekerja/operator;

Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi
bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerjmgalidalamnya sudah
mencakup analisis keselamatan pekerjadab Safety Analy$3SA)Misalnya
untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja
(platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung
diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir
yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus
menggunakan turap dan tangga aksesgbpekerja untuk naik/turun;

Setiap metoda kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan
berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggtawabkan, baik dari
standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis
laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.
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14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan

gambargambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta
metode pelaksanaar{onstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang
mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur,
struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan
maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

Setig tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan
untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan
pengalaman profesionalnya, dan dapat meniest bahwa semua potensi
bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan
metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan
pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3
yang berlaku;

Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran,
pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan,
pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga
ahli dan tenaga terampil yang berkompetdserdasarkan gambar gambar,
spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan
sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang KK@struksidi atas harus
melakukan analisikeselamatan pekerjaandb safety analysysetiap sebelum
memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko
telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan
kerja dan/atau penyakit di tempat kerja,

B. Keteranga Gambar
Gambargambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

agrONE

Peta Lokasi

Lay out

Potongan memanjang
Potongan melintang
Detail detail konstruksi
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BABVIIl. DAFTARKELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada P¢
(IKP), SyaraSyarat UmumKontrak (SSUK)an SyaratSyarat Khusus
Kontrak (S8K), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kelu
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana dit
dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Hargkecuali bagian pekerjaat
Material on Site(bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua b
pekerjaan, personel, pengawasan, baHaahan, perawatan, asurang
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, b&auntungan, overheaddan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas
apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai ur
mencantumkan harga untuk suatypekerjaan maka pekerjaan terseb
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Dj
Keluaran dan Harga.

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketent
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayz
dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud hi
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait

Pokja Pemilihanakan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagia
pekerjaan lumsum) atas kesalahan penghitungan dengeetentuan
sebagai berikut:

a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harg
penawaran dengan menyesuaikan keluaram/pui pekerjaan yang
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercani
dalam DokumenTender

b. Koreksiaritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftg
Keluaran dan Harga, maka keluararfoutput) pekerjaan yang
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokur
Tendertanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontr
Lumsum,;

c. Perbelaan angka dan huruf harga penawaran:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawa
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalg
tulisan huruf;

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedang
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau sala|

maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
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Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH
No Uraian per. 563@?2;5&[“&” Satuan Harga | Total
Keluaran/output Keluaran/outout Keluaran/output | Harga
Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
Keterangan:

1. Mata Pembayan Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat
umum.
Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harganerupakanharga sebelum PPN (Pajak Pertambahan
Nilai).
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Daftar 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta
Keselamatan Konstruksi

CONTOH
No Uralan nglgf 'Zﬁig n Satuan Harga Total
Keluaran/output Keluaran/output Keluaran/output | Harga

Total Daftar 2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
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Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

CONTOH
No Uraian SZ‘?Z ,f /Ziifa/ n Satuan Harga Total
Keluaran/output Keluaran/outout Keluaran/output Harga
Total Daftar3
(pindahkannilai total ke Daftar Rekapitulasi
Keterangan:

1. Pada judul Daftar3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagieagian
pekerjaan lain.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang teteandalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harganerupakanharga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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Daftar 4: Mata Pembayaran:

CONTOH
No Uralan 52?/255 'Zﬁfﬁ; n Satuan Harga Total
Keluaran/output Keluaran/output Keluaran/output | Harga
Total Daftar4
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulas
Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran jenis pekerjaan yang sudah
diuraikan dalam Mata Pemabayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari
satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Hargamerupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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DAFTAR REKAPITULASI CONTOH

Mata Pembayaran Harga

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Penyelenggaraar

Keamanan dan Kesehatan Kerja sel

Keselamatan Konstruksi

Daftar No.3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utamg

Daftar No.4: Mata Pembayaran
A dll.A

Jumlah (Daftar 1+2+3+
TOTAL NILAI

PPN 10%

Total termasuk PPN 10%
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BABIX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop surat K/L]

Nomor : , 20
Lampiran :

Kepada Yth.
di

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tanggal perihal dengamwa/ penawaran/penawaran
terkoreksi] sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjudari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini

Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan PelaksasahesaRp . é é é.

(éeéeé. . R/G% dad Wi/ kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara

80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPSumilai penawaran/terkoreksi
dibawah 80% HP$fengan masa berl aku sel ama é. (ééc¢
[sekurangkurangnya sama dengan jangka waktu  pelaksanaarian
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan PresideNo. 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta patjuk teknisnya

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[hama lengkap
[jabatanj

NIP.

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L]

2. JAPIP K/L/]

3. [Pokja Pemilihah
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B. BENTUKSURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Pembuat Komitmen]
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitrmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
bersama inmemerintahkan:

[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjagengan memperhatikan ketentuan
ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :

2. Tanggal mulai kerja :

3. Syaratsyarat pekerjaansesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaianselama ( [hari kalenaer/bulan/tahun ] dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai
denganketentuan yang tercantim dalamSyaratSyarat Khusus Kontrak.

) 20

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tanganj
[nama lengkap]

Jjabatan]
NIP:
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Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
[tandatangan]

[nama lengkap wakil sah bagan usahaj
Jjabatanj
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C. BENTUK SURASURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [nam&ejabat Pembuat Komitmen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai JaminanPelaksanatas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.

tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyeledean pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin

sebagaimana ditentukan dalaBokumenTenderyang diikuti olehYang Dijamn.

Garansi Banlkni dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalenddari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertdsngan melampirkan
Surat PernyataakVanprestasi darPenerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktupaling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Uncondiitionalsetelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi dd?enerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janjialai/ti dak memenuhi kewajibannya

4. Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Uneldngang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
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Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masiaging
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]
Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasiGaransi ini ke [Nama da/l]abafaﬂ]
[bank]
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamatsebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alanmsgbagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansghagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami,TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi  kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surahunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

No. tanggal untuk pelaksanaan tender
pekerjaan yang diselenggarakan BENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender déatif efelai
dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahdERJAMIN

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditionalsetelah menerima tuntutampencairan secara tertulislari PENERIMA
JAMINAN lerdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINEbih dahubl disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudalrdinirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkandi

pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
[Nama dan Jabatan] [Namadan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang

Jaminandisarankan untuk

mengkonfirmasiJaminami ke
[Penerbit Jamingh
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Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[hama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : [hamaPejabat Pembuat Komitmjen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jamindlang Muka atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedia]
Alamat
selanjutnya disebut YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muk@ ya
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalenddari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertudisngan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi d&&nerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3. Penjamn akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atasatau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijardalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syar@vnconditionalsetelah
menerima tuntutan pencairan ai Penerima Jaminan berdas&urat Pernyataan
Wanprestasi darPenerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janjilalai/tidak memenuhi kewajibannya

4. Penjamin melepaskan hakak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda
yang dikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Unddngang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkitimbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masintasing
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]
Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasiGaransi ini ke [Nama dan Jabata/?]
[bank]
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Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbigaminan]

JAMINANUANG MUKA

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamatsebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan], [alanmsgbagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansghagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengamingikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana  ditetapkan berdasarkan Kontrak No.

tangaal dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannyaelakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menrokumen
Kontrak

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di ataatau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAd4lM waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarg@/nconditionalsetelah
menerima tuntutan pencairan secara tertuliddari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera
janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINEbih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Pealat

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkandi

pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
[Nama dan Jabatan] [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminandisarankan untuk
mengkonfirmasiJaminami ke

[Penerbit Jamingh
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
~/nama bank] berkedudukan di
[alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakaakan membayar kepada:
Nama : namapPejabat Pembuat Komitmen
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jamin®emeliharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedial
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kepnbannya kepada Penerima
Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukgpemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalamDokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hari kalenddari tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulsngan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi d&&nerima Jaminapaling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam
butir 1.

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)rih&erja tanpa syarat
(Unconditionalsetelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi d&?enerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi
akibat Yang Dijamin cidera janfalai/tidak memenuhi kewajibannya

4.  Penjammn melepaskan halhak istimewanya untuk menuntut supaya bendenda
yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang
Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Unddngang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtagankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masiaging
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di
Padatanggal

[Bank]
Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang

Garansi Bank disarankan untuk

mengkonfirmasiGaransi ini ke [Nama dan Jabata/?]
[bank]
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JaminanPemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINANPEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namaj,
[alamatgebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penerbit jaminan|, [alansgbagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas
terikat pada [nama Pejabat Pembuat Komitmen
[alansdpagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas wuang sejumlah Rp (terbilang
)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengamiemgikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana  ditetapkan berdasarkan Kontrak  No.

tanggal dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukpameliharaan sebagaimana
ditentukan dalamDokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpeasya
(Uncondlitionalsetelah menerima tuntutamencairan secara tertulislari PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janiji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali &ahw
PENJAMIN melepaskan halak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMINEbih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jamindranuis sudah diajukan
selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya
masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang D|ke|uarkan d|

Jaminandisarankan untuk

mengkonfirmasiJaminaimi ke pada tanggal
[Penerbit Jamingh

TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00

[Nama &Jabatan] [Nama &Jjabatan]
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BAB X PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapanrevaluasi kewajaran harga dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta kepada penyedia jasa untuk membuat analisa harga satuan semua Mata
Pembayaran Utama (jika dalam dokumen pengadaan tidak tercantum ketentuan untuk

menyampaikan analisa harga satuan) dengamfat sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN P,

SATUAN MATA PEMBAYARAN D

VOLUME .

No. Uraian Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

@ @) ® (4) ®)

(6) = (4)x(5)

@)

IV. | JUMLAH (1+11+11)
V. | BIAYA UMUM

VI. | BIAYA KEUNTUNGAN
VII. | TOTAL(IV+V)

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN AP

SATUAN MATA PEMBAYARAN....

VOLUME D

Kuantitas Harga Satuan (R
Uraian Satuan 9 (Rp)

Jumlah (Rp)

HPS a b HPS a b* HPS

a b

Ket

) ®3) 4) ) (6) @) ®) ©) (10) = (4)x(7.

(A1) = ©G)x@) (12) = (6)X(S.

a4

V.

VI.
VII.

JUMLAH (1 + 11 +111)
BIAYA UMUM (misal: 3%)
BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)** 0,00
TOTAL (IV+V)

Ket:
a

:Penawaran

b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan
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9.

Penyedia jasa diminta menjelaskan terhadamntitas/koefisien yang dimasukkan
dalam analisa harga satuan.

Apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat
memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koefisien tersebut dapat digunakan.

Jika tidak dapat diterima, makaokja dan penyedia jasa menelaah kuantitas/
koefisien agar dapat diyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat
memenuhi spesifikasi teknis. Kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi
kuantitas/koefisien hasil klarifikasi.

Penyedia jasa harus dapatembuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan
peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan datata sebagai pembuktian. Hal

ini dilakukan agar dapat meyakini bahwa harga satuan dasar tersebut dapat
direalisasikan.

Jika penyedia jasa tidak dapat membukiik maka dicari harga satuan dasar yang
ada di pasaran.

Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar hasil
klarifikasi selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata
pembayaran utama tidak parldihitung dengan keuntungannya.

Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata
Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh
harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa keuntungan.

Harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas
dan Harga hasil Klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa
keuntungan yang wajar/rill dapat dilaksanakan.

Bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan hargaihidarifikasi dengan
total harga penawaran tanpa PPn.

10.Jika total harga hasil klarifikasi kurang atau sama dengan dari total harga

penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan
sebesar 5% dari nilai total HPS. Namun jika totatdaahasil klarifikasi lebih dari
total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran
dinyatakan gugur.

142

JDIH Kementerian PUPR



BAB XI KETENTUAN LAINAIN

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Pekerfaamstruksi harus
mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mewajibkan Penyedia untuk
memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melal sistem kerja
praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak.

b. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:

1) untuk Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan
satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalaangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

2) pemilihan Penyedia pengganti yang mampu dan memenuhi syarat untuk kontrak
yang dilakukan pemutusan sepihak oleh PPK.
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